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UNDANG-UNDANG HAKQPTA NO. 19 TAHUN 2002

Pasal 2

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan PemegangHak Cipta
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara
otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana denganpidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak
Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). /
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SELAYANG PANDANG

REVITALISAST PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KARAKTER
KEBANGSAAN MELALUI

MATAKULIAH PENGEMBANGAN

KEPRIBADIAN (MPK) /7 MATA

KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)

MOHAMMAD RIDWAN, S.HI., M.SI
KEPALA PUSAT MPK UNIVERSITAS
MULAWARMAN

A. Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter

Indonesia sudah merdeka dari penjajah sejak 71 Tahun lalu jika
dihitung sejak tahun 1945 hingga tahun 2016 ini, tapi hingga saat ini
bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang mendasar.
Di dalam negeri, seperti persoalan rendahnya komitmen sebagian masy a-
rakat terhadap nilai-nilai dasar kehidupan (core values) yang scbenamya
telah lama menjadi pedoman, bahkan pandangan hidup bangsa, meng
akibatkan sistem filosofi menjadi rapuh, masyarakat bangsa Indonesia
akan kehilangan sumberorientasi, pedoman, dan arah bagi kehidupan
berbangsa dan bemegara, dan akhimya menjalar pada berbagai krisis;
moral, identitas, jati diri, dan nasionalisme.

Kiisis kepercayaan mulai timbul di kalangan masyarakat terhadap
lembaga penegak hukum akibat rendahnya moralitas dan negritas se-
bagian penegak hukum. Sikap apatisme masyarakat terhadap hukum
memicu kewibawaan hukum semakin menurun, berimplikasi maraknya



tindakan koruptif dan anarkhis. Melemahnya kohesivitas sosial oleh me-
nguanya semangpt individualisme dan primordialisme di berbagai
bentuknya (etnis, keagamaan, politik) memperkuat potensi disintegrasi,
dan distorsi nasionalisme, kemiskinan dan pengangguran, serta makin
rusaknya lingkungan hidup, sejumlah persoalan tersebut akan meng
ancam kelanggengan NKRL

Dari luar negeri berupa pengaruh globalisme, yaitu semakin meluas
dan menguat pengaruh tatanan dunia baru yang bersifat mondial. Terjadi
intervensi nilai-nilai asing ke dalam sistem nilaikehidupan setiap bangsa.
Timbul ketegangan dan tarik ulur kekuatan antara sistem nilai kearifan
lokal (local wisdom), regional dan sistem nilai global. Adapun masalah
masalah yang muncul dipermukaan itu diantaranya; Disorentasi Nilai,
DistorsiNilai dan Distorsi Nasionalisme

B. Sekitar Terminologi Dan Sejarah Perkembangan MPK

Awal tahun 1970 - an kalangan perguruan tinggi memberi scbutan
Sosio Humaniora, kemudian berkembang menjadi Mata Kuliah Dasar
Umun (MKDU). Sejak UU. RI. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional sebutan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU)
berlaku resmi. Tidak lama kemudian melalui surat edaran Dirjen Dikti
nama Mata Kuliah Dasar Umum berganti dengan sebutan Mata Kuliah
Umum (MKU). Perubahan nama mata kuliah tersebut (MKDU, MKU)
pada dasamya tidak merubah esensiyang mengemban pendidikan nilai,
dan keberadaannya sebagai kelompokmata kuliah pengembangan
kepribadian. Setelah memasuki tahun 2000 MKU berganti nama Mata
Kuliah Pengembangan K epribadian (MPK).

Keberadaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
ditetapkan melalui: (1) Kepmendiknas No. 232/U/2000, (2) SK.Dirjen
Dikti No. 265/Dikti/Kep/2000, (3) Kepmendknas No.045/U/2002, (4)
Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/DiktVKep/2006. (5) Undang-
UndangRepublik Indonesia nomor 12 tahun 2012.



(1) Kepmendiknas No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
menetapkan bahwa Pendidkan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pen-
didikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengem-
bangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulun setiap
program studi/kelompok program studi.

(2) SK. Dirjen Dikti No. 265/Dikti/Kep/2000 tentang Penyem-
punaan Kurkulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi. Mata Kuliah Pendidikan
Pancasila yang mencakup unsur Filsafat Pancasila merupakan salah satu
komponen yang tak dapat dipisshkan dari MPK dalam susman Kuri-
kulum IntiP erguruan Tinggi di Indonesia.

(3) Kepmendiknas No.045/U/22002 tentang Kurikulum Inti Pen-
didikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan P an-
casila, dan Pendidikan Kewargamegaraan merupakan kelompok Mata
Kuliah Pegembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kuri-
kulum setiap program studikelmpok program studi.

(4) Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006
tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah
pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, menetapkan status dan
beban studi kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian. Bahwa-
sanya beban studi untuk Mata Kuliah Pendidikan Agama, Kewarga-
negaraan dan Bahasamasing-masing sebanyak 3 (tiga) sks.

(5) Undang-UndangRepublik Indonesia nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi. Secara eksplisit menyebutkan bahwa
kurikulum nasional setiap perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah
Pancasila, kewarganegaraan, agama dan bahasa Indonesia.

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang sekarang
juga dinamakan Mata Kuliah Umum tersebut, sejak awalnya diharapkan
dapat meletakkan nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bemegara. Berbekal kompetensi yang dimiliki, seorang Iulusan
pendidikan tinggi diharapkan mampu menjadikan bekal pendidikan yang
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diperolehnya sebagai “a method of inquiry” dalam memerankan dirinya
sebagai pencerah dalam bermasyarakat, berbangsa dn bemegara.
Namun hingga saat ini harapan tersebut belum membuahkan hasil yang
diharapkan.

C. Posisi Strategis MPK Dan Permasalahannya

Kedudukan MPK disini merupakan salah satu bagian atau unsure
kurikulumn pendidikan tinggi, dan entitasnya sebagai rumpun keilmuan
kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian. Melihat seg fungsi-
nya, MPK memiliki posisi strategis di antara unsur-unsur kelompok
matakuliah sebagaimna tertera dalam kurikulum pendidikan tinggi, yaitu
peletak nilainilai dasar dan sumber nilai pengembangan dan penerapan
ilmu. Secara spesifik langkah-langkah “penumbuhan sikap, moral dan
watak bangsa” di pendidikan tinggi dirancang dalam kelompok MPK.
Nilainilai dasar MPK yang ditanamkan pada peserta didikakan diapli-
kasikan pada mteraksi dengan lingkungan sosial, Ingkungan alam, serta
alam penciptanya.

Dari hasilpengamatan dan kajian melalu Simposium Nasional
MPK III 2006 di Semarang, Simposium Nasional MPK 1V 2009 di
Surakarta, dan Lokakara - TOT Penguatan Kurikulum MKU/MPK dan
Kompetensi Dosen MKU/MPK se Indonesiaoleh Ditjen Dikti di Batam,
Bali dan Yogyakarta Tahun 2014 ditemukan istrisumenarik di lapangan,
yaitu sebagai berikut.

a. Metode/Mocel penyampaian materi MPK di sebagian besar
perguruan tinggl saat ini cenderung kurang menumbuhkan
minat dan semangat belajar mahasiswa.

b.  Substansi kajian MPK terkesan kurang mengadopsi tuntutan
atau dnamika perkembangan jaman.

c. Sistem evaluasi hasil pembelajaran MPK masih berorientasi
kognitif, kurang menjan gkau aspek afektif.

d. Keterbatasan ruang kelas di sejumlah PT menjadikan kelas
pembelajaran MPK terlalu besar jumlah mahasiswa peserta
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kuliah. Individuasi peserta didik tidak dapat terevaluasi me-
laluiprosespembelajaran.

Kurangnya pembinaan SDM di bidang MPK pada sejunlah
besar perguruan tinggi di Indonesia.

Kelompok MPK kurang mendapat apresiasi dari kebanyakan
pihak pemegang kebijakan pendidikan di kalangan perguruan
tinggi.

Proses pembelajaran MPK kurang mengikuti tuntutan per-
kembangan teknologimodem.

Aspek Dan Strategi Pengembangan Pembelajaran MPK

Aspek-aspek yang perlu dikembangkan

o a0 op

Pengembangan substansikajian materi MPK

Pengemban gan model/metode pembelajaran MPK
Pengembangan SDM pengajar MPK

Pengembangan sistem evaluasi hasil pembelajaran MPK
Pengemban gan manajemen pengelolaan pembelajaran MPK

Mana di antara kelima aspek di atas yang paling utama ? Setidak-

nyapengembangan model pembelajaran, pengembangan substansikajian
materi MPK dan sistem evaluasi hasil pembelajaran MPK dapat
bersamaan dilakukan pengembangannya.

Strategi Pengembangan MPK

Langkah strategisnyaadalah sebagai berikut:

a.

Berpegangpada wawasan pengembangan pembelajaran MPK,

() Spiritual: untuk meletakkan landasan etik, moral, religiv-
sitas, yang dapat dijadikan dasar dan arah pengembangan
profesi atau keilmuan atau keperanannya dalam hidup.
Di snilah cara pendekatan yang mendasarkan kompe-
tensi dan karakter (charucter and competence based
approach) kita kembangkan.
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(b) Rasional Intelektual: untuk menunjukkan bahwa pen-
didikan MPK merupakan aspek being, yang tidak kalah
penting atau bahkan lebih penting daripaca aspek having
dalam kerangka penyiapan sumber daya manusia (SDM)
yang bukan sekedar instrumen melainkan adalah subjek
pembaharuan dan pencerahan.

(c¢) Kebangsaan: untuk menumbuhkan kesadaran nasiona-
lisme, agar dalam pergaulan antar bangsa tetap setia ke-
pada kepentingan bangsa, bangga dan respek kepada jati-
diri bangsa yang memiliki ideologi tersendiri, yaitu
Pancasila.

(d) Mondial: wntuk menyadarkan bahwa manusia dan
bangsa di abad XXI sekarang ini harws siap menghadapi
dialektikanya perkembangan dalam masyarakat dunia
yang terbuka. Mampu untuk segera beradaptasi dengan
perubahan yang terus menerus terjadi dengan cepat, dan
mampu pula mencari jalan kelvamya sendiri dalam
mengatasi setiap tantangan yang dihadapi (Koento
Wibisono, 2006).

Memahami Konsep Pengembangan Kepribadian

Setidaknya apa pengertian dan gejalanya, serta faktor-
faktor penentuyang dapat diatur untuk dikembangkan. Istilah
mengembangkan kepribadian sebetulnya merupakan istilah
yang lebih tepat jika dikenakan padapeserta didik yang kepri-
badiannya baru dalam taraf awal. Bagi peserta didik dewasa,
penggunaan istilah tersebut bisa berartinegatif apabila dik ena-
kan pada pribadi yang sudah terlanjur berkembang kurang
baik. Mungkin lebih tepat apabila kita menggunakan saja
istilah pendidikan kepribadian, sejalan dengan konsep /ife long
education. Namun tak perlu masalah termmnologi ni di-
perdebatkan di sini.

Pengertian kepribadian dapat dijelaskan melalui akar
katanya yaitu prbadi. Dalam kehiduan schari-hari orang
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dengan mudah memberikan label “pribadinya tidak baik”
pada orang yang berperilaku kurang mengikuti norma.
Sebaliknya, orang akan mengatakan “pribadinya baik” jika ia
telah berperilaku menurut norma kehidupan yang ada. Bahasa
yang sederhana untuk menyebut pribadi adalah watak. Orang
yang berwatak baik disebut memilikikepribadian baik.

Dalam teori klask tentang manusia, kepribadian
menunjukkan keutuhan pada aspek-aspek: (1) aspek fisik, (2)
agpek mental akademik, (3) aspek sosial, (4) agpek etika, (5)
estetika, (6) aspek religi. Contoh pemahaman tentang kepri-
badian di atastadi menunjuk paca satu aspek saja yaitu etika.
Teori lain tentang kepribadian menunjuk padamulti facet yang
terbagimenjadi dua rumpun yaitu facet intemal dan ekstemal.
Facet internal ditunjukkan oleh sifat-sifat pribadi bak, misal-
nya sabar, tekun, teliti, tanggung jawab, percaya diri, tegar dan
ulet. Facet ekstemal, ditunjukkan oleh perilaku seseorang
terhadap lingkungan, misalnya peduli, tenggang rasa, toleran,
murah hati, solider dIL. Istilah “mampu menahan diri” harus
difahami sebagai gabungan dari facet intemal maupun facet
ekstemal, karena menahan diri tidak hanya mengendalikan
perilakuterhadap lingkungan, tetapi juga tethadap diri sendiri.
Seperti misalnya menahan keingmnan untuk hidup boros,
konsumtif, bermalas-malasan (Suharsimi, 2006).

Dalam konteks pengembangan model pembelajaran
MPK pandangan teori kedua tentang manusia dapat dijadikan
sebagai pilihan alternatif.

Pengembangan pembelajaran MPK harus diletakkan dalam
kontek pendidikan nilaiyang berbasis KKNIL

Membangun modelmetode pembelajaran dan sistem evaluasi
hasil pembelajaran  MPK baru yang memungkinkan
pendidikan MPK berjalan efektif dan menyenan gkan.

Menurwt Confucius: “Apa yang saya dengar saya lupa,
apa yang saya lihat saya ingat, dan apa yang saya lakukan saya



paham”’( What I hear, I forget, What I see, I remember, What I
do, I understand). Tiga pemyataan sederthana ini memberi
bobot pentingnya model belajar siswa aktif (Student Active
Leaming).

Model pembelajaran MPK meliputi kegiatan intelektual,
mental spiritual, sosial dan emosional.

Secara spesifik langkah-langkah “penumbuhan sikap, moral
dan watak bangsa” pada pendidkan tinggi dirancang dalam
kelompok MPK.

Pelaksanaan pembelajaran MPK dalam kerangka pendidikan
karakter berjalan secara ntegrated antar bagian kelompok
MPK lainnya.

Pilihan model pembelajaran MPK yang berbasis KKNI
dengan pendekatan student active leaming, membawa
konsekuvensiperubahan paradigmametode pembelajaran.

Pengembangan pendekatan student active leaming di perguruan

tinggi, formulasinya bias diarahkan ke model pembelajaran Inquiry: me-
ngemban gkan pola-pola berfikir dan perilaku induktif / darifakta keteori.
Kelengkapan media dan teknologi pembelajaran yang cocok meru-
pakan factor pendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan
pembelajaran MPK. Evaluasi hasil belajar perlu dilakukan sejalan dan
sesuai dengan sasaran belajar yang dituju, Demikian segenap harapan
pendidikan karakter berbasis matakuliah MPK/MKWU dapat kita kem-
bangkan, ssmpurmakan ikhtiar bersama menuju cita ideal dari Universitas
Mulawarman sebagai World Class University. Semoga, Amiin.

Samarinda, 14 Agustus2016

Mohammad Ridwan



KATA PENGANTAR
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Bismillahirrahmanirrahiim, Segala puji syukur kehadirat Allah
SWT atas segala nikmatNya, dan Selawat dan salam kehadirat junjungan
nabi Besar Muhammad SAW yangtelah menuntun manusia dijalan yang
terang benderang sebagai rahmat bagi alam semesta.

Alhamdulillah, Saya menyambut gembira dan mengapresiasi
dengan penerbitan Buku buku ini, saya anggap ini langkah maju dan
sebagai terobosan progresif yang perlu dirawat konsistensinya dalam
bermnovasi dan berkarya, penerbitan buku-buku ini merupakan karya Tim
Edukator dari Pusat MPK Universitas Mulawaman, keberadaannya
bagian dari pengayaan (enrichment) akan pengembangan pendidkan
karakter/kepribadian kebangsaan yang berbasis pada nilai nilai Agama,
Sosial budaya, Pancasila dan Keindonesiaan serta upaya keras demi
meneguhkan karakter kebangsaan sebagai nilai dasar dari manusia
Indonesiamaju dan berkarakter.

Nilai ideal dan cita uwtama akan karakter Kebangsaan yang adilu-
hung itu adalah manifesto semangat revolusi mental yangtelah dicanang-
kan oleh pemerintah saat i, perwujudan nilai itu harus yang ter-
wajantahkan secara praksis disegala lini kehidupan berbangsa bemegara
dan beragama. Pedoman bagj kita sebagai dosen, tenaga kependidikan
dan mahasiswa. Baik buruknya karakter /kepribadian peserta didik suatu
gambaran atau cerminan dari kualitas pendidikan karakter karakter kita
yang dimulai dari lingkungan keluarga, sosial dan dilingkungan sekolah
hingga ke perguruan tinggi sampai akhimya kembali ke lingkungan
masy arakat.

Urgensinya pendidikan karakter /keperibadian untuk menciptakan
academic cuture yang dinamis, kritis tetap santun dan religi, misahya;



meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, ssmangat gotongroyong,
kejujuran, menghindari sikap koruptif yang dalam konteks akademik;
mendobrak mental dan tradisi plagiarisme. Bahkan jika mengacu pada
salah satu komptensi standar lulusan perguruan tinggi sebagaimana
diamanahkan oleh Undang undang adalah Karakter, kemudian disusul
kompetensi kemapuan menerapkan ilmu pengetahuan dan mempunyai
keterampilan (Soft Skill)

Dan akhimya, Saya selaku Rektor Univeritas Mulawarman pada
prinsipnya mendukung langkah langkah penting yang dilakukan oleh
Pusat MPK Universitas Mulawarman upaya revitalisasi pengembangan
pendidikan karakter /keperibadian melalui Matakuliah Pengembengan
Kepribadian (MPK) atau Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU),
Keberadaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian ditetapkan melalui:
(1) Kepmendiknas No. 232/U2000, (2) SK.Dirjen Dikti No.265/
Dikt/Kep/2000, (3) Kepmendiknas No.045/U2002, (4) Keputusan
Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006. (5) Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 yang meliputi; Pendidkan
Agama, Pendidkan Pancasila, Pendidikan Kewargmegaraan dan
pendidikan Bahasa Indonesia dan kini suchh tersaji dalam bentuk buku
yang disusun secara tematis, sistematis dan up to date dengan situasi
konteks kekinian. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses bagi Tim
Dosen Pusat MPK Unmul untuk terus berkarya bagi kemajuan
Universitas Mulawarman menuju Word Class University.

Samarinda, 14 Agustus2016
Rektor

PROF. DR. H. MASJIAY A, M.Si
NIP 19621231 199103 1 024
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BAB 1
PENDAHULUAN

PANCASIILA adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia uang
secara resmi disyahkan oleh PPKI padatanggal 18 Agustus 1945 dan ter-
cantum dalam Pembukaan UUD 1945, dimndangkan dalam Berita
Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh
UUD 1945.

Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila scbagai dasar filsafat
negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan
manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan
tegaknya kekuatan yang berlindung di balik legimitasi ideologi negara
Pancasila. Dengan lain perkataan dalam kedudukan yang seperti iniP an-
casila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup
bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimani-
pulasi demikepentingan politik penguasa pada saat itu

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, gerakan reformasi berupaya
untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai da-
sar negara Republik Indonesia, yang hal ii direalisasikan melalui Ke-
tetapan sidang Istimewa MPR tahun 1998 No. XVIIIMPR/1998 disertai
dengan pencabutan P4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai
satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut seka-
ligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas
Kewenangannya intuk membudayakan Pancasila melalui P4 dan asas
tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demikepentingan kekuasaan oleh
penguasa inilah yang harus segera diakhiri, kemudian dunia pendidkan
tinggi memiliki tugas umntuk mengkaji dan memberikan pengetahuan ke-
pada ssmua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila
secara ilmuaih dan objektif.
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Dampak yang cukup serius atas manipulasi P ancasila oleh para pe-
nguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta
sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label po-
litik Orde Baru Sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila
dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan yang
sinis serta upaya melemahkan peranan ideologi pancasilapada era Refor-
masi dewasa i akan sangat berakibat fatal bagi bangsa Indonesia yaitu
melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi negara yang kemu-
dian pada gilirannya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara serta didambakan bangsa
Indonesia sejak dahulu

Bukti yang secara objektif dapat disaksikan adalah terhadap hasil
reformasi yang telah berjalan selama ini, belum menampakkan hasil
yang dapat dnikmati oleh rakyat, nasionalisme bengsa rapuh, sehingga
martabat bangsaIndonesia dipandang rendah di masyarakat internsional.

Berdasarkan alasan serta kenyataan objektif tersebut di atas maka
sudah menjaditanggungjawabkita bersama sebagai warga negara untuk
mengembangkan serta mengkaji Pancasila sebagai suatu karya besar
bangsa kita yang setingkat dengan paham atau isme-isme besar dunia de-
wasa ini seperti misalnya Liberalisme, Sosialisme, Komunisme. Upaya
untuk mempelajari serta mengkaji Pancasila tersebut terutama dalam
kaitannya dengan tugas besar bangsa Indonesia untuk mengembalikan
tatanan negara kita yang porak poranda dewasa ini. Reformasi kearah
terwujudnya masyarakat dan bangsa yang sejahtera tidak cukup hanya
dengan mengembangkan dan membesarkan kebencian, mengobarkan
sikap dan kondisi konflik antar elit politik, melainkan dengan segala ke-
mampuan intelektual serta sikap moral yang arif demi perdamaian dan
kesejahteraan bangsa dan negara sebagaimana yang telah diteladankan
oleh pendiri negara kita dahulu.

Jikalau jujur, sebenamya dewasa ini banyak tokoh serta elit politik
yang kurang memahami filsafat hidup serta pandanagan hidup bangsa
kita Pancasila namun berskap seakan-akan memahaminya. Akibatnya
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dalam proses reformasi dewasa ini diartikan kebebasan memilih ideologi
di negara kita, kemudian pemikiran apapun yang dipandang mengun-
tungkan demi kekuasaan dan keduduikan dipaksakan untuk diadopsi
dalam sistem kenegaraan kita. Misalnya seperti kebebasan padamasa re-
formasi dewasa ini yang jelas-jelas tidak sesuai dengan nilainilai yang
kita miliki dipaksakan pada rakyat schingga akibatnya dapat kita lihat
sendiri berbagai macam gerakan massa secara brutal tanpa mengindah-
kan kaidah-kaidah hukum yang berlaku melakukan aksinya, menjarah,
merusak, menganiaya bahkan menteror nampaknya dianggap sah-sah
saja. Negara melalui aparat keamanan tidak mampu berbuat banyak ka-
rena akan berhadapan dengan HAM yang mendapat dukungan kekuatan
intemasional. Bahkan anehnya banyak tokoh-tokoh politik, elit politik
dan kelompok yang menamakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang
mendapat dukungan dan internasional dengan alasan menegakkan HAM
tidak segan-segan menyeret saudara sendiri ke mahkamah interasional
dengan kesalahan tisak sepadan, dengan tanpa memperhitungkan soli-
daritaskebangsaan Indonesia.

Oleh karena itu, kiranya merupakan tugas berat kalangan intelektual
untuk mengembalikan persepsi rakyat yang keliru tersebut ke arah cita-
cita bersama bagi bangsa Indonesia dalam hidup bemegara.

A. Landasan Pendidikan Pancasila
1. Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cu-
kup panjang sejak zaman kerajaan kutai, sriwijaya, majapahit sampai da-
tangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia.
Beratusratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya ber-
juang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka,
mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan
hidup serta filsafat hidup bangsa. Setelah melalui suatu proses yang cw
kup panjang dalam perjalanan sejarah indonesia menemukan jati dirinya,
yang di dalamnya tersimpul cirikhas, sifat, karakter bangsayang berbeda
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dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan
dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, yang meliputi
limaprinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam
masa reformasi, bangsa Indonesia sebagai harus memiliki visi serta pan-
dangan hidw yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah
masyarakat ntemasional. Dengan lain perkataan bangsa Indonesia harus
memiliki nasionalisme serta rasa kebanggaan yang kuat. Hal ini dapat
terlaksana bukan melalui suatau kekuasaan atau hegemoni ideologi me-
lainkan suatu kesadaran berbangsa dan bemegara yang berakar pada
sejarah bangsa.

Jadi secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap
sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara
Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia
sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari
bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsaIndonesia sebagai
kawsa materialis Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan fakta objektif se-
cara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan
nilainilai pancasila. Atas dasar pengertian dan alasan historis inilah
maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa terutama kalang-
an intelektual kampus untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan
berdasarkan pendekatan ilmiah, yang pada gilirannya akan memiliki
suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasark an nilai-
nilaiyang dimilikinya sendiri. Materi inilah yang dalam kurikulun mter-
nasional disebut civic education, yaitu mata kuliah yang membahas ten-
tang national philosophy bangsa Indonesia. Hal ini harus dipahami oleh
seluruh generasi penerus bangsa, karena bangsa Indonesia secara historis
memiliki nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat serta nilai-nilai keagamaan
yang secara historismelekat pada bangsa.

2. Landasan Kultural

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bemegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup
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serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambning dalam kancah per-
gaulan masyarakat Intemasional. Setia bangsa memiliki ciri khas serta
pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Negara komunisme
dan liberalisme meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu konsep
ideologi tertentu, misalnya komunisme mendasarkan ideologinya pada
suatu konsep pemikiran Karl Marx.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasar-
kan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bemegara
pada asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri.
Nilainilai kenegaraan dan kemasyarakatan yangterkandung dalam sila-
sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatuhasilkonseptual seseorang
sajamelainkan merupakan suatu hasilkarya besar bangsa Indonesia sen-
diri, yang diangkat dari nilainilai kultural yang dimilki oleh bangsa
Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara se-
perti Soekamo, M. Yamin, M. Hatta, Sepomo serta para tokoh pendiri
negara lamnya.

Satwsatinya karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan
karya besar bangsa lain di dunia ini adalah hasilpemikiran tentang bang-
sa dan negarayang berdasarkan pandangan hidup suatuprinsipnilaiyang
tertuang dalam sila-sila pancasila. Oleh karena itu para generasi penerus
bangsa terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk
mendalami secara dianamis dalam arti mengembangkannya sesuai dengan
tuntutan zaman.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis perkuliahan Pendidikan Pancasila di pendidikan
tinggi tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik an
Nasional Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional
berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa secara
material Pancasilamerupakan sumber hukum pendidikan nasional.

Meskipun secara eksplisit nama mata kuliah Pancasila tidak di-
sebutkan dalam wndang-undang Sisdiknas yang disebutkan pada pasal 37
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bahwa kurikulum pendidkan tinggi memuat: pendidikan agama, pendi-
dikan kewarganegaraan, dan pendidikan behasa, namun matakuliah pan-
casila adalah mata kuliah yangmendidk warganegara akan dasar filsafat
negaranya, nilai-nilaikebangsaan, sertakecintaan terhadap tanah airyang
dalam kurikulun mntemasional disebut sebagai civic education,
citizenship education.

Dalam SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTIKEP2006, dijelaskan bahwa
Misi Pendidkan Kewarganegaraan adalah untuk memantapkan kepriba-
dian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilainilai
dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai
dan mengembangkan imu pengetahuan dan teknologi Jadi sesuai
dengan SK Dirjen DIKTI No.43/DIKTTI/KEP2006 tersebut maka secara
material melalui pendidikan kewarganegaraan maka materi Pancasila
bahkan filsafat Pancasila adalah wajib diberikan di pendidikan tinggi,
dan secara ek splisit terdap at rambu-rambupendidik an kepribadian.

4. Landasan Flosofis

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filo-
sofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keha-
rusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap as-
pek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Hal ini berda-
sarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa
Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bemegara mendasarkan pada
nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis
merupak filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara
adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini
berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan
yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan
yang terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok negara), se-
hingga secara filosofis negara berpersatvan dan berkerakyatan. Kon-
sekuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologis demokrasi, karena
rakyat merupakan asal mulakekuasaan negara.
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Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup beme-
gara nilai-nialai pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekuen-
sinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada
nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam
proses reformasi dewasa inimerupakan suatukeharusan bahwa Pancasila
merupakan sunber nilai dalam pelaksanaan negara, baik dalam pemba-
ngunan nasional, ekonomi, politikk, hukum, sosial budaya, maupun per-
tahanan keamanan.

B. Tujuan Pendidikan Pancasila

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti. No 43/DIKTIVKEP/2006, dije-
laskan bahwa tujuan materi Pancasila dalam rambu-rambu Pendidkan
Kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam
kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancark an iman dan taqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri berbagai
golongan agama, kebudayaan dan bemegara ragam kepentingan, me-
mantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewu-
judkan nilai mererapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tek-
nologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelek-
tual penuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi maha-
siswa pada bidang profesi masng-masing Kompetensi lulusan pendi-
dikan Pancasila adalah seperangkat tindakan intelektual, penuh tanggung
jawab sebagai seorang warga negara dalam memecahkan berbagai ma-
salah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bemegara dengean me-
nerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai pancasila. Sifat inte-
lektual tersebut tercermin pada kemahiran, ketatapan dan keberhasilan
bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan scbagai
kebenaran tindakan ditilik dari aspek iptek, etika ataupun keatuhan
agama serta budaya.
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Pendidikan Pancasila bertyjuan untuk meghasilakn peserta didik
yang berlaku, (1) memiliki kemampuan wntuk mengambil sikap yang
bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, (2) memilki kemam-
puan untuk mengenali masalah hidu dan kesejahteraan serta cara-cara
pemecahannya, (3) mengenali perubahan-perubehan dan perkembengan
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta (4) memiliki kemampuan
untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk
menggalang persatuan Indonesia.

Melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia
diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-
masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesim-
bungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tuyjuan bangsa Indonesia.

C. Pembahasan Pancasila secara Ilmiah

Pembahasan pancasila termasuk filsafat Pancasila, sebagai suatu
kajian ilmiah, harus memenuhi syarat-syarat imiah sebagai dikemu
kakan oleh I.R. Poedjowijatno dalam bukunya ‘Tahu dan Pengetahuan’
yangmerinci sy arat-syarat ilmiah sebagai berikut:

a) Berobek

b) Bemmetode

c) Bersistem

d) Bersifat Universal

1. Berobjek

Syarat pertama bagi suatu pengetahuan yang memenuhi syarat
ilmiah adalah bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus memiliki objek.
Oleh karena itu Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus memiliki
objek, yang di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan atas dua
macam yaitu ‘objek forma’dan ‘objek materia’. ‘objek fornma’ Pancasila
adalah suatu sudut pandang tertentu dalam embehasan Pancasila, atau
dari sudut pandang apa Pancasila itu dibahas. Pada hakikatnya Pancasila
dapat dibahas dari berbagai macam sudut pandang, yaitu dari sudut pan-
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dang ‘moral’ maka terdapat bidang bidang pembehasan ‘moral pan-
casila’, dari sudut pandang ‘ekonomi’maka terdapat bidang pembahasan
‘ekonomi Pancasila’, dari sudut pandang, ‘pers’ maka terdapat bidang
pembahasan pers Pancasila’, dari sudut pandang ‘hukum dan kenega-
raan’ maka terdapat bidang pembahasan ‘Pancasila Yuridis kenega-
raan’, dari sudut pandang ‘filsafat’, maka terdapat bidang pembahasan
‘filsafatpancasila’ dan lain sebagainya.

‘Objek materia’ Pancasila adalah suatu objek yang merupakan
sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila bak ayang bersifat
empiris maupun nonempiris. Pancasila adalah merupakan hasil budaya
bangsa Indonesia, bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis Pancasila
atau sebagai asal mula nilainilai ancasila. Oleh karena itu objek materia
pembahasan Pancasila adalah bangsa Indonesia dengan segala aspek
budayanya, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Oleh
karena itu objek materia pembehasan Pancasila adalah dapat berupa hasil
budaya bangsa Indonesia yang berupa, lembaran sejarah, bukti-bukti
sejarah, benda-benda sejarah, benda-benda budaya, lemabaran negara,
lemabaran hukum maupun naskah-naskah kenegaraan lainnya, mauun
adat istiadat bangsa Indonesia sendiri. Adapun objek yang bersifat
nonempiris anatara lain meliputi nilainilai budaya, nilai moral, serta
nilainilai religius yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter, dan
pola-pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Bermetode

Setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki metode yaitu seperang-
kat cara atau sitem endekatan dalam rangka pembahasan Pancasila
untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Metode
dalam pembahasan Pancasila sangat tergantung pada karakteristik objek
forma maupun objek materia Pancasila. Salah satumetode dalam pemba-
hasan Pancasila adalah metode ‘analitico syntetic’ yaitu suatu perpaduan
metode analisis dan sistematis. Oleh karena objek Pancasila banyak ber-
kaitan dengan hasil-hasil budaya dan objek sejarah oleh karena itu lazim
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digunakan metode ‘hermmeneutika’ yaitu suatumetode untuk menemukan
makna di balk objek, demikian juga metode %oherensi historis’, serta
metode pemahaman, penafsiran, dan interpretasi’, dan metode-metode
tersebut senantiasa didasarkan atas hukum logika dalam suatu penarikan
kesimpulan.

3. Bersistem

Suatu pengetahuan imiah harus merupakan suatu yang bulat dan
utuh. Bagaian-bagian dari pengetahuan ilmiah itu harusmerupakan suatu
kesatuan antara bagian-bagian itu saling berhubungan, bak berupa hw
bungan interelasi (saling hubungan), maupun interdependensi (saling
ketergantungan). Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus merupakan
suatu kesatuan dan keutuhan, bahkan Pancasila itu sendiri dalam dirinya
sendiri adalah meruakan suatukesatuan dan keutuhan ‘majemuk tunggal’
yaitu kelima sila itu baik rumusannya, inti dan isi dari sila-sila Pancasila
itu adalah merupakan suatu kesatvan dan kebulatan. Pembahasan Panca-
sila secara ilmiah dengan sendirinya sebagai suatu sistem dalam dirinya
sendiri yaitu Pancasila itu sendiriscbagai objek pembahasan ilmiah
senatiasa bersifat koheren (runtut), tanpa adanya suatu pertentangan di
dalamnya, sehingga sila-sila Pancasila itu sendiri merupakan suatu ke-
satuan yang sistemat ik.

4. Bersifat Universal

Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, arti-
nya kebenamnya tidak berbatas waktu, ruang, keadaan, situsi, kondisi
maupun junlah tertentu Dalam kaitannya dengan kajian Pancasila ha-
kikat ontologisnilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal, atau dengan
lain perkataan inti sari, essensi atau makna yang terdalam dari sila-sila
Pancasilapada hakikatnya adalah bersifat universal

D. Tingkatan Pengetahuan Ilmiah

Untuk mengetahui lingkup kajian Pancasila serta kompetensi pe-
ngetahuan dalam membahas Pancasila secara imiah, maka perlu dike-
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tahui tingkatan engetahuan ilmiah sebagaimana halnya pada pengkajian
pengetahuan-pengetahuan lainnya. Tingkatan pengetahuan ilmiah dalam
masalah ini bukan berartitingkatan dalam halkebenarannya namun lebih
menekankan pada karakteristik pengetahuan masing-masing Tingkatan
pengetahuan ilmiah tersebut, sangat ditentukan oleh macam pertanyaan
ilmiah sebagai berikut ini.

Pengetahuan deskriptif --—-—-———suatupertanyaan ‘bagaimana’
Pengetahuan kausal suatu pertanyaan ‘mengapa’
Pengetahuan normatif —-—-—-—-——— suatupertanyaan ‘ kemana’
Pengetahuan essensial —————- statu pertanyaan ‘apa’

1. Pengetahuan Deskriptif

Dengan menjawab suatu pertanyaan ilmiah ‘bagaimana’, maka
akan diperoleh suatu pengetahvan ilmiah yang bersifat deskriptif. Penge-
tahuan macam ini adalah suatu jenis pengetahuan yang memberikan
suatu keterangan, penjelasan secara objektif, tanpa adanya unsur objek-
tivitas. Dalam mengkaji Pancasila secara objektif, kita harus menerang
kan menjelaskan serta menguraikan Pancasila sebagai objektif sesuai
dengan kenyataan pancasila itu sendiri sebagai hasil budaya indonesia.
Kajian Pancasila secara deskriptif ini antara lain berkaitan dengankajian
sejarah perumusan pancasila, misalnya Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai
dasar negara republik ndonesia, pancasila sebagai ideologi bangsa dan
negaralndonesia dan lain scbagainya.

2. Pengetahuan Kausal

Dalam suatu ilmu pengetahuan upaya untuk memberikan suatu ja-
waban dari pertanyaan ilmiah ‘mengapa’, maka akan diperoleh swatu
jenis pengetahuan kausal’, yaitu suatu pengetahuan yang memberikan
jawaban jawaban tentang sebab dan akibat. Dalam kaitannya dengan
kajian tentang Pancasila maka tingkatan pengetahuan sebab-akibat ber-
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kaitan dengan kajian proseskausalitasterjadinya Pancasilayang meliputi
empat kawsa yaitu: kausa materealis, kausa formalis, kausa effisien dan
kausa finalis. Selain itu juga berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber
nilai, yaituPancasila sebagai sunber segalanorma dalam negara, sehing-
ga konsekuensinya dalam segala realisasi dan penjabarannya senantiasa
berkaitan dengan hukum kausalitas.

3. Pengetahuan Normatif

Tingkatan pengetahvan ‘nommnatif’ adalah sebagai hasil dari perta-
nyaan imiah ‘ke mana’. Pengetahuan normatif senantiasa berkaitan
dengan suatu ukuran, parameter, serta norma-norma. Dalam membahas
Pancasila tidak cukup hanya berupaya hasil deskripsi atau hasil kausa-
litas belaka, melainkan perlu wntuk dikaji norma-normanya, karena
Pancasila itu untuk diamalkan, direalisaskan serta dikongkritisasikan.
Untuk itu harus memilki norma-norma yang jelas, terutama dalam
kaitannya dengan normahukum, kenegaraan serta norma-normamoral.

Dengan kajian normatif ni maka kita dapat membedakan secara
normatif realisasi atau pengalaman Pancasila yang scharusnya dilakukan
atau dasollen’ dari Pancasila, dan realisasi Pancasila dalam kenyataan
faktvalnya atau ‘das sein’ dari Pancasila yang senantiasa berkaitan
dengan dnamikakehidupan sertaperkembangan zaman.

4. Pengetahuan Fssensial

Dalam ilmu pengetahuan upaya untuk memberikan suatu jawaban
atas pertanyaan ilmiah ‘apa’, maka akan diperoleh suatautingkatan pe-
ngetahuan untuk menjawab suatu pertanyaan yang terdalam yaitu suatu
pertanyaaan tentanghakikat segala sesuantu, dan hal i dikaji dalam
bidang ilmu filsafat. Oleh karena itu kajian Pancasila secara essensial
pada hakikatnya untuk mendapatka suatu pengetahuan tentang inti sari
atau makna yang terdalam dari sila-sila pancasila, atau secara ilmiah
filosofis untuk mengkajihakikat sila-sila Pancasila.
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Lingkup Pembahasan Pancasila Yuridis Kenegaraan

Pancasila sebagaiobjek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup
yang sangat Iuas, tergantung pada objek forma atau sudut pandang pem-
bahasan masing-masing Pancasila dibahas dari sudut pandang moral
atau etika maka lingkup pembahasannya meliputi ‘etika pancasila’ di-
bahas dari sudut ekonomi kita dapatka bidang ‘ekonomi pancasila’, dari
sudut pandang nilai ‘aksiologi Pancasil’, dari sudut pandang pers’,
‘Pers Pancasila’, dari sudut pandang epistemologi, ‘epistemologi pan-
casila’ dari sudut pandang filsafat filsafat pancasila’, adan bilamana
pancasila dibahas dari sudut pandang yuridis kenegaraan maka kita da-
patkan bidang pancasila yuridis kenegaraan’. Pancasila yuridis kenega-
raan meliputi pembehasan pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar
negara Republikk Indonesia, schingga meliputi pembahasan bidang
yuridis dan ketatanegaraan, realisasi pancasila dalam segala aspek pe-
nyelenggaraan negara secara resmi baik yang menyangkut norma norma
hukun maupun norma moral dalam kaitannya dengan segala aspek pe-
nyelenggaraan negara.

Tingkatan pengetahuan imiah adalah dalam pembahasan P ancasila
yuridis kenegaraan adalah meliputi tingkatan pengetahuan desknptif,
kausal, dan nommatif, adapun tingkatan pengetahuan ilmiah essensial di-
bahas dalam bidang filsafat Pancasila, yaitu membahas sila-sila sampai
inti sarinya, makna yang terdalam atau membahas sila-sila Pancasila
sampaitingkat hakikatnya.

E.  Beberapa Pengertian Pancasila

Kedudukan dan fungsi Pancasila bilamana kita kaji secara ilmiah
memiliki pengertian yang luas, baik adalam kedudukannya sebagai dasar
negara, sebagai pandangan hidup bnagsa, sebagai ideologi bangsa dan
negara, sebagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya ter-
dapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara
objektif.
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Pada suatu objek pembahasan Pancasila akan kita jumpai berbagai
macam penekanan seswai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila dan
terutama berkaitan dengan kajian diakronis dalam sejarah pembahasan
dan perumusan pancasila sejak dari nilai-nilai yangterdapat dalam pan-
dangan hidup bangsa samapi menjadi dasar negara bahkan sampai pada
pelaksanaannya dalam sejarah ketatanegaraan indonesia. Terlebih lagi
pada waktu zaman orde lama, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia
kita jumpai berbagai macam rumusan P ancasilayang berbeda-beda, yang
dalam hal ini harus kita deskripsikan secara objektif sesuai dengan
kedudukannya serta sejarah perumusan Pancasila itu secara objektif.

Oleh karena itu untuk memahami Pancasila secara kronologis baik
menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian
Pancasilatersebut meliputi lingkup pengertian sebagai berikut:

a) Pengertian Pancasila secara etimologis

b) Pengertian pancasila sccara Historis

c) Pengertian Pancasila secaraterminologi

1. Pengertian Pancasila secara Etimologis

Sebelum kita membahas isi arti pancasila sebagai dasar negara
maka terlebih dahulu perlu dibehas asl kata dan istilah “Pancasila”
beserta makna yang terkandung didalamnya. Secara etimologis istilah
“Pancasila” berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana)
adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta.

Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan
“Pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu:

“panca” atinya “Lima”

“syila”’ vokal ipendek atinya “batu sendi’, “alas’, atau ‘“dasar”

“syiila ”vokal ipanjang attinya ‘peraturan tingkah laku yang baik,

yangpenting atau yang senonoh”.

Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama ba-
hasa jawa diartikan “susila ” yang memilikihubungan dengan moralitas,
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oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimak sudkan
adalah istilah “anca Syila” dengan vokal i pendek yang memiliki makna
leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki
lima unsur”. Adapw istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanagari i
bermakna 5 aturan tingkah lakuyangpenting (Yamin, 1960:437).

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam keustakaan Budha
di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka yang terdiri
atastiga macam buku besar yaitu: Suttha Pitaka, Abhidama Pilaka dan
Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk men-
capai Nirmana dengan melalui Samadhi, dan setiap golongan berbeda ke-
wajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut adalah sebagai berikut :

Dasasyiilla

Saptasyiila

Pancasyiila

Ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah merupakan lima aturan
(larangan) atau five moral principles, yang harus ditaati dan dilak sanak an
oleh para penganut biasa atau awam. Pancasila ynag berisi lima larangan
ataupantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Panatipada weramani sikhapadam samadiyani atinya “jangan

mencabut nyawa makhluk hidup” atau dilarangmembunuh.

Dinna dana veramani shikapadam samafyani artinya “janganlah

mengambil barang yang tidak diberikan”, maksudnya dilarang

mencuri

Kameshu micchacarm veramani shikapadam samadiyani artinya

janganlah berhubungan kelamin, mak sudnya dilarang berzina.

Musawada veramani sikapadam samadiyani, artinya janganlah

berkata palsu, atau dilarang berdusta.

Surm mermya masjja pamada tikana veramani, artinya jangank ah

meminum minuman yang menghilangkan pikiran, yang maksudnya

dilarangminum minuman keras (Zainal Abidin, 1958:361).

Dengan maksudnya kebudayaan India ke Indonesia melalui penye-
baran agama Hinchu dan Budha, maka ajaran “Pancasila” Budhismepun
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masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit.
Perkataan “Pancasila” dalam khasanah kesustraan nenek moyangkita di
zaman keemasan keprabuan Majapahit di bawah raja Hayam Wuruk dan
maha patih Gadjah Mada, dapat ditemukan dalam keropak Negara
kertagama, yang berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga istana
bermama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365, dimana
dapat kita temui dalam sarga 53 bait ke 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Yatnaggegwani pancasyiila kertasangkarbgisckaka kama”
yang artinya Rajamenjalankan dengan setia kelima pantan gan (Pancasila),
begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan.

Begitu perkataan Pancasila dari bahasa Sansekerta menjadi bahasa
Jawa kuno yang artinyatetap sama terdapat dalam zaman majapahit. De-
mikian pada zaman Majapahit tersebut hidup berdampingan secara
damai kepercayaan tradisi agama Hindu Syiwa dan agama Budha
Mahayan dan campurannya Tantrayana. Dalam kehidupan tersebut se-
tiap pemeluk agama beserta alirannya terdapat Penghulunya (kepala
urusan agama). Kepala Penghulu Budha disebut “Dharmadyaksa ringka-
sogatan”, adapun untuk agama Syiwa disebut “Dharmadyaksa ring ka-
syaiwan” (Slamet Mulyono, 1979: 202).

Setelah Majapahit runtuh dan agama islam mulai tersebar ke selu-
ruh Indonesia maka sia-sia pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila)
masih juga dikenal di dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan
“lima larangan” atau*‘lima pantangan” moralitasyaitu dilarang:

Mateni, artinya membunuh

Maling, artinya mencuri

Madon, artinya berzina

Mabok, artinya meminum minuman keras atau menghisap
candu

Main, artinya berjudi

Semua huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf “M”
ataudalam bahasa Jawa disebut “Ma”, oleh karena itu lima prinsip moral
tersebut “Ma lima” atau M 5” yaitu lima larangan (Ismaun, 1981: 79).
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2. Pengertian Pancasila secara Historis

Proses perumwsan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI
pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah,
khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah
tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesiayang akan dibentuk.
Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu
Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekamo.

Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sicdang tersebut Ir. Soekamo
berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara
Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut
Soekamo memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, hal ini
menurtt Soekamo atas saran dari salah dari salah seorang temannya
yaitu seorang ahli bahasayangtidak disebutkan namanya.

Padatanggal 17 Agustws 1945 Indonesia memprlokamirkan kemer-
dekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945
disahkan Undang-undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945
dimana dalamnya termuat isi runusan lima prinsip atau lima prinsip
sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi behasa Indonesia
dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan
UUD 1945 tidak termuat “Pancasila’, namun yang dimaksud dasar
Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”.
Hal ini didasarkan atas interpretasi historis tertama dalam rangka
pembentukan calon rumusan dasar negara, yang kemudian secara
spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

Demikianlah riwayat singkat Pancasila baik dari segi istilahnya
maupun proses perumusannya, sampai menjadi dasar negara yang sah
sebagai mana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Adapun secara
terminologi historis prosesperumusan Pancasilaadalah sebagai berikut:

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut BPUPKI mengadakan sidang-
nya yang pertama. Pada kesempatan ini Mr. Muhammad Yamin men-
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dapat kesempatan pertama untuk mmgemukakan pemikirannya tentang
dasar negara di hadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Pidato Mr.
Muh. Yamin itu berisikan lima asas dasar neagra Indonesia Merdeka
yang diidam-idamkan sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketthanan

4.  Peri Kerakyatan

5.  Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato beliau juga menyampaikan usul tertulismengenai
rancangn UUD Republk Indonesia. Di dalam Pembukaan dari
rancangan UUD tersebut tercantum rumusan lima asas dasar negarayang
runusannya adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang MahaEsa

2. Kebangsaan Persatuan Indonesia

3. RasaKemanusiaan yangadil dan beradab

4. Kerakyatan yang diimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam

permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi selurth rakyat Indonesia
Perlu diketahui bahwa dalam kenyataannya terdapat runusan yang

berbeda di antara rumwsan dalam isi pidatonya dengan usulannya secara
tertulis, maka bukti sejarah tersebut harus dimak luminya.

b. Ir.Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut Soekamo mengucapkan pidato-
nya dihadapan sidang Badan Penyidik. Dalam pidato tersebut diajukan
oleh Soekamo secara lisan usulan lima asas sebag dasar negara Indonesia
yangakan dibentuknya, yangrumusannya adalah sebagai berikut:

1. Nasionalisme atau Kebangsaan indonesia

2.  Intemasionalisme atau Perikemanusiaan
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3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebuday aan

Untuk usulan tentang rumusan dasar negara tersebut beliau meng-
ajukan usul agar dasar negara tersebut diberi nama “Pancasila”’, yang
dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa,
namun sayangnya tidak disebutkan nama seorang ahli bahasa tersebut.
Usul mengenai nama “Pancasila” bagi dasar negaratersebut secara bulat
diterima oleh sidang BPUPKI.

Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat
diperasmenjadi“Tri Sila” yang rumusannya

1. Sosio Nasional yaitu“Nasionalisne dan Intemasionalisme”

2. Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan Kesejahteraan

rakyat”

3. Ketuhanan Yang MahaEsa

Adapun “Tri Sila” tersebut masih diperas lagi menjadi “Eka Sila”
atausatu sila yang intinya adalah “gotong royong”.

Pada tahun 1947 pidato Ir. Soekamo tersebut diterbitkan dan
dipublikasikan dan diberi judul “Lahimya Pancasila”, schingga dahulu
perah populer bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahimya Pancasila.

c. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Padatanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh
Dokuritu Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahas
pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan
dalam sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan

“Panitia Sembilan”, yang setelah mengadakan sidang berjasil menyusun
sebuah naskah piagam yang dikenal “Piagan Jakarta” yang dicalamnya
memuat Pancasila, sebagai buah hasil pertama kali disepakati oleh
sidang.
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Adapun rumwsan Pancasila scbagaimana termuat dalam iagam
Jakarta adalah sebagi berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi
pemeluk-pemeluknya
Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

3. Pengertian Pancasila secara Terminologis

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itutelah mela-
hirkan negara Republik indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perleng
kapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka
Panitia PersiapanKemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan
sidang Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil menge-
sahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD
1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian yaitu Pembu-
kaan UUD 1945 dan pasalpasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1
Aturan P eralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 Aturan Tambahan terdiri
atas? ayat.

Dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea
tersebut tercantum rumusan Pancasila scbagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Mahaesa

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang diimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan
UUD 1945 inilah yang secara kongtitusional sah dan benar secbagai dasar

20 | Pendidikan Pancasila



negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili se-
luruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia
dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan Proklamasi dan eksis-
tensi negara dan bangsa Indonesia maka terdapat pula rumusan-runusan
Pancasila Sebagai berikut:

a. Dalam Konstitusi RIS (Republik In donesia Serikat)

Dalam konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sam-
pai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila scbagai
berikut:

1. Ketuhanan Yang MahaEsa

2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan

4.  Kerakyatan

5. Keadilan sosial

b. Dalam UUD (Undang-undang dasar Sementara 1950)

Dalam UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950
sampai tanggal 5 Juli 1959, terdapat pula rumusan pancasila seperti
runusan yangtercantun dalam Konstitusi RIS, sebagi berikut:

1. Ketuhanan Yang MahaEsa
2. Peri Kemanusiaan

3. Kebangsaan

4.  Kerakyatan

5. Keadilan Sosial

¢. Rumusan Pancasila di Kalangan Masyarakat

Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang ber-
edar dikalangan masyarakat luas, bahkan rumusannya sangat beraneka
ragam antara lain terdapat runusan sebagai berikut:
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1. Ketuhanan Yang MahaEsa
2. Peri Kemanusiaan

3. Kebangsaan

4. Kedaulatan rakyat

5. Keadilan Sosial

Dari bermacam-macam runusan Pancasilatersebut di atasyang sah
dan benar secara konstitwsional adalah rumusan pancasila scbagaimana
tercantum cdalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan
ketetatapan NO.XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12 tanggal 13 April
1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan
Pancasila dasar Negara Republik indonesia yang sah dan benar adalah
sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.[]
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BAB 11

PANCASILA DALAM KONTEKS
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
INDONESIA

MERUPAKAN suatu fakta historis yang sukar dibantah, bahwa
sebelum tanggal 1 Juni 1945 yang disebut sebagai tanggal “lahimya”
Pancasila Ir. Soekamo yang diakui sebagaitokoh nasional yangmenggali
Pancasila tidak permah berbicara atau menulis tentang Pancasila, baik
sebagai pandangan hidup maupun, atau apalagi, sebagai dasar negara.
Dalam pidato yang beliau sampaikan tanpakonsep pada tanggal tersebut,
yangmendapat berkali-kali applause daripara anggota Badan Penyelidik
Usaha-wsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), beliau
menjelaskan bahwa gagasan tentang Pancasilatersebut terbersit bagaik an
ilham setelah mengadakan renungan pada malam sebelumnya. Renungan
itu beliau lakukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan Dr
Radjiman Wedyodiningrat, Ketua BPUPKI, tentang apa dasar negara
Indonesia yang akan dibentuk. Lima dasar atau sila yang beliau ajukan
itu beliau namakan sebagai filosofische grondslag.

Nilainilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu:
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam
kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak
zaman dahulu kala sebelum mendirikan Negara. Proses terbentuknya
Negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup
panjang yaitu sejak zaman batukemudian timbulnya kerajaan-kerajaan
pada abadke I'V, ke V kemudian dasar-dasarkebangsaan Indonesiatelah
mulai nampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan
Sriwijaya di bawah Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan
Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.
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Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modem dirintis oleh para
pejuang kemerdekaan bengsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh
para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian
dicentwskan pada sumpah pemudapada tahun 1928.

A. Sejarah Pancasila pada Masa Kerajaan
1. Kerajaan Kutai

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400M, dengan di-
temukannya prasasti yang berupa 7 yupa (tiang batu). Berdasarkan
prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja Mulawarman keturunan dari
raja Aswawarman ketrurunan dari Kudungga. Raja Mulawarman menu-
rut prasasti tersesbut mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada
para Brahmana, dan para Brahmana membengun yupa itu sebagai tanda
terimakasih raja yang dermawan (Bambang Sumadio, dkk.,1977: 33-32).
Masyarakat kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama
kalinya ni menampikan nilainilai sosial politk dan ketvhanan dalam
bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepadapara Brahmana.

Dalam zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan yang berhasil
mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separoh
Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang yaitu kerajaan
Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit yang berpusat di Jawa.

2. Kerajaan Sriwijaya

Menuut Mr. M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan
Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang
merupakan warisan nenck moyang bangsa Indonesia. Negara kebang
saaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitw pertama, zaman
Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra (600-1400), yang bercirikan ke-
satuan. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang
bercirikan keprabuan, kedua tahap tersebut merupakan negara kebang
saan Indonesia lama. Kemudian ketiga, kebangsaan modern yaitu negara
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bangsa Indonesia merdeka (sekarang negara proklamasi 17 agustus
1945) (sekretariat negara RI 1995:11).

Pada abad ke VII munculah suatu kerajaan di Sumatra yaitu
kerajaan Wijaya, di bawah kekuasaaan bangsa Syailendra. Hal ini ter-
muat dalam prasasti Kedudukan Bukit di kaki bukit Sguntang dekat
Palembang yang bertarikh 605 caka atau 683 M., dalam bahasa melayu
kwmo huruf Pallawa. Kerajaan itu adalah kerajaan Maritim yang
mengandalkan kekuatan lautnya, kunci-kunci lalwlintas laut di sebelah
barat dkuasainya seperti selat Sunda (686), kemudian selat Malaka
(775). Pada zaman itu kerjaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang
cukup disegani di kawasan asia selatan. Perdagangan dilakukan dengan
mempersatukan pedagang pengrajin dan pegawai raja yang disebut 7ishan
An Vatakwurah sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi
sehingga rakyat mudah untuk memasarkan dagangannya (Keneth R.
Hall, 1976: 75-77). Demikian pula dalam sistem pemerintah annya terdapat
pegawai pengurus pajak, harta benda, kerajaan, rokhaniawan yang men-
jadi pengawas teknis pembangunan gedunggedung dan patung-patung
suci schingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negara-
nyatidak dapat dilepaskan dengan nilai Ketuhanan (Suwamo, 1993, 19).

Agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu
universitas agama Budha, yang sangat terkenal di negara lain di Asia.
Banyak musyafir dari negara lain misalnya dari Cina belajar terlebin
dahulu di universitas tersebut terutama tentang agam Budha dan bahasa
Sansekerta sebelum melanjutkan studinya ke India. Malahan banyak
guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Sriwijjaya misalnya
Dharmakitri. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatunegara
adalah tercemin pada kerajaan Sriwijaya tersebut yaitu berbunyi
‘manuat vanua criwijaya dhayatra subhiksa’ (suatu cita-cita negara
yangadil dan makmur) (Sulaiman, tanpatahun: 53).

3. Zaman Kerajaan-kerajaan Sebelum Majapahit

Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatukerajaan yang
memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan

Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan | 25



di JawaTengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga
pada abadke VI, Sanjayapada abadke VIII yang kut membantu mem-
bangun candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pen-
deta Budha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra
(abadke VI dan IX). Refleksipuncak dari Jawa Tengah dalam periode-
perioce kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya candi Borobudur
(candi agama Budha pada abad ke IX), dan candi Prambanan (candi
agama Hindhu padaabadke X).

Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut di Jawa Timur
muncullah kerajaan-kerajaan Isana (pada abad ke IX), Daimawangsa
(abad ke X) demikian juga kerajaan Airlanga pada abad ke XI. Raja
Airlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama, dan raja ini me-
miliki sikap toleransi dalam beragama. Agama yang diakui oleh kerajaan
adalah agama Budha, agama Wisnu dan agama Syiwa yang hidup ber-
dampingan secara damai (Toyyibn, 1997: 26). Menuut prasasti
Kelagen, Raja Airlangga teelah mengadakan hubungan dagang dan
bekerja sama dengan Benggala, Chola dan Champa hal ini menunjukkan
nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula Airlangga mengalami penggem-
blengan lahir dan batin dihutan dan tahun 1019 para pengikutnya, rakyat
dan para Brahmana bermusyawarah dan memutuskan untuk memohon
Airlangga bersedia menjadi raja, meneruskan tradisi istana, sebagai nilai-
nilai sila keempat. Demikian pula menurut prasasti Kelagen, pada tahun
1037, raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk
demi kesejahteraan rakyat yang merupakan nilai-nilai sila kelima
(Toyyibin, 1997:28-29).

Di wilayah Kediri Jawa Timur berdiri pula kerajaan Singasari (pada
abad ke XIII), yang kemudian sangat erat hubungannya dengan
berdirinya kerajaan Majapahit.

4. Kerjaan Majapahit

Pada tahun 1923 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai
zaman keemasannya pada pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan
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Mahapatih Gajah Mada yang di bantu oleh Laksamana Nala dalam
memimpin ammadanya untuk menguasai nusantara. Wilayah kekuasaan
Majapahit semasa jayanya itu membentang dari semenanjung Melayu
(Malaysia sekarang) sampaiIrian Barat melalui Kalimantan Utara.

Pada waktu itu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan
damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis Negarakertagama.
Dalam kitab tersebut telah telah terdapat istilah “Pancasila”. Emputan-
tular mengarang buku Sutasoma, dan didalam buku itulah kita jumpai se-
loka persatuan nasional, yaitu “Bhineka Tunggal lka”, yang bunyi leng
kapnya “Bhineka Tunggal lka Tan Hana Dharma Mangrua”, atinya
walaupwn berbeda , namun satujua adanya sebab tidak ada agama yang
memiliki tuhan yang berbeda.

Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gaja Mada dalam
sidang ratu dan menteri-menteri di paseban keprabuan Majapahit pada
tahun 1331, yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya
sebagai berikut: “Saya baru akan berhentui berpuasa makan pelapa,
jikalau seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara, jikalau
Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang Dempo, Bali, Sunda, Palembang
dan Tumasik telah dikalahkan’ (Y amin, 1960: 60).

Dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam
penasehat seperti Rakryan I Hino , I Sirikan, dan I Halu yang bertugas
memberikan nasehat kepada raja, hal i sebagai nilai-nilai musyawarah
mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan k erajaan Majapahit.

5. Zaman Penjajahan

Pada abat i sejarah mencatat bahwa Belanda berussha dengan
keras untuk memperkuat dan mengitensifkan kekuasaannya di seluruh
Indonesia. Melihat hal tersebut maka munculah perlawanan yang masih
bersifat kedaerahaan. Seperti di Maluku (1817), Imam Bonjol (1821-

1837), Pangeran Diponegoro dan masih banyak lannya.
Dorongan akan cinta tanah air menimbulkan semangat untuk me-
lawan penindasan belanda, namun sekali lagi karena tidak adanya
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kesatuan danpersatuan di antaramereka dalam melawan penjajah, maka
perlawanan terebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban.
Setelah Majapahit runtth pada permulaan abad XVI maka
berkembanglah agama islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama
dengan itu berkembang pulalah kerajaan-kerajaan islam seperti kerajan
Demak, dn mulailah berdatangan orangorang Eropa di nusantara.
Mereka itu antara lain orang Portugisyang kemudian ditkuti oleh orang
orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah.
Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang pada awalnya
berdagang adalah orang orang portugis. Pada akhir abad ke XVI bangsa
Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penvh
kesulitan. Utuk menghindarkan persaingan diantara mereka sendiri,
kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bemama
V.0.C,yang dikalangan rakyat dikenal dengan istilah ‘kompent’.
Praktek-praktek VOC mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan
sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan. Mataram dibawah
pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) berupaya mengadakan
perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1929,
walaupun tidak berhasil meruntuhkan namun Gubemur Jendral JP Coen
tewas dalam serangan Sultan Agung yang kedua itu
Di Makasar yang memiliki kedudukan yang sangat vital berhasil
juga dikuasai kompeni tahun 1667 dan timbullah perlawanan dari rakyat
Makasar di bawah Hasanudin. Menyusul pula wilayah Banten (Sultan
Ageng Tirtoyoso) dapat ditundukkan pula oleh kompeni pada tahun
1684 . Perlawanan Trunojoyo, Untung Suropati di Jawa Timur pada akhir
abad ke X VII nampaknya tidak mampu meruntuhkan kekuasa. Demikian
kompeni pada saat itu Demikian pula ajakan Ibnu Iskandar pimpinan
Ammada dari Minangkabau untuk mengadakan perlawanan bersama
terhadap kompeni juga tiddk mendapat sambutan yang hangat.
perlawanan bangsa Indonesia terthadap penjajahan yang terpencar-pencar
dan tidak memiliki koordinasi tersebut banyak mengalami kegagalan
sehingga banyak menimbulkan korban bagi anka-anak bangsa.
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6. Kebangkitan Nasional

Atas kesadaran bangsa Indonesia maka berdirilah Budi Utomo
dipelopori Dr. Wahidin Sudirihusodo pada tanggal 20 Mei 1908.
Gerakan ini merupahan awal gerakan kemerdekaan dan kekuatan sendiri.
Lalumulailah berunculan Indische Partij dan sebagainya.

Dalam masalah ini munculah PNI (1927) yang dipelopori oleh
Sockamo. Mulailah perjuangan bangsa Indonesia menitik beratkan pada
kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka.
Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda
sebagai penggerak kebangkitan nasional.

Pada masa mni banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk
mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan
dan kekuataannya sendiri. Diantaranya adalah Budi Utomo yang
dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada 20 Mei 1908, kemw
dian Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1909 serta Partai Nasional
Indonesia (PNI) tahun 1927 yang didirikan oleh Soekamo, Cipto
Man gunkusumo, Sartono serta tokoh lainnya.

Sejak saat tuperjuangan nasional Indonesia mempunyaitujuan yang
jelas yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan nasional diteruskan dengan
adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yangme-
nyatakan satu bahasa, satu bangsa serta satu tanah air yaitu Indonesia
Raya.

7. Zaman Penjajahan Jepang

Janji penjajah Belanda tentang Indonesia merdeka hanyalah suatu
kebohongan belaka dan tidak pernah menjadi kenyataan sampai akhir
penjajahan Belanda tanggal 10 Maret 1940. Kemudian Jepang masuk ke
Indonesia dengan propaganda “Jepang memimpin Asia. Jepang saudara
tua bangsa Indonesia™.

Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar
Jepang, penjajah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa
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Indonesia. Janji ini diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara Sekutu.
Bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya, dan
untuk mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia maka Jepang
menganjukan untuk membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki
usaha-usaha persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyumbi
Tiosakai. Pada hari itu juga diumumkan sebagai Ketwva (Kaicoo) Dr.
KRT. Radjiman Widyodiningrat yang kemudian mengusulkan bahwa
agendapada sidang BPUPKI adalah membahastentang dasar negara.

Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun kaisar
jepang, memberikan hadiah ulang tahun kepada bangsa indonesia yaitu
kemerdekaan tanpa syarat setelah panghancuran Nagasaki dan Hirosima
oleh sekutu Untuk mendapatkan simpati dan dukungan terbentuklah
suatu badan BPUPKI.

B. Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan In donesia
1. Sidang BPUPKIPertama
Dalam upaya merunuskan P ancasila sebagai dasarnegara yang res-

mi, terdapat usulan-wsulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu:

a) Mr.Muh. Yamin (29 Mei 1945)
Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin meng
usulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut:

I Peri kebangsaan

II. Perikemanusian

M. Peri Ketuhanan

IV. Perikerakyatan (permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan)
V. Kesejahteraan rakyat (keadilan sosial).

Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Muh. Yamin
menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan
usulan sementara berisi rumusan UndangUndang Dasar RI
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b)

Prof. Dr. Swppomo (31 Mei 1945)

Dalam pidatonya Prof. Dr. Supomo mengemukakan teori-teori
negara sebagai berikut:

1. Teori negara prseorangan(individualis)

2. Paham negara kelas(classtheory)

3. Paham negara integralistik.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara

Indonesia Soepomo mengusulkan hal-hal mengenai: kesatuan, ke-
keluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan
rakyat.
Ir. Soekamo (1 Juni 1945)
Dalam hal i Ir. Soekamo menyampaikan dasar negara yang
terdiri atas lima prinsip yangrumusanya yaitu:
1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
2. Intemasionalisme (peri kemanusiaan)
3. Kesejahteraan sosial
4. KetuhananyangMaha Esa.
Beliau juga mengusulkan bahwa pancasila adalah sebagai dasar

filsafat negara dan pandangan hidup bangsaIndonesia.

Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut:

Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, intemasionalisme, mu-
fakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya
bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk
seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila arti-
nya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan
negara Indonesia, kekal dan abadi

Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945)

Penyusunan pancasilaoleh panitia sembilan, sertapemakaian istilah

“hukum dasar” diganti dengan undang-undang dasar karena hal ni
merupakan hukum retulis atas saran prof. Soepomo. Serta membahas
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bentuk negara yang setuju acdalah pro republik. Keputusan-keputusan lain
adalah membentuk panitia kecil Perancang undang-undang dasar di
ketuai oleh Soekamo, panitia ekonomi dan keuangan diketuaioleh Moh.
Hatta dan pembeatahan air diketuaioleh Abikusno Tjokrosoejono.

Dalam sidang ini dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang
dan popular disebut dengan “panitia sembilan” yang anggotanya adalah
sebagai berikut:

1.Ir. Soekamo

2. Wachid Hasyim

3.Mr.Muh. Yamin

4. Mr. Maramis

5.Drs. Moh. Hatta

6. Mr. Soebarjo

7.Kyai Abdul Kahar Muzakir

8. Abikoesmo Tjokrosoejoso

9.Haji Agus Salim

Panitia sembilan ini mengadakan pertemuan secara ssmpuma dan
mencapai suatu hasil baik yaitu suatu persetyjuan antara golongan islam
dengan golongan kebangsaan. Adapun naskah preambule yang disusun
oleh panitia sembilan tersebut pada bagian terakhir adalah sebagai
berikut:

“.ieevee....maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu
dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan sreta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosisal bagi seluruh rakyat Indonesia”

Dalam sidang BPUPKI kedwa ini pemakaian istilah hukum dasar
diganti dengan istilah undang-undang dasar. Keputusan penting dalam
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rapat ini adalah tentang bentuk negara republik dan luas wilayah negara
baru. tujuan anggota badan penyelidik adalah men ghendaki Indonesia raya
yang sesungguhnya yang mempersatukan ssmuakepulavan Indonesia.
Susunan Undang Undang Dasar yang diusulkan terdiri atas tiga
bagian yaitu:
a) Pemyataan Indonesia merdeka, yang berupa dakwaan dimuka
dunia atas Penjajahan Belanda
b) Pembukaan yang didalamnya terkandung dasar negara
Pancasila
¢) Pasal-pasal Undang Undang Dasar.
3. Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI
Pada pertengahan bulan agustus 1945 akan dibentuk PPKI. Untuk
keperluan itu Ir. Soekamo dan Drs. Muh. Hatta dan Dr. Radjiman
diberangkatkan ke Saigon atas pangilan jendral besar Terauwchi. Pada
tanggal 9 agustus 1945 Jendral Terauchi memberikan kepada mereka 3
cap, yaitu:
1. Sockamo diangkat sebagai ketua PPKI, Muh. Hatta sebagai

wakil dan Radjiman sebagai anggota

2. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 agustus
1945

3. Cepat atautidaknya pekerjaan panitia di serahkan seperlunya
padapanitia.

Sekembaliannya dari Saigon 14 Agustus 1945, Ir. Soekamo
mengumumkan dimuka umum bahwa bangsa Indonesia akan merdeka
sebelum jagung berbunga (secepat mungkin) dan kemerdekaan bangsa
Iindonesia ini bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan dari hasil
perjuangan sendiri. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, maka kesem-
patan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan
bangsa Indonesia. Untuk mempersiapkan Prok lamasi tersebut maka pada
tengah malam, Soekamo-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di
Oranye Nassau Boulevard(sekarang J1. Imam Bonjol No.1).
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Setelah diperoleh kepastian maka Soekamo-Hatta mengadakan per-
temuan pada larut malam dengan Mr. Achmad Soebardjo, Soekami,
Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sayuti Melik, Dr. Buntaran, Mr. Iwakusuma
Sumantri dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah
Proklamasi. Padapertemuan tersebut akhimyakonsep Soekamo lah yang
diterima dan diketik oleh Sayuti Melik.

Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegng-
saan timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi, jam 10 pagi Waktu
Indonesia Barat (Jam 11.30 waktu jepang), Bung Karno dengan didam-
pingi Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan khidmad dan
diawali dengan pidato, sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan
Indonesia. Hal-hal yangmengenai pemindahan kekuvasaan dan
lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam

tempo yang sesin gkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas Nama Bangsa Indonesia

Soekamo Hatta

Sehari setelah Proklamasi keesokan harmya pada tanggal 18
Agustus 1945, PPKI mengadak an sidangnya yang pert ama.
SidangPertama (18 Agustus 1945)

Sidang pertama PPKI dhadiri 27 orang dan menghasilkan
keputusan-keputusan sebagai berikut :

Mengesahkan Undang-Undang dasar 1945 yang meliputi:

Setelah melakukan beberapa perubahan pada piagam Jakarta
yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang
Undang Dasar 1945.

Menetapk an rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari
badan penyilidik padatanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami
berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan
piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang
Dasar 1945.
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@)

Memilih Presiden dan Wakil Presiden yangpertama.

Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai
badan Musyawarah darurat.

a)

b)

Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945

Pebedaan terjadi antara golongan muda dan dolongan muda
tentang kapan pelaksanaan proklamasi. Oleh karena iti per-
bedaan memuncak dan menyebabkan soekamo hattakerengas
dengklok agar tidak mendapat pengarth jepang Kemudian
oada pagi hari tanggal 17 agustus 1945 di jalan penggasan
timur 56 jakarta, bung kamo di damopingi oleh bung hatta
membacakan teksproklamasi.

SidangPPKI

Sidang pertama (18 Agustus 1945)
Dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan berikut:

Mengesahkan UUD 1945 meliputi:

1. Setelah melakukan perubshan piagam Jakarta yang
kemudian berfungsi sebagaipembukaan UUD 1945

2. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima
dari badan penyelidik pada tanggal 17 juli 1945, meng
alami perubahan karena berkaitan dengan perubahan pia-
gam jakarta dan kemudian berfungsi sebagai UUD 1945.

Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama

menetapkan berdirinya komite nasional indonesia pusat

sebagai badan musawarah darurat.

Sidang kedua (19 Agustus 1945)
Menent ukan ketetapan sebagai berikut:

Tentang daerah propinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

Untuk sementara waktu kedudukan kooti dan sebagainya di
teruskan seperti sekarang,

Untuk sementara waktu kedudukan dan gemeente diteruskan
seperti sekarang dan di bentuknya 12 departemen kementrian.
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(3) Sidang ketiga (20 Agustus 1945)
Melakukan pembahasan terhadap agenda tentang “badan penolong
korban perang” yang terdiri dari 8 pasaltersebut yaitu pasal 2 diben-
tuklah suatu badan yang disebut ““Badan Keamanan Rakyaf” BKR.
(4) Sidang keempat (22 agustus 1945)
Membehas agenda tentang komite nasional Partai Nasional
Indonesiayang berkedudukan diIndonesia.

4. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Secara ilmiah masa Proklamasi kemerdekaan dapat mengandung

pengertian sebagai berikut:

a) Darisudut hukum ( secara yuridis) proklamasi merupakan saat
tidak berlakunyatertib hukum kolonial.

b) Secara politis ideologis proklamasi mengandung arti bahwa
bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing me-
lalui kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu
negara Proklamasi Republik Indonesia.

Setelah prokamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 temyata bangsa
Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanam-
kan kembali kekvasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan wntuk
mengakui pemerintahan Nica (Netherland Indies Civil Adninistration).
Selain itu Belanda juga secara licik mempropagandakan kepada dunia
luar bahwa negara Proklamasi RI. Hadiah pasis Jepang.

Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia Intemasional,
makapemerintah Rl mengelurkan tiga buah mak lumat:

1) Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang
menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum
masa waktunya (seharusnya berlaku selama enam bulan).
Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan tersebut
kepada MPR dan DPR yang semula dipegan oleh Presiden
kepada KNIP.
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2)

3)

Maklumat pemerintah tanggal 03 Nopember 1945, tantang
pembentukan partai politik yang sebanyak—banyaknya oleh
rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu
bahwa salah satuciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat
tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa
negara Proklamasi sebagainegara Demokratis

Maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang inti-
nya maklumat ini mengubah sistem kabinet Presidental men-
jadikabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal.

a. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sebagai hasil dari konprensi meja bundar (KMB) maka ditanda
tangani suatu persetujuan (mantel resolusi) Oleh ratu belanda Yuliana
dan wakil pemerintah RI di Kota Den Hag pada tanggal 27 Desember
1949, maka berlaku pulalah secara otomatis anak-anak persetujuan hasil
KMB lainnya dengan konstitusi RIS, antara lain:

a)

b)

c)

d)

Kongtitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (fderalis)
yaitu 16 Negara pasal (1 dan2)

Konstitwsi RIS menentukan sifat pemerintah berdasarkan asas
demokrasi liberal dimana mentri-mentri bertanggung jawab
atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen
(pasal 118 ayat 2)

Mukadmah RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan
semangat maupun isi pembukaan UUD 1945, proklamasi
kemerdekaan sebagai naskah Proklamasi yang terinci.

Sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki
kedaulatan, oleh karena itu persetujuan 27 Desember 1949
tersebut  bukannya penyerahan kedaulatan melainkan
“pemulihan kedaulatan™ atau “pengak uan kedaulatan”

b. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun
1950

Berdirinya negara RIS dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia
adalah sebagai suatutaktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap
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deklarasi Proklamasi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945
taitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea
IV, bahwa pemerintah negara......”” yang melindungi segenap bangsa
Indoneia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia....” yang ber-
dasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Maka terjadilah gerakan uni-
taristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan
yatumenggabungkan diri dengan Negara Proklamasi RI yang berpusat
di Yogyakarta, walaupun pada saat itu Negara RI yang berpusat di
Yogyakarta tuhanya berstatus scbagainegara bagian RIS saja.

Padh suatu ketika negara bagian dalam RIS tinggalah 3 buah ne-
gara bagian saja yaitu:

1. Negara Bagian RIProklamasi

2. Negara Indonesia Timur (NIT)

3.  Negara Sumatera Timur (NST)

Akhirnya berdasarkan persetujuan RIS dengan negaraRI tanggal 19
Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan, dengan
Kongtitusi Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950.

Walawpun UUDS 1950 telah merupakan tonggak untuk menuju
cita-cita Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya
masih berorientasi kepada Pemerintah yang berasas Demokrasi Liberal
sechingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap
Pancasila. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a.  Sistem multi partai dan kabinet Parlementer berakibat silih
bergantinya kabinet yang rata-rata hanya berumur 6 atau 8
tahun. Hal ini berakibat tidak mempunyai Pemerintah yang
menyusun program serta tidak mampumenyalurkan dinamika
Masyarakat ke arah pembangunan, bahkan menimbulkan
pertentangan - pertentangan, gangguan - gangguan keamanan
sertapenyelewengan - penyelewengan dalam masyarakat.

b. Secara Ideologis Mukadimah Konstitusi Sementara 1950,
tidak berhasilmendekati perumusan otentik Pembukaan UUD
1945, yang dikenal sebagai Declaration of Independence

38 | Pendidikan Pancasila



bangsa Indonesia. Demikian pula perumusan Pancasila dasar
negara jugaterjad penyimpangan. Namun bagaimanapun juga
RIS yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari negara
Republik Indonesia Serikat.

5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada pemilu tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat meme-
nuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidak-
stabilan pada politik, sosial ,ckonomi, dan hankam. Hal ini disebabkan
oleh konstituante yang seharusnya membuat UUD negara Rl temyata
membahas kembali dasar negara, maka presiden sebagai badan yang
harus bertanggung jawab mengeluarkan dekrit atau pemyataan pada
tanggal 5 Juli 1959, yang isinya:

1.  Membubarkan Konstituante

2. Menetapkan kembali UUDS 45 dan tidak berlakunyakembali
UUDS50

3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktuyang sesin gkat-
singkatnya
Berdasarkan Dekrit Presiden tersebut maka UUD 1945 berlaku
kembali di negara Republik Indonesia hingga sat ini. Dekrit adalah suatu
putusan dari orang tertinggi (kepala negara atau orang lain) yang
merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Dekrit
dilakukan bila negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan
negara terancam oleh bahaya. Landasan mukum dekrit adalah ‘Hukum
Darurat’yang dibedakan atas dua macam yaitu:
a. Hukum Tatanegara Darurat Subyektif
Hukum Tatanegara Darurat Subjektif yaitu suatu keadaan
hukum yang memberi wewenang kepada orang tertinggi untuk
mengambil tindakan -tin dakan hukum.
b.  Hukum Tatanegara Darurat Objektif
Hukum Tatanegara Darurat Objektif yatu suatu keadaan
hukum yang memberikan wewenang kepada organ tertinggi negara
untuk mengambil tindakan-tindakan hukum, tetapi berlandaskan
konstitusiyang berlaku.
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c. Setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 keadaan tatanegara Indonesia
mulai stabil, keadaan ini dimanfaatkan oleh komunis dengan mena-
namkan ideologi belum selesai. Ideologi pada saat itu dirancang oleh
PKI dengan ideologi Manipol Usdek serta konsep Nasakom. Puncak
peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 untuk
merebut kekuasaan yang sah negara RI, pemberontakan ini disertai
dengan pembunuhan para Jendral yang tidak berdosa. Pemberon-
takan PKI tersebut berupaya untuk mengganti secara paksa ideologi
dan dasar filsafat negara Pancasila dengan ideology komunis Marxs.
Atas dasar tersebut maka pada tanggal 10ktober 1965 diperingati
bangsa Indonesia sebagai ‘Hari Kesaktian Pancasila’

6. Masa Orde Baru

‘Orde Barw’, yaitu suatu tatanan masyrakat dan pemerintahan yang
menutut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara mumi dan
konsekuen. Munculnya orde baru diawali dengan aksi-aksi dari seluruh
masyarakat antara lain: Kesatvan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
(KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi
guru Indonesia (KAGI), dan lainnya. Aksitersebut menuntut dengar tiga
tuntutan atau yang dikenal dengan ‘Tritura’, adapun isi tritura tersebut
sebagai berikut:

1.  Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya

2. Pembersihan kabinet dari ynsur G30 SPKI

3. Penurunan harga

Karena orde lama tidak mampu menguasai pimpinan negara, maka
Panglima tertinggl memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima
Angkatan Darat Letnan Jendral Socharto dalam bentuk suatu surat yang
dikenal dengan ‘surat perintah 11 Maret 1966’ (Super Semar). Tugas pe-
megang super semar yaitu untuk memulihkan keamanan dengan jalan
menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI. Orde Baru
berangsur-angsur melaksanakan programnya dalam upaya merealisa-
sikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila
dan UUD 1945 secara mumni dan konsekuen..[]
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BAB I11

PANCASILA SEBAGAI SISTEM
FILSAFAT

A. Pengertian Flsafat

DALAM wacana ilmu pengetahuan, banyak orang memandang
bahwa filsafat adalah merupakan bidng ilmu yang rumit, kompleks dan
sulit memahami secara definitif. Namun demikian sebenamya pendapat
yang demikian ini tidak selamanya benar. Selama manusia hidup sebe-
namya tidak seorangpun dapat menghindar darikegiatan filsafat. Dengan
lain perkataan setiap orang dalam hidupnya senantiasa berfilsafat,
sehingga berdasarkan kenyataan tersebut maka sebenamya filsafat itu
sangat mudah dipahami. Jikalauorang berpendapat bahwa dalam hidu ini
materilah yang essensial dan mutlak, maka omag tersebut berfilsafat
materialisme. Jikalau sescoang berpandangan bahwa kebenaran penge-
tahuan i sunbemya rasio maka orang tersebut bersifat rasionalisme,
demikian juga jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam hidup ini
yang terpenting adalah kenikmatan, kesenanagan dan kepuasan lahiriah
maka paham mi disebut hedonisme, demikian juga jikalau seseorang
berpandangan bahwa dalam hidup masyarakat pun negara yang terpen-
ting adalah kebebasan individu, atau dengan lain perkataan bahwa ma-
nusia acalah sebagai makhluk individu yang bebas maka orang tersebut
berpandangan individualisme, liberalisme.

Secara etimologis istilah “filsafat” berasal dari bahasa Yunani
“phiein” yang artinya “cinta ” dan “sophos” yang artinya “hikmah” atau
“kebijaksanaan” atau “wisdom ” (Nasution, 1973). Jadi secara harfiah is-
tilah filsafat” membangun makna cinta kebijaksanaan. Dan nampaknya
hal ini sesuai dengan dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan, yang
sebulmya dibawah naungan filsafat. Namun demikian jikalau kita
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membahas pengertian filsafat dalam hubunganya dengan lingkup bahasa-
nyamakamencangkup banyak bidang bahasa antra lan tentang manusia,
alam, pengetahuan, etika, logka dan lain scbagainya. Seiringan dengan
erkembangan ilmupengetahuan maka muncul ula filsafat yang berkaitan
denhan bidang-bidang ilmu tertentu antara lain filsafat politik, sosial, hu-
kum, bahasa, ilmupengetahuan, agama dan bidang-bidang ilmu lainnya.

Keselurvhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut

dapat dikelompokkan menjadi duamacam sebagai berikut.

Pertama: Filsafat sebagaiproduk yangmencangkupengertian.

1. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu konsep, pemikiran-
pemikiran dari para filsuf ada zaman dahulu yang lazimnya
merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu, misalnya
rasionalisme, materialisme, pragmatisme dan lain scbagainya.

2. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh
manusia sebagai hasil dari aktifitas berfilsafat. Jadi manusia
mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang
bersumber pada akal manusia.

Kedua: Filsafat sebagai suatu proses, yang dalam hal i filsafat
diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses peme-
cahan suatu permasalahan dengan mengunakan suatu cara dan metode
tertentu yang sesuai dengan objeknya. Dalam pengertian ini filsafat
meruakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat
dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma
yang hanya diyakini, ditekuni dan dipahami sebagai suatunilai tertentu
tetapi lebih merupakan suatu aktivitas bersifat suatuproses yang dinamis
dengan menggunakan suatumetode tersendiri.

Adapun cabang-cabang filsafat yangpokok adalah sebagai berikut:

1. Metafiska, yang membehas tentanghal-hal yang berek sistensi

di balik fisis, yang meliputi bidang-bidang, ontolo g, kosmolo-
gi dan antropolog.

2. Epistemologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat

pengetahuan.
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3.  Metodologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode
dalam ilmupen getahuan.

4. Logika, yangberkaitan dengan persoalan filsafat berfikir, yaitu
runus-rumus dan dalil-dalil berfikir yang benar.

5. FEtika,yangberkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia.

6. Esetika, yangberkaitan dengan persoalan hakikat kemndahan.

Berdasarkan cabang-cabang filsafat inilah kemudian muncullah
berbagaimacam aliran dalam filsafat.

B. Rumusan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan
suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-ba-
gian yang saling berhubungan, saling bek erjasama untuk suatutujuan ter-
tentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sis-
tem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Suatukesatuan bagian bagian

2) Bagian bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri

3) Salingberhubungan dan salingketergantun gan

4) Keseluvhan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan

tertentu (tujuan sistem)

5) Terjadi dalam swatu lingkungan yang kompleks (Shore dan

Yoich, 1974).

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila pancasila
setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-
sendiri namun secara keseluruhan merupaka suatu kesatvan yang
sistemat s.

1. Susunan Kesatuan sila-sila Pancasila yang Bersifat Organis

Isi sila-sila pancasila pada hakikatnya meruakan suatu kesatuan
dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing
merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian sila-silapancasila itu

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat | 43



merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yaitu setiap sila merupakan
unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Maka Pancasila merupakan
suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak
adapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila lamnya serta di antara
sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan.

Kesatuan sila-sila Pancasila uyang bersifat organis tersebut pada
hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis
manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu
hakikat manusia “monopluralis” yang memilki unsur-unsur, ‘susunan
kodmat’ jasmani-rohani, ‘sifat kodrat’ individemakhluk sosial, dan
‘kedudukan kodrat’ sebagai pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan yang
Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan suatu
kesatuan yang bersifat organis dan harmonis. Setiap unsur memiliki
fungsi masng namun saling berhubungan. Oleh karena sila-sila
Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia ‘monopluralis’ yang
merupakan kesatuan organis maka sila-sila Pancasila juga memiliki
kesatuan yang bersifat organis pula.

2. Susunan Pancasila Bersifat Hierarkhis Berbentuk Piramid

Susunan Pancasila adalah hierarkhis dan berbentuk piramid.
Pengertian matematis piramidal digmakan untuk menggambarkan hu
bungan hierarkhis sila-sila Pancasila dalam urut-urutan luas (kwantitas)
dan jumlah sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam lvasnya dan
isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila dimukanya.

Jika urut-urwtan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian
maka diantara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada
yang lainnya sehingga pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat.
Adapun kata urut-urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak maka dian-
tara satusila dengan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya, maka Panca-
sila itu menjadi terpecah-pecah, oleh karena itutidak dapat dipergunakan
scbagai asas kerokhanian negara. Setiap sila dapat diartikan dalam
bermacam-macam maksud, sehingga sebenamya sama saja dengan tidak
adaPancasila.
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Kesatvan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkhis
piramidal ini maka sila Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dari sila
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam ermusyawaratan
perwakilan dan keadila sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebaliknya
Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan,
berpersatuan berkerakyatan serta berkeadilan sosial schingga di dalam
setiap sila senantiasaterkandung sila-sila lainnya.

Secara ontologis hakikat sila-sila Pancasila mendasarkan pada
landasan sila-sila Pancasila yaitw Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil.
(Notonagoro, 1975:49).

Berdasarkan hakikat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan
Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka segala hal yang berkaitan
dengan sifat dan hakikat negara harus sesuai dengan landasan sila-sila
Pancasila. Hal itu berarti hakikat drai inti sila-sila Pancasila adalah
sebagai berikut: sila pertama Kehanan adalah sifat-sifat dan keadaan
negara yang harus sesuai dengan hakikat manusia, sila ketiga Persatuan
adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu,
sila keempat kerakyatan sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai
dengan hakikat rakyat, sila kelima keadilan adalah sifat-sifat dan keadaan
negarayangharus sesuai dengan hakikat adil. (Notonagoro, 1975:50).

Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian antara hakikat nilai-
nilai sila-sila Pancasila dengan negara, dalam pengertian kesesuaian
sebab dan akibat. Makna kesesuaian tersebut adalah sebagai berikut,
bahwa hakikat manusia scbagai makhluk Tuhan yang maha Esa (scbagai
sebab) (hakikat sila I, dan II) yang membentuk persatuan mendirkan
negara dan persatuan manusia dalam suatu wilayah disebut rakyat
(hakikat sila III dan IV), yang ingin mewujudkan suatu tyjuan bersama
yaitu suatu keadilan dalam suatu persekutan hidup masyarakat negara
(keadilan sosial) (hakikat sila V). Demikianlah maka secara konsisten
negara haruslah sesuai dengan hakik at Pancasila.

Rumusan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis Berbent uk P iramidal
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1. Sila pertama: Ketuhanan yang maha Esa adalah meliputi dan
menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persa-
tuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ke-
bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sila Kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab adalah
diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, meli-
puti dan menjiwai sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan sertakeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Silaketiga: persatvan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai sila
Ketthanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adail dan
beradab, meliputi dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil-
an sertakeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.  Sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak-
sanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah diliputi dan
dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketvhanan yang maha
esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
pemmusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bag
seluruh rakyat Indonesia.

3.  Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang saling
Mengisi dan saling Mengkualifikasi
Kesatuan sila-sila Pancasila yang ‘Majemuk Tunggal’, hierarkhis
piramidal’ jugamemiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi.
Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat
sila lainnya, atau dengan lain perkataan dalam setiap sila senantiasa di-
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kualifik asi oleh keempat sila lainnya. adapun rumusan kesatuan sila-sila

Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi tersebut se-
bagai berikut:

1.

Sila Ketuhanan yang Maha Esa, adalah kemanusiaan yang
adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, adalah ber-Ketu-
hanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebjjaksanaan dalam permusya-
waratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Sila Persatuan Indonesia, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha
Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebjjaksanaan dalam permusyawa-
ratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, adalah ber-Ketuahan
Yangmaha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, ber-
persatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bag seluruh rakyat
Indonesia.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah
berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan
beradab, berpersatvan Indonesia, dan berkerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan (Notonagoro, 197543 44).

C. Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem Hlsafat

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya meru-
pakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi ke-
satuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari
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sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila
Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal,
digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila Pancasila
dalam urut-urutan luas (kvantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan
kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formal logis. Selain kesatuan
sila-sila Pancasila atau hierarkhi dalam hal kuantitas juga dalam hal ini
sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila.
Kesatuan yang demikian ini meliputi kesatuan dalam hal dasar ontologis,
dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila (lihat
Notonagoro,1984:61 dan 1975:12,57). Secara filosofis Pancasila scbagai
suatu kesatuan sistem filsafat memiliki, dasar ontologis, dasar epistemo-
logis dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat
yang lainnya misalnya materialisme, leberalisme, pragmatisme, ko-
munisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia.

1. Dasar Antropologis Sila-sila pancasila

Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesa-
tuan yang menyangkut sila-silanya saja melainkan juga meliputi hakikat
dasar sila-sila pancasila atau secara filosofismeliputi dasar ontologis sila-
sila Pancasila. Pancasila yang berdiri atas lima sila setiap sila bukanlah
merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memilki satu
kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya
adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monop luralis, oleh karena
itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek
pendukung pokok sila-sila pancasila adalah manusia, hal ini dapat
dijelaskan sebagai berikut: bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa,
yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang
berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permu-
syawaratan perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya
adalah manusia (Notonagoro, 1975:23). Demikian juga jikalau kita
pahami dari segi filsafat negara bahwa Pancasila adalah dasar filsafat
negara, adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsur rakyat
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adalah manusia itu sendiri, schingga tepatlah jikalau dalam filsafat P an-
casila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah
manusia.

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara onto-
logis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat
raga dan jiwajasmani dan rohani, sifat kodrat manusia adalah sebagai
makhluk indvidu dan makhluk sosial,serta kedudukan kodrat manusia
sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan
yang maha esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makh-
luk pribadi berdiri sendiri dan senagaimakhluk Tuhan inilah maka secara
hierarkhis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan men-
jiwaikeempat sila-sila Pancasila yang lainnya (Notonagoro, 1975:53).

Hubungan keseswaian antara negara dengan landasan sila-sila
Pancasila adalah berupa hubungan sebab-akibat yaitu negara scbagai
pendukung hubungan dan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai
pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan,
manusia, satu rakyat dan adil adalah sebagai sebagai sebab apapun
negara acalah sebagai berikut:

13

. ... sebenamya ada hubungan sebab akibat antara
negara pada umumnya dengan manusia karena negara adalah
lemabaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia. Adapun
Tuhan adalah asal segala sesuaty termasuk manusia schingga
terdapat hubungan sebab dan akibat pula yang tidak langsung antara
negara asalmula segala sesuatu, rakyat adalah jumlah dari manusia-
manusia pribadi, schingga ada hubungan sebab dan akibat antara
rakyat, lebih-lebih buat negara kita yang kekuasaannya dengan
tegas dinyatakan di tangan rakyat, berasal dari rakyat, schagaimana
tersimpul dalam asas kedaulatan rakyat. Tidak dari satu akan tetapi
dari penjelmaan daripada satu ity ialah kesatuan rakyat, dapatlah
timbul swatu negara, sehingga dengan secara tidak langsung dan
juga hungan sebab dan akibat. Adil acalah dasar dari cita-cita
kemerdekaan setiap bangsa, jika suatu bangsa tidak merdeka tidak
mempunyai negara sendiri itu adalah adil. Jika hubungan antara
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dengan adil termasuk pula dalam golongan hubungan yang harus
ada atau mutlak, dan dalam arti bahwa adil itu dapat dkatakan
mengandung unsur pula yang sejenis dengan asas hubungan sebab
dan akibat atau termasuk dalam lngkungannya juga sebagai
penggerak atau pendorong utama. (Notonagoro, 1975: 55,56)....
selain itu silakeadilan sosial adalah merupakan tujuan dari keempat
sila yang mendahuluinya, maka dari itu merupakan tyuan dari
bangsakita dalam bemegara ............... “(Notonagoro, 1975: 156)

Berdasarkan uraian tersebut maka hakikat kesatvan sila-sila Panca-
sila yang bertingkat dan berbentuk piramidal daat dijelaskan sebagai
berikut:

Sila pertama ketvhanan yang maha esa mendasari dan menjiwai
sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerak-
yatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan serta keadilan sosial bagl seluruh raktat indonesia. Hal ter-
sebut berdasarkan pada hakikat bahwa pendukung pokok negara adalah
manusia, karena negara acalah sebagai lemabga hidup bersama sebagai
lembaga kemanusiaan dan manusia adalah sebagaimakhluk Tuhan yang
maha esa. Sehingga adanya manusia sebagai akibat adanya Tuhan yang
maha esa sebagai kausa prima. Tuhan adalah sebagai asal mula segala
sesuaty, adanya bahan adalah mutlak, sempumna dan kuasa, tidak ber-
ubah, tidak berbatas serta pula scbagai pengatur tata tertib alam
(Notonagoro, 1975: 78). Sehingga dengan demikaian sila pertama men-
dasari, meliputi dan menjiwaikeempat sila lainnya.

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab didasari dan dijiwai
oleh sila ketuhanan yang maha esa serta mendasari dan menjiwai sila
persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebi-
jaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta sila keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh rmanusia
(Notonagoro, 1975: 55). Maka manusia sebagai subjek pendukung po-
kok negara. Negra adalah dari, oleh dan wntuk manusia oleh karena itu
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terdapat hubungan sebab dan akibat yang langsung antaranegara dengan
manusia. Adaun manusia adalah makhluk Tuhan yang maha esa sehing-
ga silakedua didasari dan dijiwai oleh sila pertama. Silakedva mendasari
dan menjiwai sila ke tiga (Persatuan indonesia), sila ke empat (kerak-
yatan) serta silake Lima (keadilan sosial). Pengertian tersebut hakik atnya
mengandung makna sebagai berikut: rakyat adalah sebagai unsur pokok
negara dengan rakyat adalah merupakan totalitas individu-individuyang
bersatuyang bertujuan mewujudkan suatukeadilan dalam hidup bersama
(keadilan sosial). Dengan demikian pada hakikatnya yang bersatu
membentuk suatu negara adalah manusia, dan manusia yang bersatu
dalam swatunegara adalah disebut rakyat sebagai unsur pokok negara
serta terwujudnya keadilan bersama adalah keadilan dalam hidup ma-
nusia besama sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Sila ketiga persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ke-
tuhanan yang maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab
sertamendasari dan menjiwai silakerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan dan keadila sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Hakikat sila ketiga tersebut daat dijelaskan
sebagai berikut hakikat didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan dan
kemanusiaan, bahwa manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa
yang pertama harus direalisasikan adalah mewujudkan suatu persatuan
dalam swatu persskutuan hidup yang dissbut negara. Maka pada
hakikatnya yang bersatu adalah manusia sebagai makhluk Tuhan yang
maha esa, oleh karena itu persatuan adalah sebagai akibat adanya manu-
sia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa, adapun hasil persatuan
diantara individu-individu, pribadi-pribadi dalam svatu wilayah tertentu
disebut sebagai rakyat schingga rakyat adalah merupakan unsur pokok
negara. Persskutuan hidup bersama manusia dalam rangka untuk
mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu keadilan dalam kehidupan
bersama (keadilan sosial) sehingga sila ketiga mendasari dan menjiwai
sila keempat dan sila kelima Pancasila. Hal ini sebagaimana
dikemukakan oleh Notonagoro sebagai berikut:

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat | 51



(13

. sila ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan,
mehputl selurth hidup manusia dan menjadi dasar daripada sila-sila
yang lainnya. akan tetapi sila persatuan atau kebangsaan,
kerakyatan dan keadilan sosial hanya meliputi sebagian lingkungan
hidup manusia scbagai engkhususan daripaca sila kedua dan sila
pertama dan mengenai hidup bersama dalam masyarakat bangsa
dan negara. Selain itu ketiga sila ni persatuan kerakyatan dan
keadilan satu dengan lainnya bersangkut paut dalam arti sila yang di
muka menjadi dasar dari pada sila-sila berikutnya dan sebaliknya
yang berikutnya merupakan pengkhwsusan dari ada yang mendahu-
luinya, hal ini mengingat susunan sila-sila Pancasila yang hierarkhis
dan berbentuk piramidal................ “(Notonagoro, 1957: 19).

Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, makna pokok sila
keempat adalah kerakyatan yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat.
Sila keempat ini didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha esa,
persamaan dan persatuan. Dalam kaitannya dengan kesatuan yang
bertingkat maka hakikat sila keempat itu acdalah sebagai berikut, hakikat
rakyat adalah penjumlahan manusia-manusia, semuaorang, ssmua warga
dalam suatu wilay ah negara tertentu. Maka hakikat rakyat adalah sebagai
akibat bersatunyamanusia sebagai makhluk Tuhan yangmaha esa dalam
suatu wilayah negara tertentu. Maka secara ontologis adanya rakyat
adalah ditentukan dan sebagai akibat adanya makhluk tuhan yang maha
esa yang menyatukan diri dalam suatu wilayah negara tertentu. Adapun
sila keempat tersebut mendasari dan menjiwai sila keadilan sosial (sila
kelima Pancasila). Hal ini mengandung arti bahwa negara adalah demi
kesejahteraan rakyatnya. Maka tujuan dari negara adalah terwujudnya
masyarakat yang berkeadilan, terwujudnya keadilan dalam hidup
bersama (keadilan sosial).

Sila kelima keadilan sosial bagi selurvh rakyat Indonesia memiliki
makna pokok keadilan yaitu hakikatnya kesesuian dengan hakikat adil.
Berbeda dengan sila-sila lamnya maka silakelima ini didasari dan dijiwai
oleh keempat sila lannya yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan
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kerakyatan. Hal ini mengandung hakikat makna bahwa keadilan adalah
sebagai akibat adanya negara kebangsaan dari manusia-manusia yang
berketuhan yang maha esa. Sila keadilan sosial merupakan tujuan dari
keempat sila lainnya. secaraontologis hakikat keadilan sosial juga diten-
tukan oleh adanya hakikat keadilan sebagaimana terkandung dalam sila
kedwa yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Notonagoro
hakikat keadilan yang terkandung dalam sila kedwa yaitukeadilan yang
terkandung dalam hakik at manusia monopluralis tersebut dalam bidang
kehidupan bersama bak dalam lingkup masyarakat, bangsa, negara dan
kehidupan antar bangsa yaitu menyangkut sfat kodrat manusia sebagai
makhluk individu dan makhluk sosial yaitu dalam wujud dalam hidu
bersama ataukeadilan sosial. Dengan demikian logikanya keadilan sosial
didasari dan dijiwai oleh sila kedwa yaitu kemanusiaan yang adil dan
beradab (Notonagoro, 1975:140, 141).

2. Dasar Epistemalogi sila-sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga meru-
pakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila
merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam meman-
dangrealitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negaraten-
tang maknahidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaik an
masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam
pengertian seperti yang demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita
ataukeyaknan-keyakinan (belief-system) yang telah meny angkut praktis,
karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau suatu kelompok
masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini berarti filsafat
telah menjelma menjadi idologi (Abdulgani, 1986). Sebagai suatu
ideologi maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik
loyalitas dari pendukungnya yaitu: 1) logos yaitu rasionalitas atau
penalarannya, 2) pathos yaitu penghayatannya dan ethos yaitu kesw
silaannya (Wibisono, 1993 :3). Sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi
maka Pancasila harus memilikki wmsur rasional terwtama dalam ke-
dudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan.
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Dasar epistemologis Pancasilapada hakikatnya tidak dapat dipisah-
kan dengan adsar ontologisnya. Pancasila sebagai suatuideolog bersum-
ber pada nilainilai dasamya yaitu filsafat pancasila (Soeryanto,
1991:50). Oleh karena itu dasar epistemologis Pancasila tidak dapat di-
pisahkan dengan konsep dasamya tentang hakikat manusia kalau ma-
nusia merupakan basis ontologis dari Pancasila, maka dengan demikian
mempunyai implikasi tethadap bengunan epistemologi, yaitu bengunan
epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia
(Pranarka, 1996:32).

Tercapat tigaa persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu,
pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebe-
naran pengetahuan manusia, ketiga tentang watak pengetahuan manusia
(Titus, 1984:20). Persoalan epistemolog dalam hubungannya dengan
Pancasila dapat dirinci sebagai berikut.

Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meli-
puti masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan
Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana di-
pahami bersama bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah nilainilai
yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari bangsa lain,
bukannya hanya merupakan perenungan serta pemikiran seseorang atau
beberapa orang saja namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa
Indonesia dalam mendirikan negara. Dengan lain perkataan bahwa
bangsa Indonesia adalah sebagai kausamaterialis Pancasila. Oleh karena
sumber pengetahuan pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri yang
memiliki nilai-nilai adat-istiadat serta kebudayaan dan nilai religius maka
diantara bangsa Indonesia sebagai pendukung sila-sila Pancasila dengan
Pancasila sendiri sebagai suatu sistem engetahuan memiliki kesesuaian
vang bersifat korespondensi. Berikunya tentang susunan Pancasila
sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu sistem pengetahuan
maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik dalam
arti suswnan sila-sila Pancasila maupun isi arti sila-sila Pancasila.
Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan
berbentuk piramidal, dimana sila pertama Pancasila mendasari dan
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menjiwai keempat sila lainnya serta sila kedua didasari sila pertama serta
mendasari dan menjiwai sila-sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga
didasari dan dijjiwai sila pertama dan kedua serta mendasari dan
menjiwai sila-sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai
sila pertama, kedua dan ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima,
sila keempat didasari didasari dan dijawai sila pertama, kedua dan ketiga
serta mendasari dan menjiwai sila kelima, adapwn sila kelima didasari
dan dijiwai sila-sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Demikianlah
maka susunan sila-sila pancasila memiliki sitem logis baik yang
menyangkut kwalitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional logis
Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila. Susunan isi arti
Pancasila meliputi tiga hal yaitu isi arti Pancasila yang umum universal
yaitu hakikat sila-sila Pancasila. Isi arti sila-sila Pancasila yang umum
universal ini merupakan inti sari atau essensi Pancasila sehingga
merupakan pangkal tolak derivasi baik dalam pelak sanaan pada bidang
bidang kenegaraan dan tertib hukum. Indonesia serta dalam realisasi
praktis dalam berbagai bidang kehidupan konkrit. Kedua isi arti
Pancasila yang umum kolektif yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman
kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum
Indonesia. Ketiga isi arti Pancasilayang bersifat khusus dan konkrit yaitu
isi arti pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang
kehidupan sehingga memiliki sifat yang khusus kongkrit serta dinamika
(lihat Notonagoro, 1975:36,40).

Pembahasan berikutnya adalah pandangan Pancasila tentang
pengetahuan manusia. Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa masalah
epistemologi Pancasila diletakkan dalam kerangka bangunan filsafat
manusia. Maka konsepsi dasar ontologis sila-sila Pancasila yaitu hakikat
manusia monopluralis merupakan dasar pijak epistemologis Pancasila.
Menurt Pancasila bahwa hakikat manusia adalah monopluralis yaitu
hakikat manusia yangmemiliki unsur-unsur pokok yaitu susunan kodrat
yang terdalam atas raga (jasmani) dan jiwa (rokhani). Tingkatan hakikat
raga manusia adalah unswu-wnsur: fisis anorganis, vegetatif, animal.
Adapun unsur jiwa (rokhani) manusia terdiri atas unsur-unsur potensi
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jiwa manusia yaitu: akal yaitu suatu potensi unsur kejiwaan manusia
dalam mendapatkan kebenaran pengetahuan manusia. Rasa yaitu wsur
potensi jiwa manusia dalam tingkatan kemanusiaan estetis (keindahan).
Adapun kehendak adalah unsur potensi jiwa manusia dalam kaitannya
dengan bidangmoral atau etika. Menurut Notonagoro dalam skemapote-
nsi rokhaniah manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan
akal manwsia merupakan sumber daya cipta manusia dan dalam
kaitannya dengan upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar
terdapat tingkat-tingkat pemikiran sebagai berikut: memoris, reseptif,
kritis dan kreatif. Adapun potensi atau daya untuk meresapkan penge-
tahuan atau dengan lain perkataan transformasi pengetahuan terdapat
tingkatan sebagai berikwt: demonstrusi, imajinasi, asosiasi, analogi,
refleksi, intuisi inspirasi dan ilham (Notonagoro, tanpa tahun:3).
Berdasarkan tingkatan sumber di atas maka Pancasila mengakui
kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu manusia
memiliki indra sehingga dalam proses reseptif indra merupakan alat
untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris. Maka
Pancasila juga mengaku kebenaran empiris terutama dalam kaitannya
dengan pengetahuan manusia yang bersifat positif. Potensi yang terdapat
dalam diri manusia untuk mendapatkan kebenaran terutama dalam
kaitannya dengan pengetahvan positif Pancasila juga mengakui
kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia
pada hakikatnya kedudukan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan
yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila eistemologi
Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak hal ini
sebagai tingkatan kebenaran yang tertinggi. Kebenaran dalam pengeta-
huan manusia adalah merupakan suatu sintesa yang harmonis antara
potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal rasa dan kehendak manusia
untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi yaitu kebenaran mutlak.
Selain itu dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, sila keempat
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permu
syawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia maka epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran
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keasensusterutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia
sebagai makhluk individu dan makhluk sosaial. Adapun sesuai dengan
tingkatan sila-sila Pancasilayang bersifat hierarkhis dan berbentuk
piramidal maka kebenaran konsensus dichsari oleh kebenaran wahyu
serta kebenaran kodrat manusia yang bersumber padakehendak. Sebagai
suatu paham epistemologi maka Pancasila mendasarkan pada
pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas
nilai karena harus diletakkan ada kerangka moralitas kodrat manusia
serta moralitas religius dalam upaya wntuk mendapatkan suatu tingkatan
pengetahuan yangmutlak dalam hidup manusia.

3. Dasar Aksiologi Sila-sila Pancasila

Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan
dasar aksiologisnya sehingga nilai-nilai yangterkandung dalam pancasila
paca hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terchpat berbagai
macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak
dan sudut pandangannya masing-masing dalam menentukan tentang
pengertian nilai dan hierarkhisnya. Misalnya kalangan materialis
memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material,
kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi acalah nilai
kenikmatan. Namun dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat
kita kelompokkan pada dua macam sudut pandang yaitu bahwa sesuatu
itu bemilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai yaitu manusia,
hal ini brsifat subjektif namun juga terdapat pandangan bahwa pada
hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendiri memang bemilai,
hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme.

Pada hakikatnya segala sesuatu itu bemilai, hanya nilai macam apa
saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia.
Banyak pandangan tentang nilai terutama dalam menggolong-golongkan
nilai dan penggolongan tersebut amat beraneka ragam tergantung pada
sudut pandangnya masing-masing,

Max Sscheler mengemukakan bahwa nilai yang ada tidak sama
luhunya dan tidak sama tingginya. Nilai-nilai itu dalam kenyataannya
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ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah bilamana dibandingkan
satu dengan lainnya. menurut tinggi rendahnya nilai dapat digolongkan
menjadi empat tingkatan sebagai berikut: 1) Mlai Kenikmatan,nilai-nilai
ini berkaitan dengan indra manusia sesuatu yang mengenakkan dan tidak
mengenakkan dalam kaitannya dengan indra manusia (die Wertreidhede
Angehmen und Unangehmen), yang menyebabkan manusia senang atau
tidak enak. 2) Nilai-nilai kehidupan, yaitu dalam tingkatannya ini
terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, manusia (Werw de
Vitalen Fuhlens) misalnya kesegaran jasmani, keschatan, serta
kesejahteraan umum. 3) Nilainilai kejivaan, dalam tingkatan ini
terdapat nilai-nilai kejiwaan (geistige werte) yang sama sckali tidak
tergantung dari keadhan jasmani ataupun lingkungan. Nilainilai
semacam i anatara lain nilai keindahan, kebenaran, dan pengetahuan
mumi yang dicapai dalam filsafat. 4) Nilai-nilai kerokhanian, yaitu
dalam tingkatannya ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci (Wer
Modalitat de Heiligen und Unbeilingen). Nilainilai semacam itu
terutama terdiri darinilai-nilaipribadi (Driyarkara, 1978).

Pandangan dan tingkatan nilai tersebut menurut Notonagoro
dibedakan menjadi tiga macam yaitu 1) Nilai material, yaitu segala
sesuatuyang berguna bagl jasmani manusia. 2) Nilai vital, yaitu segala
sesuatu yang berguna bagl manusia untuk mengadakan suatu aktivitas
atau kegatan. 3) Nilui-nilai Kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang
berguna bagi rokhani manusiayang dapat dibedakan atas emat tingkatan
sebagai berikut: pertama, nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber
pada akal, rasio, budi atau cipta manusia. Kedua, nilai keindahan atau
estetis, yaitu nilai yang bersumber pada erasaan manusia. Ketiga, nilai
kebaikan atau nilai moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehen-
dak (will, wollen, karsa) manusia. Empat, nilai religius, yang merupakan
nilai kerokhanian tertinggi dan bersifat mutlak. Nilai religius i ber-
hubungan dengan kepercayaan dan keyakinan manusi dan nilai religius
ini bersumber pada wahyu yang berasal adri T vhan yang Maha esa.

Berdasarkan uraian mengenai nilai-nilai sebagaimana tersebut di
atas maka dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu
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bukan hanya sesuatu yang bersifat material saja, akan tetapi juga sesuatu
yang bersifat nonmaterial. Bahkan sesuatu yang nonmaterial itu
mengandung nilai yang bersifat mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material
relatif lebh mudah divkwr yatu mengguakan indra maupun alat
pengikur lainnya seperti berat, panjang lebar, luas dan sebaginya.
Dalam menilai hal-hal yang bersifat rokhaniyah yang menjadi alat ukur
adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra manusia yaitu
cipta, rasa, karsa sertakeyakinan manusia.

Menurnt Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai
kerokhanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui nilai material
dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong
nilaikerokhanian itu jugamengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan
harmonis yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan
atau estetis, nilai kebaikan ataunilai moral, maupun nilai kesucian yang
secara keselurvhan bersifat sistematik-hierarkhis, dimana sila pertama
yaitu ketuhan yang maha esa sebagai basisnya sampai dengan sila
Keadilan sosial sebagaitujuannya (Darmodihardjo, 1978).

Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem

Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas
hakikat pancasila yang umum miversal yang merupakan substansi sila-
sila Pancasila, sebagai pedoman elaksanaan dan penyelenggaraan segara
yaitu sebagai dasar negara yang bersift umumkolektif serta realisasi
pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan Kongkrit. Hakikat
Pancasila adalah merupakan nilai, apapun sebagai pedoman negara
adalah merupakan norma adapun aktualisasi atau pengamalannya adalah
merupakan realisasi kongkrit pancasila. Substansi pancasila dengan
kelima silanya yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuvan,
kerakyatan dan keadilan merupakan swatu sistem nilai. Prinsip dasar
yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan
atauhal yang akan dicapaioleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan
menjadi kenyataan kongkrit dalam kehidupannya bak dalam hidup
bermasyarakat berbangsa dan bemegara. Namun disamping itu prinsip-
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prinsip dasar tersebut scbenamya juga diangkat dari kenyataan real.
Prinsi-prinsip dasar tersebut telah menjelma dalam tertib sosial, tertib
masyarakat dan tertib kehidupan bangsa Indonesia yang dapat ditemukan
dalam adat-istiadat, kebudayaan serta kehidupan keagamaan bangsa
Indonesia. Secara demikian ini sesuai dengan isi yang terkandung dalam
Pancasila secara ontologis mengandung tiga masalah pokok dalam
kehidupan manusia yaitu bagaimana secharusnya manusia itu terhadap
Tuhan yang Maha Esa, tethadap dirinya sendiri serta terhadap manusia
laidan masyarakat sehingga dengan demikian maka dalam Pancasila itu
terkandung Implikasi moral yang terkandung dalam substansi Pancasila
yangmerupakan suatu nilai.

Nilainilai yang terkandung dalam sila satu sampai dengan liam
merupakan cita-cita harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan
diwyjudkannya dalam kehidupannya. Sejak dahulu cita-cita tersebut
telah didambakan oleh bangsa Indonesia agar terwujud dalam suatu
masyarakat yang gemah rimah loh jinawi, tata tentrem karta rahara,
dengan penuh harapan diupayakan terealisasi dalam sikap tingkah laku
dan perbuatan setiap manusia Indonesia.

Bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan pendukung nilai-nilai
Pancasila. Hal ini dapat dipahami berdasarkan pengertian bahwa yang
berketuhanan, yang berkemanusiaan yang berpersatuan, yang
berkerakyatan dan yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia.
Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang menghargai,
mengakui, menerima Pancasila sebagai swtu dsar-dasar nilai.
Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan itu telah menggejala serta
termanifestasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan manusia dan
bangsa Indonesia, maka beangsa Indonesia dalam hal i sekaligus adalah
pengemban nilai-nilai Pancasila.

Nilainilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai
tingkatan dalam hal kuantitas maupun kualitasnya, namun nilai-nilai itu
merupakan suatukesatuan saling berhubungan serta saling melengkapi.
Hal itu sebagaimana kita pahami behwa sila-sila Pancasila itu ada
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hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh atau
merupakan suatu kesatuan organik bertingkat dan berbentuk piramidal.
Nilainilai itu berhubungan secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak
dapat dpisahkan dan yang lainnya, sehingga nilai-nilai itu masing
masing merupakan bagian yang integral dari suatu sistem nilai yang
dimiliki bangsa Indonesia, yang akan memberikan pola ataupatroon bagi
sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Pancasila
merupakan suatu sistem nilai dan dilacak dsri sila-sila Pancasila yang
merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan suatu kesatuan organik.
Antara sila satu dan lainnya dalam Pancasila itu saling mengkualifikasi
adanya sila lainnya. dalam pengertian yang demikian inipada hakikatnya
Pancasila itu merupakan suatu sistem nilai dalam artian behwa bagian-
bagian atau sila-silanya saling berhubungan scara erat schingga
membentuk suatu strukturyangmenyeluruh.

Nilainilai yang terkandung dalam pancasila termasuk nilai
kerokhanian yang tertinggi adapun nilai-nilai tersebut berturut-turut nilai
ketuhanan adalah termasuk nilai yang tertinggi karena nilai ketuhanan
adalah mutlak. Berikutnya sila kemanusiaan, adalah sebagi peng
khususan sila ketuhanan karena manusia adalah makhluk Tuhan yang
Maha Esa sedangkan Tuhan adalah sebagai causa prima. Nialai ke-
tuhanan dan nilai kemanusiaan dilihat dari tingkatannya adalah lebih
tinggi dari ada nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam ketiga sila
lainnya yaitu sila persatuan, dan kerakyatan dan sila keadilan, karena
ketiga nilai tersebut berkaitan dengan kehidupan kenegaraan, hal ini
sebagaimana dijelaskan dalam pokok pikiran keempat Pembukaan
Undang-undang Dasar 1945, bahwa ....” negara achlah berdasarkan atas
ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan
beradab’. Adapwn nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam ketiga
sila tersebut berturut-turut memiliki tingkatan sebagai berikut; nilai
persatuan dipandang dari tingkatannya memiliki tingkatan yang lebih
tinggi dari pada nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial karena per-
satuan adalah merupakan syarat mutlak adanya rakyat dan terwujudnya
keadilan. Berikutnya nilai kerakyatan yang didasari nilai ketuhanan,
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kemanusiaan dan nilai persatuan lebih tinggi dan mendasari nilai
keadilan sosial karena kerakyatan adalah scbagai sarana terwujudnya
suatu keadilan sosial, barulah kemudian nilai keadilan sosial adalah
sebagai tujuan darikeempat sila lainnya.

Suatu hal yang perlu diperlihatkan yaitu meskipun nilai-nialai yang
terkanding dalam sila-sila Pancasila berbeda-beda dan memiliki
tingkatan serta luas yang berbeda-beda pula namwn keseluruhan nilai
tersebut merupakan suatukesatuan dan tidak saling bertentangan. Perlu
diperhatikan dalam realisasinya baik dalam kehidupan sehari-hari dalam
masyarakat, bangsa dan negara terutama dalam penjabarannya dalam
bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia tingkatan nilai-nilai
tersebut harus ditaati, sebab bilamana tidak demikian maka akan
bertentangan dengan hakikat landasan sila-sila Pancasila. Misalnya
dalam realisasi kenegaraan terutama dalam suatu peraturan perundang
undangan maka nilai-nilai ketuhanan adalah yang tertinggi dan bersifat
mutlak oleh karena itu hukum positif di Indonesia yang berdasarkan
Pancasila nitidak dapat bertentangan dengan nilai-nilai ket uhanan.

D. Pancasila sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa di
Negara Republik Indonesiea

1. Dasar Hlosofis

Pancasila scbagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup
bangsa indonesia paca hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang
bersifat sistematis fundamental dan menyelurvh. Maka sila-sila Pancasila
merupakan suatukesatuan yang bulat dan utuh, hierarkhis dan sistematis.
Dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasilamerupakan suatu sistem
filsafat. Konsekuensinya kelima sila bukan berpisah-pisah dan memiliki
makna sendiri-sendiri, melaink an memilikiesensi sertamakna yang utuh.

Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila,
dijelaskan sebagai berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara
Republik Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek
kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus
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berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, P ersatuan, Keraky atan
dan Keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu
pancangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup
adalah berkedudukan kodrat manusia sebagai makhluk T uhan yang maha
esa (hakikat sila pertama). Negara yang merupakan persekutuan hidup
manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, pada hakikatnya
bertyuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai
makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradab (hakikat sila
kedua). Untuk mewujudkan suatunegara sebagai suatu organisasi hidup
manusia harus membentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa (hakikat
sila ketiga). Terwujudnya persatuan dalam suatunegara akan melahirkan
rakyat sebagai suatu bangsa yang hisup dalam suatu negara akan
melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah
negara tertentu. Konsekuensinya dalam hidup kenegaraan itu haruslah
mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal mula kekuvasaan
negara. Maka negara harus bersikap demokratis, hak serta kekuasaan
rakyat harus dijamin, baik sebagai idividu maupwmn secara bersama
(hakikat sila keempat). Untuk mewujudkan tuyjuan negara sebagai tyjuan
bersama, maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan
perlindngan bagi seluvh warga, sehingga untuk mewujudkan tujuan
seluruh warganya harus berdasarkan suatu prinsip keadilan yangtimbul
dalam kehidupan berbangsa (kehidvan sosial) (hakikat sila kelima).
Nilainilai milah yang merupakan swuatu nilai dasar bagi kehidupan
kenegaraan, kebangsaan dan berkerakyatan.

Dalam hubungannya dengan pengertian nilai sebagaimana tersebut
diatas maka ancasila tergolong nilai kerokhanian, akan tetapi nilai
kerokhanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital karena
pada hakikatnya menurut Pancasila bahwa negara adalah jasmani dan
rokhani. Selain itu Pancasila yang merupakan nilai-nilai kerokhanian itu
didalamnya terkandung nilainilai lainnya secara lengkap dan harmonis,
baik nilaimaterial vital, kebenaran (kenyataan), estetis, etis maupun nilai
religius. Hal ini dapat dibuktikan padanilai-nilai Pancasila yang tersusun
secarahierarkhis fundamental yang bulat dan utuh.
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Selain itu secara kausalitas bahwa nilainilai Pancasila adalah
bersifat objektif dan subjektif. Artinya esensi nilai-nilai Pancasila adalah
bersifat universal yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, K erakyatan,
dan Keadilan. Sehingga dmungkinkan dapat diterapkan pada negara lain
walaupun barangkali namanya bukan Pancasila. Artinya jkalau suatu
negara menggunakan prinsip filosofi bahwa negara Berketuhanan,
Berkemantsiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan, maka
negara tersebut paca hakikatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai
sila-sila Pancasila.

Nilainilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai
berikilt:

2.

3. Pancasﬂa yang telkandung dalam Pembukaan UUD 1945,
menurtt iimu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaicah
yang fundamental negara sehingga merupakan suaatu sumber
hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu dalam hierarkhis
suatu tertib hukum Indonesua berkedudukan sebagai tertib
hukum yang tertinggi. Maka secara objektiftidak dapat diubah
secara hukum schingga terletak pada kelangsungan hidup
negara. Sebagai konsekuensinya jikalau nilainilai Pancasila
yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 itu diubah
maka sama halnya dengan pembubaran negara Proklamasi
1945, kaidah ini pemah terkandung dalam ketetapan MPRS
No. XXMPRSN1966, diperkuat Tap. V/MPR/1973. Jo.
No LX/MPR/1978.

Sebaliknya nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan
bahwa beradaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau
terlekat pada bangsa Indonesia sendiri. Pengertian itu dapat
dijelaskan sebagai berikut:

4. Nilainilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia schingga
bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilainilai tersebut
sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi
filosofis bangsa Indonesia.
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5. Nilainilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup)
bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang
diyakini sebagi sumber nilai atas kebenaran, kebaikan,
keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat
berbangsa dan bemegara.

6. Nilainilai Pancasila di dalamnya terkandung ketuyuh nilai-
nilai kerokhanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan,
kebijaksanaan, etika, estetis dan nilai religius, yang mani-
festasinya sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber
padakepribadian bangsa (lhat Darmodihardjo, 1996).

Nilainilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menadi landasan,
dasar serta motivasi atas segala perbuatan bak dalam kehidupan sehari-
harimaupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan perkataan lain bahwa
nilai-nilai Pancasilamerupakan das Sollen atau cita-cita tentang kebaik an
yangharus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau dasSein.

2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Fundamental Negara

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara indonesia pada
hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam
negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum
secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita
hukum, serta cita-cita moral yang Iuhur yang meliputi suasana kejiwaan,
serta watak bangsa indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah
dipadatkan dalam abstraksi oleh para pendiri negara menjadi lima sila
dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara
Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana dit etapkan dalam ketetapan No.
XX/MPRS/1966.

Nilainilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang
Fundamental. Adapun Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya
memuat nilai-nilai Pancasila mengandung Empat Pokok Pikiran yang
bilamana dianalisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain
adalah merupaka privasi atau penjabaran darinilai-nilai Pancasila.
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Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah
neagra persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan
maupun perseorangan. Hal inimerupakan penjabaran sila ketiga.

Pokok ikiran kedua meny atakan bahwa negara hendak mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara
berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga
negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pokok pikiran ini sebagai penjabaran silakelima.

Pokok ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat.
Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini
menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yaitu
kedaulatan ditangan rakyat. Hal ini sebagaipenjabaran sila keempat.

Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa, negara bercdasarkan
atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab. Hal ni mengandung arti behwa negara Indonesia
menjunjung tinggi keberadaban semua agama dalam pergaulan hidup
negara. Hal ini merupakan penjaberan sila pertama dan kedua.

Hal ini dapat disimpilkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut
tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila P ancasila. Pokok pikiran
ini sebagai adasar fundamental dalam pendirian negara, yang realisasi
berikunya perlu diwujudkan atau dijelmakan lebih lanjut dalam pasal-
pasal UUD 1945. Dengan perkataan lain bahwa dalam penjabaran sila-
sila Pancasila dalam peraturan perundang-undangan bukanlah secara
langsung dari sila-sila Pancasila melainkan melalui Pembukaan UUD
1945. Empat pokok pikiran dan barulah dikongkritiskan dalam pasal-
pasal UUD 1945. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai
macam peraturan perundang-undangan serta hukum positif di bawahnya.

Selain itu bahwa nilainilai Pancasila juga merupakan suatu
landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini ditegaskan
dalam pokok pikiran keempat yang menyatakan bahwa negara
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berdasarkna atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasar atas kemanusiaan
yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti behwa kehidupan
kenegaraan harus didasarkan pada moral etk yang bersumber pada nilai-
nilai Ketuhanan yang maha Esa dan menjunjung moral kemanusiaan
yang beradab. Oleh karena itu nilainilai ancasila 6ynag dituangkan
dalam pokok pikiran keemapt ini merupakan suatu adasr fudamental
moral dalam kehidupan kenegaraan. Konsckuensmya dalam segala
aspekkehidupan negara, antara lain pemerintahan negara, pembangunan
negara, pertahanan dan keamanan negara, politik serta pelaksanaan
demokrasi harus senantiasa berdasarkan pada moral Ketuhanan dan
Kemanusiaan. Selain itu dasar fundamental moralkehidupan kenegaraan
tersebut juga meliputi moralitas pada penyelenggara negara dan seluruh
warga negara. Bahkan dasar fundamental moral yang dituangkan dari
nilainilai Pancasila tersebut juga harus mendasari moral dalam
kaitannya dengan politik luarnegeri Indonesia.

Oleh karena tunag bangsa Indonesia dalam era reformasi dewasa
ini seharusnya bersifat rendah hati untuk mawas diri dalam upaya untuk
mempembaiki kondisi dan nasib bangsa ini hendaklah didasarkan pada
moralitas yang tertuang dalam pokok pikiran keempat tersebut yaitu
moral Ketuhanan dan kemanusiaan agar kesengsaraan rakyat tidak
semakin bertambah.

E. Inti Isi Sila-sila Pancasila

Sebagai suatu dasar filsafat negara maka sila-sila Pancasila merupa-
kan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu padahakik at-
nyamerupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setaip sila terkandung
nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya namun
kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis.
Och karena tumeskipun dalam uraian berikut inimenjelaskan nilainilai
yang terkandung dalam setiap sila, namun kesemuanya itu tidak dapat
dilepaskan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya. adapun nilainilai
yangterkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut.
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Sila Ketuhanan Yang Maha Fsa

Sila Ketuhanan yang Maha Esa ini nilainya meliputi dan
menjiwai keemapt sila lannya. dalam sila Ketvhanan Yang Maha
esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai
pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk tuhan yang
maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan dan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara
negara, politik negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus
dijiwainilai-nilai Ketuhanan Yang MahaEsa.

Demikianlah kiranya nilai-nilai etis yang terkandung dalam
sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dengan sendirinya sila
pertama tersebut didasari dan dijiwaikeempat sila lainnya.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanausiaan Yang Adil dan Beradab secara sistematis
didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, serta
mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Silaa kemanusiaan
sebagai dasar fundamental dalam kehidwpan kenegaraan,
kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai ni bersumber pada dasar
filosofis antropologis bahwa hakikat nya adalah susunan kodrat
rakhani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial,
kedudukan kodrat makhluk pribad berdiri sendiri dan sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam sila kemanusiaan terkandungnilai-nilai bahwa negara
harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai
makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan
kenegaraan terutama dalam peratran perundang-undangan negara
harus mewujudkan tercapainya tujuan sebagai harkat dan martabat
manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak
asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara.
Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung suatu
kesadaran sikap moral dan tingkah lakumanusia yang didasarkan
pada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan
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norma-norma dan kebidayaan pada umumnya baik terhadap diri
sendiri, tethadap sesama manusiamaupun terhadap lingkungannya.
Nilai kemanusiaan yang beradab adalah terwujudnya nilai
kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya bermoral dan
beragama.

Dalam kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh
moral kemanusiaan antara lain dalamm kehidupan pemerintahan
negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahan dan
keamanan serta dalam negara harus dijiwai oleh moral kemanusiaan
untuk salingmenghargai sekalipun terdapat suatu perbedaan karena
hal itu merupakan suatu bawaan kodrat manusia untuk saling
menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatumakna bahwa
hakikat manusia sebagai makhluk tuhan yang berbudaya dan

beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian
bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri
sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa
dan negara, adil terhadap lngkungannya serta adil terhadap tuhan
Yang Manha Esa. Konsckuensinya nilai yang terkandung dalam
Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi
harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha esa,
menjunjung tinggin hak-hak asasi manusia, menghargai atas
kesamaan hak dan dengan tanpa membedakan suku, ras keturunan,
status sosial maupun agama. Mengembangkan skap saling
mencintai sesama manusia, menjunjung tinggl nilai kemanusiaan
(Darmodihardjo, 1966). Demikian kemudian berikutnya nilainilai
tersebut harus dijabarkan dalam segala aspek kehidupan Negara
termasuk segala kebijak an pembangunan nasional

Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak
dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena sila
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merupakan satu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan
Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketvhanan yang Maha Esa
dan Kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan
dijiwai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial bagi
seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam sila Persatuan indonesia terkandungnilai bahwa negara
adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monoduwalis yaitu
sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah
merupakan suatu persekutuan hidup bersama dianatara elemen-
elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok,
golongan maupun kelompok agama. Oleh karena itu perbedaan
adalah mmerupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan
ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya
negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengkatkan diri dalam
suatu persatuan yang dilukiskan dalam seloka Bhineka Tunggal
Tka. Perbechaan bukannya untuk dicurigakan menjadi konflk dan
permusthan melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling
menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk
mewujudkan tujuan bersama.

Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras
individu mauwpun golongan agama. Mengatasi dalam arti
memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh
warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan,
suku, ras, maupun golongan agama untuk merealisasikan seluruh
potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Oleh
karena itu tujuan negara dirumuskan untuk melindungi segenap
warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan
dalamm kesejahteraan seluruh warganya) mencerdaskan kehidupan
warganya dalam kaitannya dengan pergaulan dengan bangsa-
bangsa lain didunia untuk mewujudkan suatu ketertiban dunia yang
berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial.
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Nilai persatuan indonesia didasari dan dijiwai oleh sila
ketthanan yang maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hal mi terkandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah
nasionalisme religius. Nasionalisme yang bermoral Ketuhanan yang
maha Esa, nasionalisme yang humanistik yang menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia sebagai Makhluk tuhan. Oleh karena
itu nilai-nilai nasionalisme harus terealisaskan dalam segala aspek
penyelenggaraan negara termasuk dalam era reformasi dewasa ini.
Proses reformasi tanpa mendasarkan pada moral persatuan.
Kemanusiaan dan memegang teguh persatuan dan kesatuan, seperti
halnya telah terbukti pada bangsa lain misalnya Yugoslavia, sri
Lanka dan lain sebagainya.

Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan
didasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang
adil dan beradab, serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta
menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh individu dan makhluk
sosial. Hakikat ruh Rakyat Indonesia.

Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa
hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia
sebagai makhluk individu dan makluk sosial. Hakikat rakyat adalah
merupakan sekelompok manusia sebagai Makhluk Tuhan Tuhan
Yang Maha Esa yang bersatuyang bertujuan mewujudkan harkat
dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat adalah
merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari
oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal
kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai
demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dal;am hidup
negara. Maka nilai- demokrasi yang terkandung dalam sila kedua
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adalah (1) adalah kebebasan yang harus disetai dengan tanggung
jawab bak terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral
Terhadap tuhan yang Maha esa (2) Menjunjung tinggi harkat dan
martabat kemanusiaan. (3) Menjamain dan memperkokoh
persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. (4) mengakui atas
perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan
adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. (5) mengakui
adanya persamaan hak yang melekat pada setiap mndividu,
kelompok, ras, suku maupun agama (6) mengarahkan perbedaan
dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab. (7) menjunjung
tinggi atas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang adil dan
beradab. (8) mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam
kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.

Demikianlah nilai-nilai  yang terkandung dalam sila
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan. Seterusnya nilai-nilai tersebut
dikongkritisaskan dalam kehidupan bersama yaitu kehidupan
kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek
politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat In donesia

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi selurvh
rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang
maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipim. pin oleh hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dalam sila
kelima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara
sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima
tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam
kehidupan bersama (kehidupan soaial). Keadilan tersebut didasari
dan dijivai oleh hakikat keadilam kemanusiaan yaitu keadilan
dalam hubunga manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan
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manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta
hubumngan manusia dengan tuhannya.

Konsekwensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud
dalam hidup bersama adalah meliputi (1) keadilan distributif, yaitu
suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam
arti pthak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk
keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, substansi
serta kesempatan dalam hidup bersama yang wajib memenuhi
keadilan  dalam  bentuk  keadilin = membagi,  dalam
bentukkesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam
hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. (2)
keadilan legal, (keadilan bertaat), yaitu hubugan keadilan antara
warga negara terhadap negara dan bentuk mentaati peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam negara. (3) keadilan
komulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan
lainnya secaratimbal balik.

Nilainilai keadilan tersebut haruslah merupakan swatu dasar
yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk
mewujudkan tuyjuan negaraq yaitu mewujudkan kesejahteraan
seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh
wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-
nilai keadiloan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara
sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menwujudkan ketertiban
hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di negara
dengan berdasarkan suatu rinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa,
perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan
sosial).[]
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BAB IV
NILAI-NILAI DASAR PANCASILA

PANCASILA sebagai nilai dasar fundamental negara Republik
Indonesia memiliki suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Nilai dasar
merupakan asas-asas yangkita terima sebagai dalil yang sedikit banyak
bersifat mutlak. Kita menerimanya sebagai suatuyang benar atau tidak
perlu dipertanyakan lagi. Sila-sila dalam pancasila merupakan suatu
kesatvan yang bulat hierarkhis dan sistematis. Pancasila sebagai filsafat
bangsa dan negara Indonesia mengandung makna bahwa dalam tiap
aspek kehidupan kemanusiaan kemasyarakatan serta kenegaraan harus
berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan
dan Keadilan.

Adapun negara yang didirkan oleh manusia itu berdasarkan pada
kodrat bahwa manusia sebagai warga dari negara sebagai persekutuan
hidup acalah berkedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa (hakikat sila pertama). Negara yang merupakan
persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat
manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradab
(hakikat sila kedua). Untuk terwujudnya suatunegara sebagai organisasi
hidup manusia maka harus membentuk persatuan ikatan hidup bersama
sebagai suatu bangsa (hakikat sila ketiga). Terwujudnya persatuan dalam
suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup
dalam suatu wilayah negara tertentu. Sehingga dalam hidup kenegaraan
itu haruslah mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal-mula
kekuasaan negara. Maka merupakan suatu keharusan behwa negara
harus bersifat demokratis hak serta kekuasaan negara. Suatu keharusan
bahwa negara harus dijamin bak sebagai individu maupun secara
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bersama (hakikat sila keempat). Untuk mewujudkan tujuan negara
sebagai tujuan bersama dari seluh warga negaranya maka dalam hidup
kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh
warganya, sehingga untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus
dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan
bersama (kehidupan sosial) (hakikat sila kelima).

Nilainilai di ataslah yang merupakan nilai dasar bag kehidupan
kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan yangmerupakan nilai dasar
Pancasila.

Secarakausalitas bahwanilainilai Pancasila adalah bersifat objektif
dan subjektif. Artinya essensi nilai-nilai Pancasila bersifat Universal
yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
Sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada Negara lain walaupun
namanya bukan Pancasila.

Nilainilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai
berikut:

a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri menunjukkan
adanya sifat-sifat umum uwniversal dan abstrak, karena
merupakan suatu nilai.

b. Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa
dalam kehidwpan manusia bakk dalam adat kebiasaan,
kebudayaan, kenegaraan mawpun dalam  kehidupan
keagamaan.

c. Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,
menurtt iimu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaicah
Negara yang fundamental dan suatu sumber hukum positif
Indonesia. Oleh karena itu dalam hierarki tertib hukum
Indonesia berkedudukan sebagai tertib hokum yang tertingg
dan tidak dapat diubah secara hukum, schingga terletak pada
kelangsungan hidup Negara.

Sedangkan nilainilai subjektif pancasila dapat diartikan bahwa

keberadaan nilai-nilai pancasila itu bergantung atau melekat pada bangsa
Indonesia sendiri. Sebagaimana dijelaskan seprti berikut:
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a. Nilainilai pancasila timbul dari bangsa Indonesia schingga
bangsalndonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut
timbul atas pemikiran dan dan kristalisai nilai luhur bangsa.

b. Nilainilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup)
bangsa Indonesia schingga merupakan jati diri bangsa, yang
diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, ke-
adilan dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan
bemegara.

¢. Nila-nilai Pancasila didalamnya terkandungketujuh nilai-nilai:
kerohanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikian,
kebijaksanaanm etis, estetis dan nilai religious yang
manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia
karena bersumber pada kepribadian bangsa (Darmodiharjo
dalam Pryo Sularso: 2008)

Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan das solen
atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi das sein
ataukenyataan.

Nilai-nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental Negara.
Nilai-nilai Pancasila scbagai dasar filsfat Negara Indonesia pada haki-
katnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hokum dalam Ne-
gara Indonesia. Sehingga secara objektif merupakan suatu pandangan
hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang
meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Pada tanggal
18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri
Negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi
dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Sebagaimnan ditetapkan dalam
Ketetapan No. XX/MPRS/1966. Bahkan dasar fundamental moral yang
dituangkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut juga harus mendasarimoral
dalam kaitannya politik lvar negeri Indonesia.

Sehingga, hendaknya upaya perbaikan kondisi dan nasib bangsa ini
didasarkan pada moralitas, terttama pada moral ketuhanan dan
kemanusiaan dalam bingkai dasar Pancasila.

Pancasila merupakan sesuatu sistem nilai, oleh karena itu pada
hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang sistematis dan hirarkis.
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Sehingga meskipun dijelaskan secara rinci dalam sila-sila, namun
kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan keterkaitanya satu sama lain.
Adapun nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Ea.

Sila ketuhanan yang maha esa ini meliputi dan menjiwai keempat
silayang lannya. Terkandungnilai bahwa Negara yangIndonesia adalah
pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuvhan Yang Maha
Esa. Oleh karenanya, segala hal yang berkaitan dengan dengan
pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara. Moral
penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintah Negara, hokumn dan
peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga
Negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan.

Nilai ketuhanan merupakan nilsi tertinggi dan bersifat mutlak.
Kebebasan manusia harus diletakkan dalam kerangka kedudukan
manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi
paham ateisme. Demikian juga kebebasan akal manusia juga harus
diletakkan di bawah nilai Ketuhanan, sehingga tidak ada tempat bagi
kritik atas dasar akal terhadap nilai keTvhanan YangMaha Esa.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilainilai bahwa Negara,
HAM, menjunjung tingg harkat darimatrabat manusia sebagai makhluk
yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan terutama
dalam peraturan perundang-undangan tempatnya tyuan ketinggian
harkat dan martabat manusia. Terutama hak-hak kodrat manusia sebagai
hak dasar (Hak Asasi) harws dijamin dalam peraturan perundangan
Negara. Kemanusia yang Adil dan Beradab mengandung swatu nilai
kesadaran moral dan tinggah lakumanusia yang didasarkan pada potensi
budi nurani manwsia dalam hubungan dengan nilai dan norma
kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama
manusia maupun tethadap lingkungannya. Nilai kemanusaiaan yang
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beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang
beragama, bermoral dan berbudhaya.

Demikianlah kemudian berikutnya nilainilai tersebut harus
dijabarkan dalam segala aspek kehidupan.

3. SilaPersatuan Indonesia.

Dalam sila Persatu Indonesia terkandung nilai, Negara adalah
merupakan persckutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang
membentuk Negara; Suku, Ras Kelompok, golongan maupun agama.
Perbedhan diantaranya merupakan bawaan kodrat manusia dan juga
merupakan cirri khas masing-masing elemen. Konsekuensinya Negara
adalah beranekaragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam satu
perasatuan yang dilukisan dalam suatu semboyan: “Bhineka T unggal
Ika”. Negara memberikan kebebasan atas individu golongan, suky, ras,
maupun agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam
kehidupan bersamayang bersifat integral

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara
mutlak harus dilakukan dalam kehidupan bemegara. Nilainilai de-
mokrasi yang terkandung dalam sila keempat :

a. adanya perbedaan yang harus disertai tanggungjawab bak

terhadap masyarakat maupun secara moralterhadap Tuhan
Yang Maha Esa.

b. menjunjungtinggiharkat dan martabat.

menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuaan hidup
bersama.

d.  mengakui perbedaan individu, kelompok, ras, suku maupun
agama, karena perbedaan adalah bawaan kodrat manusia.

e. mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap
individu, kelompok, ras, sutkumaupun agama.
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mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan
yangadil dan beradab. Menjunjung tinggi azas musy awarah
mewujudkan dan mendasarkan suatukeadilan dalam kehidup-
an social agar tercapainya tujuan bersama. Seterusnya nilai-
nilai tersebut dikongkritkan dalam kehidupan bersama yaitu,
kehiduan kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas
kenegaraan, aspek politik, aspek hokum dan perundangan

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari
dan dijiwai oleh sila pertama, kedwa, ketiga sampai keempat. Dalam sila
tersebut terkandung niali yang merupakn jutuan Negara sebagai tujuan
dalam hidup bersama. Maka nilai keadilan yang harus terwujud dalam
kehidupan bersama adalah keadilan yang didasari dan dijiwai oleh haki-
kat keadilan kemanusiaan. Yaitu, keadilan hubungan manusia dengan
dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masya-
rakat, bangsa dan Negara sertahubungan manusia dengan Tuhannya.

Konsekuensi nilai keadilan yangharusterwujud acalah:

a.

80

Keadialan distributive yaitu suatu hubungan keadilan antara

Negara terhadap rakyatnya.
Keadilan legal yaitu suatu hubungan keadilan antara warga

Negara terhadap negaranya

Keadilan komunitatif adalah hubungan keadilan antara warga
Negara satu dengan yang lainnya secara timbal balik Sehingga
untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi selurth rakyat
Indonesia haruslah tercapai sebuah kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebjjaksanaan dan permusyawaratan perwakilan.
Yang didasari oleh adanya persatuan Indonesia. Persatuan
tersebut didasari oleh kemanusiaan yang adil dan beradab
yang menjadi dasar segala pelaksanaanya adalah keyakinan
terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Disinilah perwujudan
manusia sebagai makhluk sosial yang religious dalam etika
kehidupan berbangsa.[]
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BAB V

PANCASILA SEBAGAI ETIKA
POLITIK DAN IDEOLOGI

A. Pengantar

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan
suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma
bak norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya.
Dalam Filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-
pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan
komperhensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu
nilai. Oleh karena itu suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung
menyajlkan normma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu
tindakan atau aspek praksis melainkan suatu nilainilai yang bersifat
mendasar.

Sebagai suatu nilai, P ancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat
fundamental dan wniversal bagi manusia bak dalam hidwp
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Adapun manakala nilai-nilai
tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau
kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara maka
nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang
jelas schingga merupakan swatu pedoman. Norma-norma tersebut
meliputi (1) norma moral yaitu yang berkatan dengan tingkah laku
manusia yang dapat divkur dari sudut baik maupun buruk. Sopan
ataupun tidak sopan, swsila atau tidak asusila. Dalam kapasitas milah
nilai-nilai Pancasila telah terjabarkan dalam suatu norma-norma
moralitas atau norma-norma etika sehingga Pancasila merupakan sistem
etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. (2) norma hukum
yaitu suatu sitem peraturan perundang-undangan yang berlaku di
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Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila yang sejak dahulu
telah merupakan swatu cita-cita moral yang lvhur yang terwujud dalam
kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum menbentuk negara. Atas
dasar pengertian inilah maka nilai-nilai Pancasila sebenamya berasal dari
bangsa Indonesia sendiri atau dengan lain perkataan bangsa Indonesia
sebagai asal-mulamateri(kausa materialis) nilai-nilai Pancasila.

Jadi sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu
pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan
merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma
baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang paca gilirannya
harus dijabarkan lebh lanjuat dalam norma-norma etika, moral maupun
nomahukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.

Pengertian Ftika

Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagimenjadi beberapa cabang
menurwt lingkungan bahasannya masingmasing. Cabang-cabang itu
dibagi menjadi dua kelompok bahasan pokok yaitu filsafat teoritis dan
filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatuyang
ada, sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap
terhadapapayang ada tersebut. Jadi filsafat teoritis mempertany akan dan
berusaha mencari jawabannya tentang segala sesuatu, misalnya hakikat
manusia, alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang
pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang yang transenden dan
lan sebagainya. Dalam hal ii filsafat teoritispun juga mempunyai
maksud-maksud dan berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis,
karenapemahaman yang dicari menggerakkan kehidupannya.

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua
kelompok yaitu etika unumn dan etika khusus. Etikka erupakan suatu
pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-
pandangan moral. Etika adalah swatu imu yang membahas tentang
bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran morsl tertenty, atau
bagaimana kita harus mengambil skap yang bertanggung jawab
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berhadapan dengan pelbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika khusus
dibagi menjadi etika indisial yang membahas tentangkewajiban manusia
terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu
bagian terbesar dari etikakhusus.

Etika berkaitan dengan pelbagai masalah nilai karena etika pada
pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan
predikat nilai “asusila” dan “tidak asusila”, “baik” dan “buruk”. Sebagai
bahasan khusus etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang
dapat discbut susila atau bijak. Kwalitas-kualitas ni dinamakan kebajikan
yang dilawankan dengan kejahatab yang berarti sifat-sifat yang
menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang
tidak susila. Sebenamya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-
prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia
(Kattsoff, 1986). Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan dengan
dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah lakumanusia.

B. Pengertian, Nilai, Norma dan Moral
1. Pengertian Nilai

Nilai atau “Value” (bhs. Inggris) termasuk bidang kajian filsafat.
Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu
cabang filsafat yaitu Filsafat Nilai (Axiology, Theory of Valwe). Filsafat
sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilainilai. Istilah nilai di
dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang
artinya “keberhargaan’ (Worth) atau ‘kebaikan (goodness), dan kata
kerja yang artinya suatutindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau
melakukan penilaian, (Frankena,229).

Di dalam Dictionary of Sosciology and Related Sciences
dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada
pada swatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda
yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, (The
believed capacity of any object to statisfy a human desire). Jadi nilai itu
pada hakikatnyaadalah sifat ataukualitas yang melekat pada suatuobjek,
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bukan objek itu sendiri. Sesuatu itumengandung nilai artinya ada sifat
ataukualitas yang melekat pada seswatu itu. Misalnya, bunga itu indah,
perbuatan itu susila. Indah, susila adalah sifat atau kualitas yang melekat
pada bunga dan perbuatan. Dengan demikian maka nilai itu sebenamya
adalah suatu kenyataan yang “tersembunyi” di balk kenyataan-
kenyataan lainnya. Ada nilai itukarena adanyakenyataan-kenyataan lain
sebagai pembawa nilai (wartrager).

Menilai berarti menimbang, swatu kegatan manuwsia untuk
menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk
selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itumerupakan keputusan nilai
yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak
benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan nilai yang
dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan wnsur-unsur
jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak) dan kepercayaan. Sesuatu itu
dikatakan bemilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah,
baik, dan lain sebagainya.

Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan,
dambaan-dambaan dan keharusan. Maka apabila kita berbicara tentang
nilai sebenamya kita berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang
merupakan cita-cita, harapan dambaan dan keharusan. Berbicara tentang
nilai berarti berbicara tentang das Sollen, bukan das Sein, kita masuk
kerokhanian bidang maknanormatif, bukan kognitif, kita masuk ke dunia
ideal dan bukan dunia real. Meskipun demikian, di antara keduanya,
antara das Sollen dan das Sein, antara yang makna normatif dan
kognotif, antara dunia ideal dan dunia real itu saling bethubungan atau
saling berkaitan secara erat. Artinya bahwa das Sollen itu harus
menjelma menjadi das Sein, yang ideal harus menjadi real, yang
bermaknanommatifharus direalisasikan dalam perbuatan sehari-hariyang
merupakan fakta. (Kodhi, 1989:21).

2. Hierarkhi Nilai

Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai hal in sangat
tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam
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menentukan tentang pengertian serta hierarkhi nilai. Misalnya kalangan
materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai material.
Kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai
kenikkmatan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bemilai, hanya nilai
macam apa yang aca serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan
manusia. Banyak usaha untuk menggolonggolongkan nilai tersebut dan
pengeolongan tersebut amat beranekaragam, tergtung pada sudut
pandang dalam rangka penggolongan tersebut.

Max Sceler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama
luhrunya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara senyatanya ach yang
lebih tinggi dan adh yang lebih rendah dibandingkan dengan nilainilai
lamnya. Menurwt tingg rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan
dalam tempat tingkatan sebagai berikut:

1. Nilainilai kenikmatan: dalam tingkatan ini terdapat deretan
nilai-nilai yang mengenakkan dan tidak mengenakan (die
Wertrethe des Angenehmen und Unangehmen), yang
menyebabkan orang senang ataumenderita tidak enak.

2. Nilainilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai
yang penting bagi kehidupan (Werte des vitalen Fuhlens)
misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum.

3. Nilainilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai
kejiwaan (geistige werte) yang sama sekali tidak tergantung
dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai
semacam ini ialah kemndahan, kebenaran, dan pengetahuan
mumi yang dicapai dalam filsafat.

3. Nilainilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapatlah modalitas
nilai dari yang suci dan tak suci (wermodalitat des Heiligen
ung Unheiligen). Nilainilai semacam ini terutama terdiri dari
nilai-nilaipribadi.

Walter G. Everest menggolong-golongkan nilai-nilai manusiawi

kedalam delapan kelompok yaitu:

1. Nilainilai ekonomis (ditujukan oleh harga pasar dan meliputi
semua benda dapat dibeli)

Nilai-nilai Dasar Pancasila | 85



86

8.

Nilainilai kejasmanian (membantu pada kesehatan, efisiensi
dan keindahan dari kehidupan badan).

Nilainilai hiburan (nilainilai permainan dan waktu senggang
yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan).
Nilainilai sosial (berasal mula dari keutuhan kepribadian dan
sosial yang diinginkan).

Nilainilai watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan
sosial yang diinginkan).

Nilainilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya
seni).

Nilainilai intelektual (nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran
kebenaran).

Nilainilaikeagamaan.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

1.

Nilai material, yaitu segala seswatu yang berguna bag

kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material ragawi

manusia.

Nilai vital, yaitu segala seswatu yang berguna bagi manusia

untuk dapat menggadak an kegiatan atau aktivitas.

Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bag

rohani manusia nilai kerohanian nilai kerohanian ini dapat

dibedakan atas empat macam:

a. Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi,
cipta) manusia.

b. Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada
unsur perasaan (esthetis, govoel, rasa) manusia.

c. Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada
unsur kehendak (will, Wollen, karsa) manusia.

d. Nilai religus, yang merupakan nilai kerokhanian
tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada
kepercayaan atau keyakinan manusia.
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Masih banyak lagi carapengelompokan nilai, misalnya seperti yang
dilakukan N. Rescher, yaitu pembagian nilai berdasarkan pembawa nilai
(trager), hakikat keuntungan yang diperoleh, dan hubungan antara
pendukung nilai dan keuntungan yang diperoleh. Begtu pula dengan
pengelompokan nilai menjadi nilai intrinsik dan ekstrinsik, nilai objekt if
dan nilai subjektif, nilai positif dan nilai negatif (disvalue), dan
sebagainya.

Dari waian mengenai macam-macam nilai di atas, dapat dkemuka-
kan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang
berujudmaterial saja, akan tetapi juga sesuatu yang berujud non-material
atau imaterial. Bahkan sesuatu yang immaterial itu dapat mengandung
nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material
relatif lebh mudah diukur, yaitu dengan menggunakan alat indra
maupun alat pengukur seperti berat, panjang, luas dan sebagainya.
Sedangkan nilai kerokhanian/spiritual lebih sulit mengukumya. Dalam
menilai hal-hal kerokhanian/spiritual, yang menjadi alat ukumya adalah
hati nurani manusia yang dibantu oleh alat inra, cipta, rasa, karsa dan
keyakinan manusia.

Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong
nilainilai kerokhanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui
adanya nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai lain
secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai
kebenaran, nilai keindahan atau nilai estetis, nilai kebaikan atau nilai
moral, maupun nilai kesucian yang sistematika-hirarkhis, yang dimulai
dari sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai ‘dasar’ sampai dengan sila
Keadilan Sosial bagi selurth rakyat Indonesia sebagai ‘tujuan’
(Darmodiharjo, 1978).

Selain nilainilai yang dikemukakan oleh para tokoh aksiologi
tersebut menyangkut tentang wujud macamnya, nilai-nilai tersebut juga
berkaitan dengan tingkatan-tingkatannya. Hal ini kita lihat secara objekt if
karena nilai-nilai tersebut menyangkut segala aspek kehidupan manusia.
Ada sekelompok nilaiyang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih
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tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya ada yang lebih rendah
bahkan adatingkatan nilai yang bersifat mutlak. Namun demikian hal ini
sangat tergantung pada filsafat dari masyarakat atau bangsa sebagai
subjek pendukung nilainilai tersebut. Misalnya bagi bangsa Indonesia
nilai religius merupakan suatu nilai yang tertinggi dan mutlak, artinya
nilai religius tersebut heirarkhinya di atas segala nilaiyang ada dan tidak
dapat di jastifikasi berdasarkan akal manusia karena pada tingkatan
tertentu nilai tersebut bersifat di atas dan di luar kemampuan jangkauan
akal pikir manusia. Namun demikian bagi bangsa yangmenganut paham
sekuler nilai yang tertinggi adalah pada akal pikiran manusi sehingga
nilaiketuhanan di bawah otoritas akalmanusia.

Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praktis

Dalam katannya dengan derivasi atau penjabarannya maka nilai-
nilai dapat dkelompokkan menjadi tiga macam yaitu nilai dasar, nilai
instrumental dan nilai praktis.

a.  Nilai Dasar

Walawpun nilai memiliki sifat abstrak artinya tidak dapat
diamati melalui indra manusia,namun dalam realisasinya nilai
berkaitan dengan tingkah laku atau segala agpek kehidupan
manusia yang bersifat nyata (praksis) namun demikian setiap
nilai memiliki nilai dasar (dalam behasa ilmiahnya disebut
dasar onotologis), yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari
ataumakna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar
ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan
objektif segala sesuatumisalnya hakikat T vhan, manusia atau
segala sesuatu lainnya. Jikalaunilai dasar itu berkaitan dengan
hakikat Tuhan maka nilai tersebut bersifat mutlak karena
hakikat Tuhan acalah kawsa prima (sebab pertama), sehingga
segala sesuatu diciptakan (berasal) dari T uhan. Demikian juga
jikalaunilai dasar itu berkaitan dengan hakikat manusia, maka
nilainilai tersebut bersumber pada hakikat kodrat manusia,
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sehingga jikalau nilai-nilai dasar kemanusiaan itu dijabarkan
dalam normma hukum maka diistilahkan sebagaihak dasar (hak
asasi). Demikian juga hakikat nilai dasar itu juga dapat juga
berlandaskan pada hakikat seswatu benda, kuantitas, aksi,
relasi, ruang maupun, waktu Demikianlah sehingga nilai
dasar dapat juga disebut sebagai sumber normma yang pada
gilrannya djabarkan atau direalisasikkan dalam suatu
kehidupan yang bersifat praksis. Konsekuensinya walaupun
dalam aspek praksis dapat berbeda-beda namun secara
sistematis tidak dapat bertentangan dengan nilai dasar yang
merupakan sumber penjabaran norma serta realisasi praksis
tersebut.

Nilai Instrumental

Untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan praksis
maka nilai dasar tersebut di atas harus memiliki formulasi
serta parameter atau ukuran yang jelas. Nilai instrumental
inilah yang merupakan suatu pedoman yang dapat divkur dan
dapat diarahkan. Bilamana nilai mstrumental tersebut
berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan
sehari-hari maka hal i akan merupakan suatunorma moral.
Namun jikalau nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu
organisasi ataupun negara maka nilai-nilai nstrumental itu
merupakan suatu arahan, kebijaksanaan atau strategi yang
bersumber pach nilai dasar. Sehingga dapat juga dikatakan
bahwa nilai isntrumental itu merupakan suatu eksplitasi dari
nilai dasar.

NilaiPraksis

Nilai praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih
lanjut dari nilai nstrumental dalam suatu kehidupan yang
nyata. Sehingga nilai praksis ini merupakan perwujudan dari
nilai mstrumental itu Dapat juga dimungkinkan berbea-beda
wujudnya, namun demikian tidak bisa menyimpang atau
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bahkan tidak dapat bertentangan. Artinya oleh karena nilai
dasar, nilai mstrumental dan nilai praksis itu merupakan suatu
sistem perwyjudannya tidak boleh menyimpang dari sistem
tersebut.

3. Hubungan Nilai, Norma dan Moral

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nilai adalah kualitas dari
suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahirmaupun batin.
Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan, alasan, atau ter-
motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadarimaupun tidak.

Nilai berbeda dengan fakta di mana fakta dapat diobservasi melalui
suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya
dapat dipahami, dipikirkan dimengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai
berkaitan juga dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu
pertimbangan intemal (batiniah) manusia. Nilai dengan demikian tidak
bersifat kongkrit yaitutidak dapat ditangkap dengan indra manusia, dan
nilai dapat bersifat subjektif maupun objektif. Bersifat subjektif
manakala nilai tersebut diberikan oleh subjek (dalam hal ini manusia
sebagai pendukung pokok nilai) dan bersifat objektif jikalau nilai
tersebut telah melekat paca sesuatiterlepas dari penilaian manusia.

Agar nilai tersebut menjadi lebh berguna dalam menuntun sikap
dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikongkritkan lagi serta
diformulasikan menjadi lebih objektif schingga menudahkan manusia
untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara kongkrit. Maka wujud
yang lebih kongkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma.
Terdapat berbagai macam norma, dan dari berbagai macam norma
tersebut norma hukumlah yang saling kuat keberlakuannya, karena dapat
dipaksakan oleh suatu kekuasaan ekstemal misalnya penguasa atau
penegak hukum.

Selanjutnya nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan
etika. Istilah moralmengandung integritas dan martabat pribadi manusia.
Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang
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dimilikinya. Makna moral yangterkandung dalam kepribadian seseorang
itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian nilah
maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah
laku manusia.

Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali
dan kadangkala kedwa hal tersebut disamakan begitu saja. Namun
sebenamya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yaitu meru-
pakan suatu ajaran-ajaran ataupun wejangan-wejangan, patokan-patokan,
kumpulan peraturan, bail lisan maupun tertulis tentang bagaimana
manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik.
Adapwun di pihak lain etika adalah swatu cabang filsafat yaitu suatu
pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-
pandangan moral terssbut (Krammer, 1988 dalam Darmodihardio,
1996). Atau juga scbagaimana dikemukakan oleh De Vos (1987), bahwa
etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahvan tentang kesusilaan.
Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan adalah identik dengan
pengertian moral, sehingga etika pada hakikatnya adalah sebagai ilmu
pengetahuan yangmembehastentangprinsip-prinsip moralitas.

Setiap orang memilik moralitasnya sendiri-sendiri, tetapi tidak
demikian halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan
pemikiran yangkritisterhadap etika. Terdapat suatukemungkinan bahwa
seseorang mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yang ada dalam
suatu masyarak at tanpa perlumereflek sk an secara kritis.

Etika tidak berwenangmenentukan apa yang boleh atau tidak boleh
dilakukan oleh seseorang Wewenang ini dipandang berada di tangan
pihak-pihak yang memberikan ajaran moral. Hal iilah yang menjadi
kekuangan dari etika jkalau dibandingkan dengan ajaran moral.
Sekalipun demikian, dari etika seseorang dapat mengerti mengapa, dan
atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu. Hal
terakhir mnilah yang merupakan kelebhan etika jikalau dibandingkan
dengan moral

Hal mni dapat dianalogikan bahwa ajaran moral sebagai buku
petunjuk tentang bagaimana kita memperlakukan sebuah mobil dengan
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baik, sedangkan etika memberikan pengertian pada kita tentang struktur
dan teknologi mobil itu sendiri. Demikianlah hubungan yang sistematis
antara nilai, norma dan moral yangpada gilirannyaketiga aspek teesebut
terwujud dalam suatu tingkah lakupraksis dalam kehidupan manusia.

C. EtikaPolitik

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa filsafat dibagi menjadi
beberapa cabang, terutama dalam hubungannya dengan bidang yang
dibahas. Jikalau dikelompokkan cirinya, maka filsafat dibedakan atas
filsafat teroritis dan filsafat praksis. Filsafat teoritis membahas tentang
makna hakiki segala sesuatu, antara lain manusia, alam, benda fisk,
pengetahuan bahkan juga tentang hakikat yang transenden. Dalam
hubungan ini filsafat teoritis pun pada kahimya sebagai sunber pengem-
bangan hal-hal yang bersifat praksis termasuk ilmu pengetahvan dan
teknologi. Filsafat praksis sebagai bidang kedua, membahas dan mem-
pertanyakan aspek praksis dalam kehidupan manusia, yaitu etika yang
mempertanyakan dan membahas tanggung jawab dan kewajiban manu-
sia dalam hubungannya dengan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan
negara, lingkungan alam serta terhadap Tuhannya (Suseno, 1987:12).

Pengelompokan etika scbagaimana dibahas dimuka, dibedakan atas
etika umum dan etika khusus. Etika umun membahas prinsip-prinsip
dasar bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas
prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam
pelbagai lingkungan kehidupannya. Etika khusus dibedakan menjadi
pertama, etika ndividual, yang membahas tentang kewajiban manusia
sebagai mvidu terhadap dirinya sendiri, serta melalui sutau hati terhadap
Tuhannya, dan kedwa: etika sosial membahas kewajiban serta norma-
norma moral yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan dengan sesama
manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Etika sosial memuat banyak
etika yang khwus mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia
tertentu, misalnya etika keluarga, etika profesi, etika lingkungan, etika
pendidikan, etika scksual dan termasuk juga etika politk yang
menyangkut dimensi politis manusia.
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Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan
dengan subjek sebagai pelaku etikamanusia. Oleh karena itu etika politik
berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan
kenyataan bahwa pengertian ‘moral’ senantiasa menunjuk kepada
manusia sebagai subjek etika. Maka kewajjiban moral dibedakan dengan
pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah
kewajiben manusia scbagai manusia. Walaupun dalam hubungannya
dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap
meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih
meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan
kepada hakikat manusia scbagai makhluk yang beradab dan berbudaya.
Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara
lain berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral.
Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang
otoriter, yang memaksakan kehendak kepada manusia tanpa memper-
hitungkan dan mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan. Dalam
suatu masyarakat negara yang demikian i maka seorang yang baik
secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara
serta masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan
yang buruk dalam suatu masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi
etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan
martabat manusia sebagaimanusia (lihat Suseno, 1987: 15).

1. Pengertian Politik

Telah dijelaskan di muka bahwa etika politik termasuk lingkup
etika sosial, yang secara harfiah berkaitan dengan bidang kehidupan
politik. Oleh karena itu dalam hubungan mi perlu dijelaskan terlebih
dahulu lingkup pengertian politik sebagai objek materia kajian bidang
ini, agar dapat diketahui lingkup pembahasannya secara jelas.

Pengertian ‘Politik’ berasal dari kosa kata ‘Politics’, yang memiliki
makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau
‘negara’, yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem
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itu dan dikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. ‘Pengambilan
keputusan’ atau ‘ decisionmaking’ mengenai apakah yang menjadi tyjuan
dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan
penyusunan skala prioritas daritujuan-tujuan yangtelah dipilih itu

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijak-
sanaan-kebijaksanaan umum atau public policies, yang menyangkut
pengaturan dan pembagian atau distributions dari sumber-sumber yang
ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, diperlukan
suatu kekuasaan (power), dan (authority), yang akan dipakai baik untuk
membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang
mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat
persuasi, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan (coercion). Tanpa
adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan
keinginan belaka (statement of intent) yangtidak akan pemah terwujud.

Politk selalu menyangkut tujuan-tuyjuan dari seluruh masyarakat
(public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (privat goals). Selain
itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partaiyang
lembaga masyarak at maupun perseorangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politk maka
secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok
yang berkaitan dengan negara (state), kekuasaan (power), pengambilan
keputusan  (dectsionmaking), kebijaksanaan (policy), pembagian
(distribution), serta alokasi (allocation) (Budiardjo, 1981: 8,9).

Jikalau dipahami berdasarkan pengertian politik secara sempit
sebagaimana diuraikan di atas, maka seolah-olah bidang politik lebih
banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga-
lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para pejabat serta
birokrat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Bilamana
lingkup pengertian politik dipahami seperti itu maka terdapat suatu
kemungkinan akan terjadi ketimpangan dalam aktwalisasi berpolitik,
karena tidak melibatkan aspek rakyat bakk sebagai individu maupun
sebagai suatu lembaga yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu
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dalam hubungan dengan etika politik pengertian politik tersebut harus
dipahami dalam pengertian yang lebih luas yaitu menyangkut seluruh
unsr yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut
masy arakat negara.

2. Dimensi Politik Manusia
a. Manusia sebagai Makhluk Individu Sosial

Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat
kodrat manusia, dari kaca mata yang berbeda-beda. Paham mdivi-
dualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme, memandang
manusia sebagai makhluk individuyang bebas. Konsekuensinya dalam
setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara dasar ontologis ini
merupakan dasar moral politik negara. Segala hak dan kewajiban dalam
kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan
tuyjuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu.
Sebaliknya kalangan kolektivisme yang merupakan cikal bakal
sosialisme dan komunisme memandang sifat kodrat manusia scbagai
makhluk sosial saja. Individu menurat paham kolektivisme dipandang
sekedar sebagai sarana bagi masyarakat. Oleh karena itu konsekuensinya
segala aspek dalam realisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
paham kolektivisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai
makhluk sosial. Segala hak dan kewajiban baik moral maupun hukum,
dalam hubungan masyarakat, bangsa dan negara senantiasa diukur
berdasarkan filosofimanusia sebagai makhluk sosial.

Berdasarkan fakta dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak
mungkin memenuhi segala kebutuhannya, jikalau mendasarkan pada
suatu anggapan bahwa sifat kodrat manusia hanya bersifat individu atau
sosial saja. Manusia memang merupakan makhluk yang bebas, namun
untuk menjamin kebebasannya ia senantiasa memerlukan orang lain atau
masyarakat. Oleh karena itu manusia tiddk mungkin bersifat bebas
jikalau ia hanya bersifat totalitas individu atau sosial saja. Dalam
kapasitas moral kebebasan manusia akan menentukan apa yang harus
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dilakukannya dan apayang tidak dilakukannya. Konsekuensinya ia harus
mengambil sikap terhadap alam dan masyarakat sekelilingnya, ia dapat
menyeswaikan diri dengan harapan orang lain akan tetapiterdapat suatu
kemungkinan untuk melawan mereka. Manusia adalah bebas sejauh ia
sendiri mampu mengembangkan pikirannya dalam hubungan dengan
tyuan-tujuan dan sarana-sarana kehidupannya dan sejauh ia dapat
mencoba untuk bertindak sesuai dengannya. Dengan kebebasan manusia
dapat melihat ruang gerak dengan pelbagaikemugkinan untuk bertindak,
sehingga secara moral senantiasa berkaitan dengan orang lain. Oleh
karena itu bagaimanapun juga ia harus memutuskan sendiri apa yang
layak atau tidak layak dilakukannya secara moral la dapat
memperhitungkan tindakannya serta bertanggung jawab atas tindakan-
tindak an tersebut (lihat Suseno, 1987: 16).

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kebebasan sebagai
individu dan segala aktivitas dan kreativitas dalam hidupnya senantiasa
tergantung kepada orang lain, hal ini dikarenak an manusia sebagai warga
masyarakat atau sebgai makhluk sosial. Kesosialannya tidak hanya
merupakan tambahan dari lvar terhadap individualitasnya, melainkan
secara kodrati manusia ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa,
senantiasa tergantung kepada orang lain. Hal iilah yang menentukan
segala sifat serta kepribadiannya, schingga individualitas dan sosialitas-
nya senantiasa bersifat korelatif. Manusia di dalam hidupnya mampu
bereksistensi karena orang lain dan ia hanya dapat hidup dan berkem-
bangkarena hubungannya dengan orang lain. Segala keterampilan yang
dibutuhkannya agar berhasil dalam segala kehidupannya serta
berpartisipasi dalam kebudayaan diperolehnya dari masyarakat.

Di samping kebebasannya sebagai ndividu, kesosialan manusia
dapat dibuktikan melalui kodrat kehidupannya, sebab manusia lahir di
dunia senantiasa merupakan suatu hasil interaksi sosial. Selain itutanda
khas kesosialan manusia acalah terletak pada penggunaan bahasa sebagai
suatu sistem tanda dalam suatu komunikasi dalam masyarakat. Bahasa
bukan hanya sekedar sarana komunikasi melankan wahana yang
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memasgtikan dan mengantarkan manwia memahami realitas di
sekelilingnya. Maka realitas yang kita alami, isi pengalaman kita sendiri
senantiasa berwujud sosial karena dipolakan melalui bahasa. Melalui
bahasa manusia masuk ke dalam lembaga-lembaga sosial seperti
keluarga, organisasi sosial serta bentuk-bentuk kekerabatan lainnya,
bahkan dalam lingkungan masyarakat, bangsa maupun negara. Melalui
bahasa manusia mampu berpatisipasi dalam sistem-sissem simbolik,
seperti agama, pandangan dunia, ideologi yang dibangun oleh manusia
untuk mencapai tingkat martabat kehidupan yan lebih tinggi.

Berdasarkan sifat kodrat manusia tersebut, maka dalam cara
manusia memandang dunia, menghayati dirinya sendiri, menyembah
Tuhan Yang Maha Esa, dan menyadari apa yang menjadi kewajibannya
ia senantiasa dalam hubungannya dengan orang lain. Segala hal yang
berkaitan dengan sikap moralnya bak hak maupun kewajiban moralnya,
tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan norma-norma secara individual,
melainkan senantiasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Oleh
karena itu tanggung jawab moral pribadi manusia hanya dapat
berkembang dalam kerangka hubungannya dengan orang lain, sehingga
kebebasan moralitasnya senantiasa berhadapan dengan masyarakat.

Dasar filosofis sebagaimana terkandung dalam Pancasila yang
nilainya terdapat dalam budaya bangsa, senantiasa mendasarkan hakikat
sifat kodrat manusia adalah bersifat ‘monodualis’, yaitu sebagai makhluk
individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Maka sifat serta ciri khas
kebangsaan dan kenegaraan Indonesia bukanlah totalitas individualistis
maupun sosialistis, melainkan monodualistis. Secara moralitas negara
bukanlah hanya demi tujuan kepentingan individu-individu belaka, dan
juga bukan demi tujuan kolektivitas saja melainkan tyjuan bersama baik
meliputi kepentingan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat
secara bersama. Dasar ini merupakan basis moralitas bagi pelaksanaan
dan penyelen ggaraan negara, sehingga konsekuensinya segala keputusan,
kebijaksanaan serta arah dari tujuan negara Indonesia harus dapat
dikembalikan secara moral kepada dasar-dasar tersebut.
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b. Dimensi Politis Kehidupan Manusia

Dalam kehidupan manusia secara alamiah, jaminan atas kebebasan
manusia baik sebagai individu maupun makhluk sosial sulit untuk dapat
dilaksanakan, karena terjadinya perbenturan kepentingan di antara
mereka schingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkhisme
dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu
masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat
itulah yang disebut negara. Oleh karena itu berdasarkan sifat kodrat
manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dimensi politis
mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara, sistem-sistem nilai
serta ideologi yang memberikan legit imasikepadanya.

Dalam hubungan dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk
individu dan makhluk sosial, dimensi politis manusia senantiasa
berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga senantiasa
berkaitan dengan kehidupan masyarakat secarakeseluruhan. Oleh karena
itu pendekatan etika politik senantiasa berkatan dengan sikap-sikap
moral dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat secara
keselurvhan. Sebuah keputusan bersifat politis manakala diambil dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.
Dengan demikian dimensipolitis manusia dapat ditentukan sebagai suatu
kesadaran manusia akan dirinya sendiri scbagai anggota masyarakat
sebagai statu keselurvhan yang menentukan kerangkakehidupannya dan
ditentukan kembali oleh kerangka kehidupannya serta ditentukan
kembali oleh tindakan-t in dak anny a.

Dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu
pengertian dan kehendak untuk bertindak, sehingga dua segi fundamental
itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini
yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Manusia
mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat yan ditimbul-
kan karena tindakannya, akan tetapi hal ini dapat dhindarkan karena
kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Akan
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tetapi sering dijumpai karena keterbatasan pengertian atau bahkan
kesadaran akan tanggung jawab terhadap manusia lain dan masyarakat,
maka tindakan pelanggaran moral akan dilakukan schingga berakibat
kepadakerugian manusia lain. Aspek kemampuan umntuk melakukan atau
tidak melakukan secara moral sangat tergantung kepada akal budi
manusia.

Jikalau pada tingkatan moralitas dalam kehidupan manusia sudah
tidak dapat dipenuhi oleh manwsia dalam menghadapi hak orang lain
dalam masyarakat, maka harus dilakukan suatu pembatasan secara
normatif. Lembaga penata normatif masyarakat adalah hukum. Dalam
suatu kehidupan masyarakat hukumlah yang memberitahukan kepada
semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum
terdiri atas norma-norma bagi kelakuan yang betul dan salah dalam
masyarakat. Hukum hanya bersifat normatif, dan tidak secara efektif dan
otomatis mampu menjamin agar setiap anggota masyarakat taat kepada
norma-normanya. Oleh karena itu yang secara efektif dapat menent ukan
kelakuan masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan
untuk memak sakan kehendaknya, dan lembaga itu adalah negara. Penataan
efektif masyarakat adalah penataan yang de fakto yaitu penataan yang
berdasarkan kenyataan menentukan kelakuan masyarakat. Namun perlu
dipahami bahwa negara yang memiliki kekwasaan itu adalah sebagai
perwyjudan sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial, jadi
lembaga negara yang memiliki kekuasaan adalah lembaga negara sebagai
kehendak untuk hidup bersama (lihat Suseno. 1987:21).

Dengan demikian hukum dan kekuasaan negara merupakan aspek
yang berkaitan langsung dengan etika politik. Hukum sebagai penataan
masyarakat secara normatif, serta kekuasaan negara sebagai lembaga
penata masyarakat yang efektif pach hakikatnya sesuai dengan struktur
sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Hukum tanpa
kekvasaan negara akan merupakan aturan nommatif yang kosong,
sedangkan negara tanpa hukum akan merosot menjadi kehidupan yang
berada di bawah sifat manusiawi karena akan berkembang menjadi
ambisi kebinatangan, karena tanpa tatanan normatif. Negara berbuat
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tanpa tatanan hukum akan sama halnya dengan kekuasaan tanpa
pembatasan, schingga akan terjadi penindasan manusia, yang lazimnya
disebut negara otorit erianisme.

Oleh karena itu baik hukum maupun negara keduanya memerlukan
suatu legitimasi. Hukum harus mampu menunjukkan bahwa tatanan
adalah dari masyarakat bersama dan demi kesejahteraan bersama, dan
bukannya berasal dari kekuasaan. Demikian pula negara yang memiliki
kekuasaan harus mendasarkan pada tatanan normatif sebagai kehendak
bersama semua warganya, schingga dengan demikian negara pada
hakikatnya mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang menentukan
tatanan hukum tersebut.

Maka etika politk berkaitan dengan objek forma etkka, yaitu
tinjavan berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika, tethadap objek materia
politik yang meliputi legitiasi negara, hukum, kekuasaan serta penilaian
kritis terhadap legitimasi-legitimasi.

3. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik

Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan
sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga meru-
pakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi
kekuasaan, hukun serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan
penyelenggaraan negara. Sila pertama ‘Ketvhanan Yang Maha Esa’ serta
sila kedua ‘Kemanusiaan yang Adl dan Beradab’ adalah merupakan
sumber nilai-nilaimoral bag kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Negara Indonesia yang berdasarkan sila I ‘Ketuhanan Yang Maha
Esa’ bukanlah negara ‘Teokrasi’ yang mendasarkan kekuasaan negara
dan penyelenggara negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala
negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan
berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karena
itu asas sila ‘Ketvhanan Yang Maha Esa’ lebih berkaitan dengan legiti-
masi moral. Hal inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan
Yang Maha Esa dengan negara teokrasi Walaupun dalam negara
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Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara
moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal
dariTuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.

Selain sila I, sila II ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ juga
merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Negara
pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari
umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah
tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi
kesejahteraan bersama (sila III). Oleh karena itu manusia pada
hakik atnya merupakan asas yang bersifat fundamental dalam kehidupan
negara. Manusia adalah merupakan dasar kehidupan serta pelaksanaan
dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu asas-asas kemanusiaan
adalah bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam
kehidupan negara kemanusiaan harus mendapatkan jaminan hukum,
maka hal nilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar
(asasi) manusia. Selain itu asas kemanusiaan juga harus merupakan
prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik
menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas
legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang
berlaku, (2) disshkan dan dijalankan secara demokrasi (legistimasi
demokratis), dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau
tidak bertentangan dengannya (legtimasi moral) (lihat Suseno,
1987:115). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar
tersebut.dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyang
kut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta
kewenangan harus bercasarkan legitimasi moral religius (sila I) serta
moral kemanusiaan (sila II). Hal ini ditegaskan oleh Hatta tatkala
mendirikan negara, bahwa negara harus berdasarkan moral Ketuhanan
dan moralkemanusiaan agar tidak terjerumus kedalam machtsstaats, atau
negarakekuasaan []
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BAB VI

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NASIONAL

A. Pengertian Asal Mula Pancasila

Pancasila scbagai dasar filsafat serta idelogi bangsa dan negara
Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya dicip-
takan oleh sescorang sebagaimana yang terjadi pada idelogi-idelogi lain
didunia, namwn terbentuknya P ancasila melalui proses yang cukup pan-
jang dalam sejarah bangsa Indonesia.

Secara kausalitas Pancasila sebelum disyahkan menjadi dasar filsa-
fat negara nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia
sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai
religious. Kemudian para pendiri negara Indonesia mengangkkat nilai-
nilai tersebt dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan
moral yang Ivhur, antara lain dalam sidangsidang BPUPKI pertama,
sidang Panitia Sembilan yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta
yangmemuat Pancasila yang pertama kali, kemudian dibahas lagi dalam
sidang BPUPKI kedua,. Setelah kemerdekaan Indonesia sebelumn resmi
PPKI Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara dibehas serta
disempurnakan kembali dan akhimya pada tanggal 18 Agustus 1945
disyahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu agar memiliki pengetahuan yang lengkap tentang
proses terjadinya Pancasila, maka secara ilmiah harus ditinjau berdasar-
kan proses kausalitas. Maka secara kausalitas asal mula Pancasila
dibedakan atas dua macam yaitu asal mula langsung dan asal mula
yang tidak langsung Adapun pengertian asal mula terscbut adalah
sebagai berikut:
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1. Asal Mulayang Langsung

Pengertian asal mula secara imiah filsafati dibedakan atas empat
macam yaitu Kausa Materialis, Kausa Formalis, Kausa FEfficient dan
Kausa Finalis (Bagus, 1991: 158). Teori kausalitas ini dikembangkan
oleh Aristoteles, adipun berkaitan denga nasal mula yang langsung
tentang Pancasila adalah asal mula yang langsung terjadinya Pancasila
sebagai dasar filsafat negara yaitu asalmulayang sesudah dan menjelang
Proklamasi Kemerdekaan yaitu sejak dirumuskan oleh para pendiri
negrra sejak sidang BPUPKI pertaman, Panitia Sembilan, sidang
BPUPKI kedua serta sidang PPKI sampai pengesahannya. Adapun
rincian asalmula langsung Pancasila tersebut menurut Notonagori adalah
sebagai berikut:

(a) Asal mula bahan (Kausa Materialis)
Bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila
sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan
unsur-unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa
nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilainilai religious yang
terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan
demikian asal bahan Pncasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri
yangterdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup.

(b) Asal mula bentuk (Kausa Formalis)
Hal mni dimaksudkan sebagaimana asal mula bentuk atau
bagaimana betuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat
dalam Pembukaan UUD 1945. Maka asal mula bentuk Pancasila
adalah Ir. Soekamo bersama-sama Drs. Moh. Hatta serta anggota
BPUPKI lainnya merunuskan dan membahas Pancasila terutama
dalam hal bentuk, rumusan sertanama Pancasila.

(¢) Asal mulakarya (Kausa Effisien)
Kausa effisien atau asal mula karya yaitu asal mula yang
menjadikan Pancasila dari calon dasar negaramenjadi dasar negara
yang sah. Adapun asal mula karya adalah PPKI sebagai pembentuk
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negara dan atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan
Pancasila menjadi dasar negawra yang sah, setelah dilakukan
pembahas baik dalam sidingsidang BPUPKI, Panitia Sembilan.

(d) Asal mulatujvan (Kausa Finalis)

Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam siding-sidang para diri
negara, tujuannya adalah untuk dijadkan sebagai dasar negara.
Oleh karena itu asal mula tyuan terscbut adalah para anggota
BPUPKI dan Panitia Sembilan termasuk Soekamo dan Hatta yang
menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkan
oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Demikian pula para
pendiri negara terscbut juga berfungsi sebagai kausa sambungan
karenayangmerumuskan dasar filsafat negara.

2.  Asal Mulayang Tidak Langsung

Secara kausalitas asal mula tidak langsung Pancasila adalah asal
mula sebelunnya proklamasi kemerderkaan. Berarti bahwa asal mula
nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam adat-istiadat, dalam kebudayaan
serta dalam nilai-nilai agama bangsa Indonesia, sehingga dengan demi-
kian asal mula tidak langsung Pancasila adalah terdapat pada kepribadian
serta dalam pandangan hidup schari-hari bangsa Indonesia. Maka asal
mula tidak langsung Pancasila bilaman dirinci adalah sebagai berikut :

(1) Unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirw-
muskan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya yaitu nilai
ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatvan, nilaikerakyatan
dan nilai keadilan telah ada dan tercermin dalam kehidupan
sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara.

(2) Nilinilai tersebut terkandng dalam pandangan hidup
masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, yang
berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan serta nilai-
nilai religious. Nilai-nilai tersebut menjadikan pedoman dalam
memecahkan  problem kehidupan  sehari-hari  bangsa
Indonesia.
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(3) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asal mula tidak
langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri
atau dengan lain perkataan bangsa Indonesia sebgaai ‘Kausa
Materialis' atau sebagai asal mula tidak langsung nilai-nilai
Pancasila.

Demikianlah tmnjavan Pancasila dari segi kawsalitas, schingga
memberikan dasar-dasar ilmiah bahwa Pancasila itu pada hakikatnya
adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang jauh sebelum
bangsa Indonesia membentuk negara nilai-nilai tersebut telah tercermin
dan teramalkan dalam kehidupan sehari-hari Selain itu tinjavan kaw
salitas tersebut memberikan bukti secara ilmiah bahwa Pancasila bukan
merupakan hasil perenungan ataupemikiran seseorang, atau sekelompok
orang bahkan Pancasila juga bukan merupakan hasil sintesa paham-
paham besar dunia, melainkan nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung
telah terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia.

3. Bangsa Indonesia ber-Pan casila dalam ‘Tri Prakara’

Berdasarkan tinjavan Pancasila secara kausilitas tersebut diatas
maka memberikan pemahaman perspektif pada kita bahwa proses
terbentuknya P ancasila melalui suatu proses yang cukup panjang dalam
sejarah kebangsaan Indonesia. Dengan demikian kita mendapatkan suatu
kesatuan pemahaman bahwa Pancasila secara yuridis, dalam kenyataan-
nya wmnsur-unsur Pancasilatelah ada pada bangsa Indonesia telah melekat
pada bangsa Indonesia dalam kehidupan seharihari berupa nilai adat-
istiadat, nilai-nilai kebuadyaan serta nila-nilai religious. Nilai-nilai ter-
sebut yang kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara
diolah dibahas yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18
Agustus 1945. Berdasarkan pengertian tersebut maka pada hakekamya
bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tiga asas atau ‘Tri Prukara’ yang
rinciannya adalah sebagai berikut:

Pertama: bahwa unsur-unsur Pancasila sebelum disshkan menjadi dasar
filsafat negara secara ywridis sudah memiliki oleh bangsa
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Indonesia sebagai asas-asas dalam adat-istiadat dan kebuda-
yaan dalam arti luas (Pancasila Asaskebudayaan).

Kedua: demikian juga unsur-unsur Pancasilatelah terdapat pada bang-
sa Indonesia scbagai asas-asas dalam agama-agama (nilai-nilai
religious) (Pancasila Asas Religius).

Ketiga: unsur-unsur tadi kemudian diolah, dibahas dan dirumuskan
secara scksama oleh para pendiri negara dalam siding-sidang
BPUPKI, Panitia ‘Sembilan’. Setelah bangsa Indonesia mer-
deka rumusan Pancasila calon dasar negara tersebut kemudian
disahkan oleh PPKI sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia
dan terwujudlah Pancasila scbagai asas kenegaraan (Pancasila
asaskenegaraan).

Oleh karena itu Pancasila yang terwujud dalam tiga asa tersebut
atau ‘Tri Prakara’ yaitu Pancasila asas kebudayaan, Pancasila asas
religious, serta Pancasila sebagai asas kenegaraan dalam kenyataanya
tidak dapat dipertentangan karena ketiganya terjalin dalam suatu proses
kawsalitas, schingga ketiga hal tersebut pada hakikatnya merupakan
unsur-unsur yangmembentuk Pancasila (Notonagoro, 1975: 16,17).

B. Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Pancasila sebagaiobjek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup
yang sangat Iuas terutama berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pan-
casila. Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakkatnya memiliki
makna serta dimensimasing-masingyangkonsekuensinya aktualisasinya
pun juga memiliki aspek yang berbeda-beda, walaupun hakikatnya dan
sumbemya sama. Pancasila sebagai dasar negara memiliki pengertian
yang berbeda dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Indonesia, demikian pula berkaitan dengan kedudukan dan fungsi
Pancasilayang lainnya.

Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai titik
sentral pembahasan adalah kedudukan dan fungsi sebagai dasar negara
Republik Indonesia, hal ni sesuai dengan kausa finalis Pancasila yang
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dirumuskan oleh pembentuk negara pada hakikatnya adalah sebagai
dasar negara Republik Indonesia. Namun hendaklah dipahami bahwa
asal mula Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, adalah
digali dari wsur-unsur berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa
Indonesia sendiri yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh
karena itu dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila
sebenamya dapat dkembalikan pada dua macam kedudukan dan fungsi
Pancasila yang pokok yaitu sebagai dasar Negara Republik Indonesia
dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.

Namun yang terpenting bagi kajian imiah adalah bagaimana
hubungan secara kawsalitas di antara kedudukan dan fungsi Pancasila
yang bermacam-macam tersebut. Oleh karena itu kedudukan dan fungsi
Pancasila dapat dipahamimelalui uraian berikut.

1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dalam
perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempumna, senantiasa
memerlukan nilai-nilai luhwr yang dijunjungnya sebagai suatu pandang
hidup. Nilai-nilai lvhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan
yang berkenaan dengan halhal yang bersifat mendasar dan abadi dalam
hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapamnya dalam hidup
manusia.

Pandangan hidup yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai
luhur tersebut adalah swatu wawasan yang menyeluruh terhadap
kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka
acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi
antar manusia dalam masyarakat sertaalam sekitamya.

Sebagai makhluk individu dan makhluk social manusia tidaklah
mugkin memenuhi segala kebututhannya sendiri, oleh karena wntuk
mengembangkan potensi kemanusiaannya, ia senantiasa memerlukan
orang lain. Dalam pengertian inilah maka manusia pribadi senantiasa
hidup sebagai bagian dari lingkungan social yang lebih luas, secara
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berturut-turtt lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan
bangsa dan lingkungan negara yang merupakan lembaga-lembaga
masyarakat utama yang diharapkan dapat menyalukan dan mewujudkan
pandangan hidupnya. Dengan demikian dalam kehidupan bersama dalam
suatu negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan, cita-cita yang
ingin dicapainya yang bersumber pada pandangan hidupnyatersebut.

2.  Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila dalam kedudukannya ini sering dissbut Dasar Filsafat
atau Dasar Filsafat Negara (Philosofische Gronslag)dari negara, ideologi
negara atau (Staatsidee) Dalam pengertian ini Pancasilamerupakan suatu
dasar nilai sertanorma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan
lain perkataan P ancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penye-
lenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyeleng
garaan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk
proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan di-
derivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber
dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum
negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia
beserta seluruh wnsur-unsur yaitu rakyat, wilayah, serta pemermtahan
negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian
yang meliputi suasana kebatianan atau cita-cita hukum, schingga
merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun
hukun negara, dan menguasai hukum dasar bakk yang tertulis atau
Undang-undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau convensi. Dalam
kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan
mengingat secarahukum.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber
tertib hukum Indoneisa maka Pancasila tercantum dalam ketentuan
tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau
dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi
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suasana kebatinan dari UUD 1945, yang ada pada akhimya dikong
kritisaskan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum
positif lainnya. Kedudukan Pancasila scbagai dasarnegara tersebut dapat
dirinci sebagai berikut:

a)

b)

d)

Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari
segala sumber hukun (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan
demikian Pancasila merupakan asas kerokhanian tertib hukum
Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945, dijelmakan lebih
lanjut kedalam empat pokok pikiran.

Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenhitergrund) dari Undang-
Undang Dasar 1945.

Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasr negara (baik hukum
dasar tertulis maupun tidak tertulis).

Mengandung norma yang mengharuskan UndangUndang Dasar
mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penye-
lenggara negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan
fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal
ini sebagaimana tercantumn dalam pokok pikiran keempat yang
berbunyi: “..Negarma berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha
Esa, menumntdasar kemanusiaan yang adil dan beradab ™.

Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945,
bagi penyelenggaranegara, parapelaksana pemerintahan (jugapara
penyelenggara partai dan golongan fungsional). Hal ini dapat di
pahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan
penyelenggaraan negara, karena masyarakat dan negara Indonesia
senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan
zaman dan dinamika masyarakat. Dengan semangat yang ber-
sumber pada asas kerokhanian negara sebagai pandangan hidup
bangsa, maka dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi
dan diarahk an asaskerokhanian negara.

Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik

Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang
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bunyinya sebagai berikut: “.... maka disusunlah kemerdekaan kebang
saan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat, dengan bercasar kepada Ketuvhanan Yang Maha
Esa, kemanwsiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerak-
yatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya-
waratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”.

Pengertian kata ... Dengan berdasar kepada ...” hal ini secara
yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat
terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata ‘Pancasila’ secara
eksplist namun anak kalimat “... dengan berdasar kepada...” i
memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas
interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar
negaraIndonesia itu disebut dengan istilah Pancasila.

Sebagaimanatelah ditentukan oleh pembentuk negara bahwa tujuan
utama dirumuskannya Pancasila acalah sebagai dasar negara Republik
Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar
negara Republk Indonesia. Hal mi sesuai dengan dasar yuridis
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, pemah ditetapkan
dalam ketetapan No. XX/MPRS/1966 demikian juga dalam ketetapan
No. VMPR/1973. Dijelaskan bahwa Pancasila scbagai sumber tertib
hukun Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu
pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral
yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.
Selanjutnya dikatakannya bahwa cita-cita mengenai kemerdekaan
individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan social, perda-
maian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan
tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan
keagamaan sebagaipengejawantahan dari bud nuranimanusia.

Dalam proses reformasi dewasa ini MPR melalui Sidang Istimewa
tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara
Republik Indonesia yang tertuang dalam Tap. No. XVII/MPR/1998.
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Oleh karena itu segala agenda dalam proses reformasi, yang meliputi
berbagai bidang selain mendasarkan padakenyataan aspirasi rakyat (Sila
IV) juga harus mendasarkan pada nilainilai yang terkandung dalam
Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta keadilan, bahkan harus
bersumber kepadanya.

3. Pancasila sebagai i deology Bangsa dan Negara Indonesia

Sebagai swatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila
pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau
pemikiran sescorang atau kelompok orang sebagaimana ideolo gy-ideologi
lain didunia, namun Pancasila diangkat darinilai-nilai adat-istiadat, nilai-
nilaikebudayaan serta nilaireligiousyangterdapat dalam pandangan hidup
masyarakat Indonesia sebelun membentuk negara, dengan lain perk ataan
unsu-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain dian gkat
dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, schingga bangsa ini
merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila.

Unsur-unsur Pancasila tersebutkemudian diangkat dan dirumuskan
oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar
negara dan ideology bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada
pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukannya mengangkat atau
mengambil ideologi dari bangsa lain. Selain itu Pancasila juga bukan
hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seorang saja, yang hanya
memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melamnkan
Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa sehingga
Pancasila pada hakikatnya untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur
bangsa secara komperhensif. Oleh karena ciri khas Pancasila itu maka
memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

a. Pengertian Ideologi

Istilah ideolog berasal dari kata ‘idea yang berarti ¢ gagasan,
konsep, pengertian dasar, cita-cita’ dan ‘logos’ yang berarti’ilmu’. Kata
‘idea’ berasal dari kata bahasa Yunani ‘eidos’ yang artinya bentuk. Di
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samping itu ada kata ‘idein’ yang artinya ‘melihat’. Maka secara
harafiah, ideology berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam
pengertian sehari-hari,’idea’ disamakan artinya dengan ‘citacita’. Cita-
cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus
dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan
dasar, pandangan atau faham. Memang pada hakikatnya, antara dasar
dan cita-cita itu sebenamya dapat merupakan satu kesatuan. Dasar
ditetapkan karena atas suatu landasan, asas atau dasar yang telah
ditetapkan pula. Dengan demikian ideologimencakup pengertian tentang
idea-idea, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita.

Apabila ditelusuri secara historis istilah ideology pertama kali
dipakai dan di temukan oleh seorang perancis, Destutt de Tracy, pada
tahun 1796 seperti halnya Leibniz, de Tracy mempunyai cita-cita untuk
membangun suatu sistem pengetahuan. Apabila Leibniz menyebutkan
impiannya sebagai “ one great system of truth” dimana tergabung segala
cabang ilmudan segala kebenaran ilmiah, maka de Tracy menyebutkan °
Ideologie’. Yaitu ‘science of ideas’, suatu program yang diharapkan
dapat membawa perubshan institusional dalam masyarakat Perancis.
Namun Napoleon mencemoohkannya sebagai suatu khayalan belaka,
yang tiddk mempunyai arti praktis. Hal ssmacam itu hanya impian
belaka yang tidak akan menemukanakenyataan (Pranarka, 1987).

Perhatian kepada konsep ideologi menjadi berkembang lagi antara
lain karena pengaruh Karl Marx. Ideology menjadi vokabuler penting di
dalam pemikiran politik maupun ekonomi Karl Marx mengartikan
ideology sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan
kepentingan golongan atau kelas social tertentu dalam bidang politik atau
social ekonomi. Dalam artian ini ideology menjadi bagian dari apa yang
disebutnya Uberbau atau suprastruktur (bangunan atas) yang didirikan di
atas kekuatan-kekuvatan yang memiliki factor-faktor produksi yang
menentukan coraknya, dan karena itukebenarannya relative, dan semata-
mata hanya benar untuk golongan tertentu Dengan demikian maka
ideologi lalu merupakan keseluruhan ide yang relatif, karena justru
mencermink an kekuatan lapisan.
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Seperti halnya filsafat, ideologipun memiliki pengertian yang
berbeda-beda. Begtu pula dapat ditemukan berbagai definisi, batasan
pengertian tentang ideology. Hal ini antara lain discbabkan juga oleh
dasar filsafat apa yang dianut, karena sesungguhnya ideology itu ber-
sumber kepada suatu filsafat.

Pengertian “ideology secara umum dapat dikatakan sebagai kum-
pulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-
kepercayaan, yangmenyeluruh dan sistematis, yangmenyangkut :

a. Bidang politik (termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan
keamanan)

Bidang sosial

Bidang Kebudayaan

d. Bidang keagamaan (Sogjono Soemargono, Ideologi Pancasila
sebagai penjelmaan Filsafat Pancasila dan pelaksanaannya
dalam masyarakat kita dewasa ini, suatu makalah diskusi

dosen Fakultas Filsafat, hal 8)

Maka ideology Negara dalam arti cita-cita Negara atau cita-cita

yangmenjadi basis bagi suatuteori atau sistem kenegaraan untuk selurvh
rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas
kerokhanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut:

o o

a) Mempuyai dergjad yang tertinggi sebagai nilai hidup
kebangsaan dan kenegaraan

b) Oleh Karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian,
pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup,
pegangan hidup yang di pelihara, dkembangkan, diamalkan,
dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan
dipertahankan dengan kesediaan berkorban ( Notonegoro,
Pancasila Yuridis Kenegaraan, tanpatahun, hal.2,3)

b. Ideologi Terbuka dan Ideologi Te rtutup

Ideolog sebagai suatu sistem permikiran (system of thought), maka
ideologi terbuka itu merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Sedang-
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kan ideolog tertutup itu merupakan suatu sitem pemikiran tertutup.
Suatu ideology tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khas. Ideologi
itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat,melainkan
merupakan cita-cita satukelompok orang yang mendasari suatu program
untuk mengubah dan membaharui masyarakat. Dengan demikian adalah
menjadi ciri ideologi tertutup bahwa atas nama ideology dibenarkan
pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Demi
ideology masyarakat harus berkorban, dan kesediaan untuk menilai
kepercayaan ideologis para warga masyarakat sertakesetiaannyamasing
masing sebagai warga masyarakat.

Tanda pengenalan lain mengenai ideology tertutup adalah bahwa
isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan
intinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras,
yang diajukan dengan mutlak. Jadi ciri khas ideology tertutup adalah
bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideology
yang memungkinkan hidup dalam masyarakat itu, akan selalu ada
tuntutan mutlak bahwa orang harus taat kepada ideology tersebut. Hal ini
juga berarti orang harws taat kepada elite yang mengembannya, taat
terhadap tuntutan ideologis. Dan tuntutan ketaatan itu mutlak dari
nuwraninya, tanggung jawabnya atas hak-hak asasinya. Kekuasaannya
selalu condong kearah total, jadi bersifat totaliter dan akan menyangkut
segalasegi kehidupan.

Yang berlaku bagi ideology tertutup, tidak berlaku bagi ideology
terbuka. Ciri khas ideology terbuka adalah bahwa nilainilai dan cita-
citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan di gali dan diambil dari
harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasar-
nya bukan keyakinan ideologis sckelompok orang, melankan hasil
musyawarah dan konsensus dari masyarakat tersebut. Ideology terbuka
tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dan ditemukan dalam ma-
syarakat itu sendiri Oleh karena itu, ideology terbuka adalah milik
seluruh rakyat, dan masyarakat dalam menemukan ‘dirinya’, kepri-
badiannya’ didalam ideology tersebut.
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Ideolog terbuka tidak hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuh-
kan. Kiranya dalam semua sistem politik yang tidak ideologis dalam
artian merupakan ideology tertutup, kita akan menemukan bahwa
penyelenggaraan negara berdasarkan pandangan-pandangan dan nilai-
nilai dasar tertentu kadang-kadang dasar normative itutidak dirumuskan
secara eksplisit. Akan tetapi dalam kebanyakan negara, undang-undang
dasar (konstitusi) memuat bagian yang merumuskan dasar normatif itu.
Dasar normatif itu dapat pula disebut filsafat negara. Dan ini merupakan
kesepakatan bersama yang berlandaskan kepada nilainilai dasar dan
cita-cita masyarakat. Dengan demikian maka merupakan ciri ideology
terbuka yakni bahwa isinya tidak operasional. la baru menjadi
operasional apabila sudah dijabarkan kedalam perangkat yang berupa
konstitusi atau peraturan perundangan lannya. Oleh karena itu setiap
generasi baru dapat menggali kembali dasar fisafat negara itu untuk
menentukan apa implikasnya bagi situasiatau zaman itu masingmasing.
(Magnis Suseno, 1987). Oleh karena itu ideology terbuka sebagai mana
yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia senantiasa terbuka untuk
proses reformasi dalam bidang kenegaraan, karena ideology terbuka
berasal dari masyarakat yang sifatnya dinamis. Selain itu sifat ideologi
terbuka juga senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan as-
pirasi, pemikiran serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan
cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan mart abat
kemanusiaan.

c. Ideologi Partikular dan ideology Komprehensif

Pada awal perkembangan wacana ideology , Marx mengecam
berbagai macam bentuk ideology, behkan ideology menurut marx
merupakan gagasan-gagasan kaum borjuis. Untuk mempertahankan
status-quo. Anchnya jikalau Marx pada awalnya mengecam semua
bentuk ideology temyata justru Marx pada pertengahan abad ke-19
menerbitkan bukunya yang berjudul The German Ideologi Dalam
masalah inilah nampak bahwa Marx yang mula-mula menolak semua
bentuk ideology pada akhimya justru mengokohkan pendiriannya
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sebagai swatu ideology untuk membela kelaskelas sosial ekonomi
tertentu dalam suatu masyarak at yang menjadi pendukungnya.

Dari segi sosiologis pengetahuan mengenai ideolog dikembangkan
oleh Karl Mannaheim yang beraliran Marx. Manheim membedakan dua
macam kategori ideologi secara sosiologis, yaitu ideologi yang bersifat
partaikular dan ideologi yang bersifit komp rehensifKategori pertama
diartikan sebagai suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara
sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas social tertentu
dalam masyarakat (Mahendra, 1999). Berdasarkan tipologi ideologi
menurut Manheim inilah maka ideologi komunis yang membela kelas
proletor dan ideologi liberalis yang memperjuangkan hanya kebebasan
individu saja termasuk tipe ideologi particular. Kategori kedua diartikan
sebagai swatu sitem pemikiran menyelurvh mengenai semua aspek
kehidupan social. Ideologi dalam kategori kedwa ini bercita-cita
melakukan transpormasi social secara besar-besaran menuju bentuk
tertentu. Menurt manheim ideologl kategori kedua ini tetap berada
dalam batasan-batasan yang realistis dan berbeda dengan ideologi
“uopia” yang hanya berisi gagasan-gagasan besar namun hamper tidak
mungkin dapat ditransformasikan dalam kehidupan praktis.

Berdasarkan konstatasi Manheim sebagaimana disitir oleh Yusril
Ihza Mahendra, maka ideolog Pancasila memiliki ciri menyeluruh, yaitu
tidak berpihak pada golongan tertentu bahkan ideologi Pancasila yang
dikembangkan dari niali-nilaiyang ada padarealitas bangsa Indonesia itu
mampu mengakomodasikan berbagai idealism yang berkembang dalam
masyarakat yang sifatnyamajemuk tersebut.

C. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Paham Ideologi Besar
lainnya di Dunia
1. Ideologi Pancasila

Suatu ideology pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri
khas serta karakteristik masng-masing sesuai dengan sifat da ciri khas
bangsa itu sendiri. Namun demikian dapt juga terjadi bahwa ideology
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oada suatu bangsa dating dari luar dan dipaksakan keberlakvannya pada
bangsa terscbut schingga tidak mencerminkan kepribadian dan karak-
teristik bangsa tersebut. Ideology Pancasila sebagai ideology bangsa dan
negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang.
Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilainilai yang memiliki
oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-
agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena
itu nilai-nilai Pancasila berasal dari nila-nilai pandangan hidup bangsa
telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia
sebagai dasar filsafat negara dan kemudian menjadi ideology bangsa dan
negara. Oleh karena itu ideology Pancasila, ada padh kehidupan bangsa
dan terletak pada kelangsungan hidup bangsa dalam rangka berma-
syarakat, berbangsa dan bemegara.

Ideology Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia
sebagai makhluk individu dan makhluk social. Oleh karena itu dalam
ideology Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu,
namun dalam hidup bersama schingga dengan demikian harus mengakui
hak dan kebebasan orang lain secara bersama schingga dengan demikian
harus mengakui hak-hak masyarakat. Selain itu bahwa manusia menurut
Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai
makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu nilai-nilai Ketuhanan
selalu menjiwai kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat.
Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampau hakikat
nilai-nilai ketuhanan, bahkan nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk
moral dalam ekspresikebebasan manusia.

2. Negara Pancasila

Manusia dalam merealisaskan dan meningktkan harkat dan
martabatnyatidaklah mungkin untuk dipenuhinya sendiri, oleh karena itu
manusia sebagai makhluk social senantiasa membutuhkan orang lain
dalam hidupnya. Dalam pengertian milah manusia membentuk suatu
persekutuan hidup yang disebut negara. Namun demikian dalam kenya-
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taannya sifat-sifat negara satu dengan lainnya memiliki perbedaan dan
hal ini sangat ditentukan oleh pemahaman ontologis hakikat manusia se-
bagaipendukungpokok negara, sckaligustujuan adanya suatunegara.

Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirmya negara di
dunia memiliki suatu ciri khas yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang
telah dimilikinya sebelun membentuk swatu negara modem. Nilainilai
tersebut adalah berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan, serta nilai
religious yang kemudian dikristalisaskan menjadi suatu sistem nilai
yang disebut Pancasila. Dalam upayanya untuk membentuk suatu perse-
kutvan suatu persskutuan hidup yang disebut negara maka bangsa
Indonesia mendasarkan pada suatu pandangan hidup yangtelah dimiliki
yaituP ancasila.

Berdasarkan ciri khas proses dalam rangka membentuk suatu
negara, maka bangsa Indonesia mendirikan suatunegara memiliki suatu
karakteristik, ciri khas tertentu yang karena ditentukan oleh keanekara-
gaman, sifat dan karaktemya, maka bangsa ini mendirikan suatunegara
berdasarkan filsafat Pancasila, yaitu suatu negara persatuan, suatu
negara. Kebangsan serta suatunegara yang bersifat integralistik. Hakikat
sertapengertian sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut.

a. Paham Negara Persatuan

Bangsa dan negara Indonesia adalah terdiri dari berbagai macam
unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan,
golongan serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu ke-
satuan. Oleh karena tunegara Indonesia adalah negara yang mendasar-
kan Pancasila sebagai suatu negara persatuan sebagaimana termuat
dalam Pembukaan UUD 1945, Negara Persatuan REpublik yang Ber-
daulatan Rakyat. Ditegaskan kembali dalam poko Pikiran Pertama ...
bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan yang melindungi
segnap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

Hakikat negara persatuan dalam pengertian ini adalah negara yang
merupaka suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu
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rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, golongan,
kebudayaan, serta agama. Wilayah, yang terdiri atas beribu-ribu pulau
yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula.
Oleh karena itu negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu
rakyat, satu wilayah dan tidak terbagi-bagi misalnya seperti negara
serikat, satupemerintahan, satutertib hukum yaitu tertibhukum nasional,
satu Bahasa serta satu bangsa yaitu Indonesia.

Pengertian ‘Persatuan Indonesia’ lebh lanjut dijelaskan secara
resmi dalam Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam berita Republik
Indonesia Tahun II No. 7, bahwa bangsa Indonesia mendirikan negara
Indonesia di pergunakan aliran pengertian ‘Negara Persatuan’ yaitu negara
yang mengatasi segala paham golongan dan paham perscorangan. Jadi
‘Negara Persatuan’ bukanlah negara yang mendasarkan individualism
sebagaiman diterapkan di negara liberal di mana negara hanya merupa-
kan ikatan individu saja. Demikian juga negara persatuan bukanlah negara
yang berdasarkan klass, atau ‘Klass Saat’ (Negara Kelas) yang hanya
mendasar paca satu golongan saja. Negara persatuan pada hakikatya
adalah Negara yang mengatasi segala golongan, Negara melindungi
seluruh wargaya yag terdiri atas berbagai macam golonga serta paham.
Negara persatuan pada hakikatnya mendasarkan pada hakikat sifat kodrat
manusia sebagai individual dan makhluk social. Oleh karena itu Negara
persatuan adalah Negara yang memilki sifat persatua bersama, Negara
yang mendasarka kekeluargaan, tolong menolong atas dasar keadilan
sosial.

b. Bhinneka Tunggal Ika

Sebagaimana diketahui bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri
atas berbagai macam suku bagsa Indonesia memiliki karakter, kebu-
dayaan serta adat istiadat yang beraneka ragam, namun keselurvhannya
merupakan suatu kesatuan dan persatuan Negara dan bangsa Indoesia.
Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah Negara Indonesia tersebut
dismpulkan dalam PP. No 66 T ahun 1951, 1 Oktober dan diundangkan
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taggal 28 November 1951 dan Undanga-Undang Republik Indoensia
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, lambing Negara
Burung Garuda Pancasila dengan seloka Bhinneka Tunggal Ika, dan
Lagu Kebangsaan.

Hakikat makna Bhinneka tunggal lkayang memebrikan suatu
pengertian bahwa meskipun bangsa dan Negara Indonesia terdiri atas
bermacam-macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat, kebudayaan
serta karakter yang berbeda-beda, memiliki agama yang berbeda-beda
dan terdiri atas beribu-ribu kepulauan wilayah nusantara Indonesia,
namun keseluruhannya adalah merupakan suatu persatuan yaitu
persatuan bangsa dan Negara Indoensia. Perbedaan itu adalah merupakan
suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa,
namun perbedaan itu untuk dipersatukan disentesakan dalam suatu
sintesa yang positif dalam suatu Negara kebersaan, Negara persatuan
Indoensia (Notoonagoro, 195:106).

3. Paham Negara Kebangsaan

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia didunia adalah
sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yag memiliki sifat kodrat
sebagai makhluk individu yang memiliki kebebasan dan juga sebagai
makhluk social yang senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena
itu dalam upaya untuk merealisasikan harkat dan martabatnya secara
sempurna maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup dan swatu
wilayah tentu serta memiliki suatu tuyjuan tertentu. Dalam pengertian
inilah maka manusia membentuk suatu persekutvan hidup yang disebut
sebagai bangsa, dan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu
serta memiliki tujuan tertentu maka pengertian ini disebut sebagai
Negara.

Menurt Muhammad Yamin, bangsa Indonesia dalam merintis
terbentuknya suatu bangsa dalam panggung politik intemasional, yaitu
suatu bangsa yang modern yang memiiki kemerdekaan dan kebebasan,
berlangsung melalui tiga fase. Perfama, yatu zaman kebangsaan
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Sriwijaya, kedua, Negara kebangsaan zaman Majapahit. Kedua zaman
Negara kebangsaan tersebut adalah merupakan kebangsaan lama, dan
ketiga pada gilirannya masyarak at Indonesiamembentuk suatu Mationale
Staatatau suatu Atat Nationale, yaitu suatu Negara kebangsaan Indonesia
Moder menurt susunan kekelvargaan berdasarkan atas Ketuhan yang
Maha Esa serta kemanusiaan (sekarang Negara Proklamasi 1 Agustus
1945).

a. Hakikat Bangsa

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa pada hakikatnya
memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dn makhluk social.
Oleh karena itu bangsa pada hakikatnya adalah merupakan suatu
menjelmaan dari kodrat manusia tersebut merealisaskan harkat dan
martabat kemanusiaannya. Hal ini disadari bahwa manusia tidaklah
mugkin untuk hidup menyendiri, sehingga ia senantiasa memerlukan
orang lain. Suatu bangsa bukanlah merupakan suatu manifestasi
kepentingan individu saja yang dikat secara imperative dengan suatu
peraturan perundag-undangan sebagaimana dilakukaoleh Negara liberal.
Demikian juga suatu bangsa bukanlah swatu totalitas kelompok
masyarakat yangmenenggelamkan hak-hak individu sebagaimanaterjadi
pada bangsa sosialis komunitas.

Manusia membentuk suatu bangsa karena untuk memenuhi hak
kodratnya yaitu sebagai individu dan social, oleh karena itu deklarasi
bangsa Indonesia tidak mendasarkan pada deklasasi kemerdekaan
individu sebagaimana Negara liberal. Demikian pula deklarasi bangsa
Indonesia bukanlah merupakan suatu manifesto bangsa komunal
sebagaimana dilakukan oleh kalangan paham sosialiskomunis.

Oleh karena itu deklarasi bangsa Indonesia sebagai suatu
pemyataan hak kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk
sosial. Maka dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan”.. .kemerdekaa
adalah hak sebagala bangsa”. Pemyataan teresebut merupakan suatu
pemyataan unikversal hak kodrat manusia sebagai bangsa. Manusia
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dalam merealisaskan sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan
makhluk social.

b. Teori Kebangsaan

Dalam tunbuh perkembangannya suatu kebangsa atau juga disebut
sebagai ‘Nation ’, terdapat berbagai macam teori besar yang merupakan
bahan komparai bagi para pendiri Negara Indonesia untuk mewujudkan
suatu bangsa yang memilki sifat dan karakter tersendiri Teori-teori
kebangsaan adalah sebagai berikut

(1) Teon Hans Kohn

Hans Kohn sebagai seorang ahli antropolgi etnis mengemukakan
teorinya tentang bangsa, yang dkatakannya bahwa bangsa yaitu
terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, ilayah,
negara dan keaganegaraan. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari
anasir-anasir serta ak ar-akar yangterbent uk melalui proses sejarah.

Nampaknya teori kebangsaan yang medasarkan ras, bahasa serta
unsure-unsur lain yang sifatnya primordial ini dewasa ini sudah tidak
mendapat tempat dikalangan bangsa-bangsa di dunia intemasional.
Demikian pula Israel yang ingin membangun Zionis Raya berdasarkan
ras Yahudi mendapat tantangan dunia intemasioal, schingga kemelut
politik di Timur Tengah tidak kunjung reda karena sikap keras kepala
Israel. Namun demikian bangsa Amerika yang di dalamnya terdiri atas
multi ras bahkan hampir selurth ras, wama kulit, agama, dan lainnya
terdapat dalam bangsa Amerika, namun mereka berdiri secara kokoh
bahkan menjadi Negararaksasa dewasa ini.

(2) Teon Kebangsaan Emetst Renan

Hakikat bangsa atau ‘Nation’ ditinjau secara ilmiah oleh seorang
ahli dari academimie francaise, prancis pada tahun 1982. Ia mengadakan
kajian ilimiah tentang bengsa berdasarkan psykologi etnis. Setelah
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mengadakan tinjauan historis tentang pertumbuhan masy arakat manusia
zaman purba zaman petengahan abad XIX tentang bentuk-bentuk
pergaulan hidup beserta timbul tenggelamnya berbagai bangsa, akhimya
beliau sampai pada penegasan tentang prinsip-prinsip bangsa. Menurut
renan pokok-pokok pikiran tentang bangsa adalah sebagai barikut.

(a) Bahwa bangsaadalah suatujiwa, suatu asaskerokhanian
(b) Bahwa bangsaadalah suatu solidaritas yang benar

(c) Bangsa adalah suatu hasil sejarah. Oleh karena sejarah
berkembangterusmaka kemudian menurut renan bahwa:

(d) Bangsaadalah bukan sesuatu yang abadi

(e) Wilayah dan ras bukanlah suatu penyebab timbulnya bangsa.
Wilayah memberikan ruang dimana bangsa hidup, sedangkan
manusiamembentuk jiwanya. Dalam kaitan inilah maka renan
kemudian tiba pada suatu kesimpulan bahwa bangsa adalah
suatu jiwa, suatu asaskerokhanian.

(3) Teon Gepolitik oleh Frederich Ratzel

Suatu Teori Kebangsaan yang baru mengungkapkan hubungan an-
tara wilayah geografi dengan bangsa yang dikembangkan oleh Frederich
Ratzel dalam bukunya yang berjudul ‘Political geography’( 1987 ). Teori
tersebut menyatakan bahwa Negara acalah merupakan suatu organisme
yang hidup. Agar supaya suatu bangsa itu hidup subur dan kuat maka
memerlukan suaturuangan untuk hidup, dalam bahasa Jerman disebut ¢
lebensraum’. Negara-negara besar menurut ratzel memiliki semangat
ekspansi, militerisme serta optimism, teori Ratzel ni bagi Negara-negara
modem terutama di jerman mendapat sambutan yang cukup hangat,
namun sisi negativnya menimbulkan semangat kebangsaan yang
chawinistis (Polak, 1960:71).

(4) Negara Kebangsaan Pancasila

Bangsa indonesia terbentuk melalu suatu proses sejarah yang
cukup panjang, sejak zaman kerajaan-kerajaan sriwijaya, Majapahit serta

124 | Pendidikan Pancasila



dijajah oleh bangsa asing selama tiga setengah abad. Unsur masy arakat
yang membentuk bengsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku
bangsa, berbagai macam adat-istiadat kebudayaan dan agama, serta
berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh
karena itu keadaan yang beraneka ragam tersebut bukanlah merupakan
suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu justru
merupakan suatu daya penarik kea rah suatu kerjasama persatuan dan
kesatuan dalam suatu sintesa dan resultan, schingga keanek aragaman itu
justruterwujud dalam suatukerjasamayang luhur.

Sintesa persatuan dan kesatuan tersebut kemudian dituangakan
dalam suatu asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian serta
jiwa bersama yaitu Pancasila. Oleh karena itu prinsip-prinsip nasionalis-
me Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bersifat’majemuk tung
gal’. Adapun wnsur-unsur yang membentuk nasinalisme (bangsa)
Indonesia adalah sebagai berikut:

(1) Kesatuan sejarah, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang
dari proses sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah, zaman
sriwijaya, majapahit kemudian datang penjajah, tercetus
sumpah pemuda 1928 dan akhimya memproklamasikan
sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 agustus 1945,
dalam suatu wilayah Negara republik Indonesia.

(2) Kesatvan nasib, yaitu bangsa Indonesia terbentuk karena
memiliki kesamaan nasib yaitu penderitaan penjajahan selama
tiga setengah abad dalam memperjuan gkan demi kemerdek aan
secara bersama dan akhimya mendapatkan kegembiraan ber-
sama ataskarunia tuhan yangmaha esa tentang kemerdekaan.

(3) Kesatuan kebudayaan, walaupun bangsa Indonesia memiliki
keanekaragaman kebudayaan, namun keselurvhannya itu
merupakan satu kebudayaan yaitu kebudayaan nasional
Indonesia. Jadi kebudayaan nasional Indonesia tumbuh dan
berkembang diatas akar-akar kebudayaan daerah yang
menyusunnya.
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(4) Kesatuan wilayah, bangsa ini hidup dan mencari penghidupan
dalam wilayah ibu pertiwi, yaitu satu tumpah darah Indonesia

(5) Kesatuan asas kerokhanian, bangsa ini sebagai satu bangsa
memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup dan
filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat
Indonesia sendiri yaitu pandangan hidup pancasila
(Notonagoro, 1975: 106)

4. Paham Negara Integralistik

Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan Negara Indonesia
pada hakikatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan
serta religious. Dalam pengertian iilah maka bangsa Indonesia dengan
keragamannyatersebut membentuk suatu kesatuan integral sebagai suatu
bangsayangmerdeka.

Bangsa Indonesia yang membentuk suatu persekutuan hidup
dengan mempersatukan keanekaragaman yang dimilikinya dalam suatu
kesatuan integral yang disebut Negara Indonesia. soepomo pada sidang
pertama BPUPKI tanggal 31 mei 1945, mengusulkan tentang paham
integralistik yang dalam pemyataan objektivnya berakar pada budaya
bangsa. Namun hendaklah dibedakan dengan konsep Negara integralistik
sebagaimana dikembangkan oleh Spinoza, adam muller dan hegel.
bangsa Indonesia terdiri atas manusiamanusia sebagai individu,
keluarga-keluarga, kelompok-kelompok, glongan-golongan, suku
bangsa-sukubangsa, yang hidup dalam suatu wilayah yang terdiri atas
beriburibu pulau yang memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam,
keselurvhannya itu merupakan suatukesatvan integral baik lahirmaupun
bathin (kaelan, 1996: 132). Kesatuan integral bangsa dan Negara
Indonesia tersebut dipertegas dalam pokok pikiran pertama, ... Negara
melindungi segenap bangsa dan selurvh tumpah darah Indonesia”.
Bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu penjelmaan dari
sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social.
Dalam pengertian yang demikian ini maka manusia pada hakikatnya
merupakan makhluk yang saling tergantung, sehingga hakikat manusia

126 | Pendidikan Pancasila



itu bukanlah total individu dan juga bukan total makhluk sosial. Relasi
yang saling tergantung tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah
merupakan suatutotalitas makhluk individu dan makhluk sosial. Adapun
penjelmaan dalam wujud persekutvan hidup bersamaadalah terwujudnya
dalam suatu bangsa yang memiliki kesatuan yang integralistik(abdul
kadir besar, 1975:77,78).

5. Negara pancasila adalah Negara kebangsaan yang
berketuhanan yang maha esa

Dasar ontologis Negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan
pancasila adalah hakikat manusia ‘monopluralis’. Manusia secara
filosofis memiliki unsur ‘susunan kodrat’ jasmani (raga) dan rokhani
(jiwa), sifat kodrat’ sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta
‘kedudukan kodrat’ sebagai makhluk tuhan yang maha esa serta sebagai
makhluk pribadi. Penjelmaan hakikat manusia ‘monopluralis’ tersebut
dalam suatu persekutvan hidup yg disebut bangsa dan Negara adalah
suatu Negara kebangsaan yang integralistik dan ber-ketuhanan yang
maha esa (lihat notonagoro, 1975).

Sesuai dengan makna Negara kebangsaan Indonesia yang
berdasarkan pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa
dan Negara, maka memiliki sifat kebersamaan, kekelvargaan serta
religiusitas. Dalam pengertian mnilah maka Negara pancasila pada
hakikatnya adalah Negara kebangsaan yang ber-ketuhanan yang maha
esa. Landasan pokok sebagai pangkal tolak paham tersebut adalah tuhan
adalah sebagai sang pencipta segala seswatu Kodrat alam semesta,
keselarasan antara mikro kosmos dan makro kosmos, keteraturan segala
ciptaan tuhan yang maha esa kesatuan saling hubungan dan saling
ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, atau dengan lain
perkataan kesatuan integral (ensiklopedi pancasila, 1995:274).

a. Hakikat Ketuhanan Yang Maha Fsa

Sila pertama Pancasila scbagai dasar filsafat negara adalah
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena sebagai dasar negara maka
sila tersebut merupakan sumber nilai, dan sumber norma dalam setiap
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agpek penyelenggaran negara, baik bersifat material maupun spiritual.
Dengan lain perkataan bahwa segala aspek penyelenggaran negara harus
sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari tuhan baik naterial
maupun spirital. Bilamana dirinci masalah-masalah yang menyangkut
penyelenggaraan negara dalam arti material antara lain, bentuk negara
tuyjuan negara, tertib hokum, dan sistem negara. Adapun yang bersifat
spiritual antara lain moral agama dan moral penyelenggaraan negara.

Hal mi ditegaskan oleh muh. Hatta, bahwa sila’ ketvhanan yang
maha esa’ merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita
untuk menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat dan penyelenggara
negara. Dengan dasar sila ketuhanan yang maha esa ini, maka politik
negaramendapat dasra moral yang kuat, sila ini yang menjadi dasaryang
memimpin kerohanian arah jalan kebenaran, keadilan, kebaikan,
kajujuran dan persaudaraan (hatta, panitia lima, 1980).

(1) Hubungan Negara dengan Agama Menurut Pancasila

Menurut Pancasila negara adalah berdasarka antas ketuhanan Yang
Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan Beradap. hal termuat
dalam Penjelasan Pembukaan UUD 1945 yaitu pokok pikiran keempat.
Rumusan yang demikian ini menunjukkan pada kita bahwa negara
Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bukan negara sekuler yang
memisahkan negara dengan agama, karena hal ini tercangfum dengan
pasal 29 ayat (1), bahwa negara achlah berdasarkan atas Ketuhanan
Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa negara sebagai persekutuan hidup
adalah berketuhanan yang maha Esa. Konsekuensinya segala aspek
dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan
hakikat nilai-nilai yang berasal dari T vhan. Nilai-nilai yang berasal dari
Tuhan yang pada hakikatnya adalah merupakan hukum Tuhan adalah
merupakan sumber material bag segala norma, terutama bagi hukum
positif diIndonesia.

Demikian pula makna yang terkandung dalam pasal 29 ayat (1)
tersebut juga mengandung suatu pengertian bahwa negara Indonesia
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adalah negara yang bukan hanyamendasarkan pada suatu agamatertentu
atau bukan negara agama dan juga bukan negara Theokrasi. Negara
pancasila pada hakikatnya mengatasi segala agama dan menjamin
kehidupan agama dan umat beragama, karena beragama adalah hak asasi
yang bersift mutlak. Dalam kaitannya dengan pengertian negara
kebangsaan maka negara Pancasila adalah negara yang melindungi
seluruh agama di seluruh wilayah tumpah darah.

Pasal 29 ayat (2) memberikan kebebasan kepada seluruh warga
negara untuk memeluk agam dan menjalankan ibadah sesuai dengan
keimanan dan ketagwaan masingmasing Negara kebangsaan yang
berketuhanan yang Maha Esa adalah negara yangmerupakan penjelmaan
dari hakikat kodrat manusia sebagai individu makhluk, sosial dan
manusia adalah sebagai pribadi dan makhluk tTuhan Yang Maha Esa.
Bilamana dirnci maka hubungan negara dengan agama menurut Negara
Pancasila acalah sebagai berikut:

(1) Negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan
Yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak
asasi nntuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan
ibadah masing-masing

(3) Tidk ada tempat bagi atheisme dan sekulerisme karena
hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk
Tuhan.

(4) Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama,
antar dan inter pemeluk agama serta anta pemeluk agama.

(5) Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketaqwaan
itu bukan hasil paksaan baqgi siapapun juga.

(6) Oleh karena itu harus memberikan toleransi terhadap orang
lain dalam menjalankan agama dalam negara.

(7) Segalaaspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara
harus seswi dengan nilainilai ketuhanan yang Maha Esa
tertama norma-norma hukum postif maupun norma moral
baik moral negara maupun moral para penyelenggara negara.
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(8) Negara pada hakikatnya adalah merupakan “berkat Rahmat
Allah Yang Maha Esa”. (bandingkan dengan Notonagoro,
1975).

(2) Hubungan negara dengan Agama Menurut Paham Theokrasi

Hubungan negara dengan agama menurut paham Theokrasi bahwa
antara negara dengan agama tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu
dengan agama, pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman
Tuhan, segala tata kehidupan masyarakat , bangsa dan negara didasarkan
atas fiman-firman Tuhan. Dengan demikian agama menguasai
masyarakat politis ( Heuken dalam Suhadi, 1998:114 ). Dalam praktek
kenegaraan terdapat dua macam pengertian negara Theokrasi, yaitu
negara Theokrasi langsung dan negara Theokrasitidak langsung .

(a) Negara Theokrasi Langsung

Dalam sistem Negara Theokrasi Langsung, kekuasaan adalah
langsung merupakan otoritas Tuhan. Adanya negara didunia ini adalah
atas kehendak Tuhan , dan yang memerintah adalah Tuhan. Dalam
sejarah dunia II, rakyat jepang rela mati berperang demi kaisamya,
karena menurut kepercayaannnya Kaisar adalah sebagai anak Tuhan.
Negara Tibet dimana pemah terjadi perbutan kekuasaan antara Pancen
lama dan Dalai Lama, adalah sebagai penjelmaan otoritas Tuhan dalam
negara dunia.

Doktrin-doktrin  dan ajaran-ajaran berkembang dalam negara
Theokrasi Langsung, sebagai upaya untuk memperkuat dan meyakinkan
rakyat terhadap kekuasaan Tuhan dalam negara (Kusnadi, 1995:60).

Dalam sistem negara yang demikian maka agama menyatu dengan
negara , dalam arti seluruh sistem negara , norma-norma negara adalah
merupak an otoritas langsung dari T uhan melalui wahyu

(b) Negara Theokrasi tidak Langsung

Berbeda dengan sistem negara Theokrasi yang langsung, negara
theokrasi tidak langsung bukan Tuhan sendiri yang memerintah dalam
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negara, melainkan kepala negara atau raja, yang memiliki otoritas atas
nama T vhan. Kepala Negara atau Rajamemerintah negara atask ehendak
Tuhan, sehingga kekuasaan dalam negara merupakan suatu karunia dari
Tuhan. Dalam sejarah kenegaraan kerajaan Belanda, Raja mengemban
tugas suciyaitu kekuasaan yangmerupakan amanah dari Tuhan (Mission
sacre) . Raja mengemban tugas suci dari Tuhan untuk kemakmuran
rakyatnya. Politik yang demikian inilah yang diterapkan Belanda terha-
dap wilayah jajahannya sehingga dikenal dengan Ethische Politik (
Politik Etis). Kerajaan Belanda mendapat amanat dari T uhan untuk ber-
tindak sebagai wali dari wilayah jajahan Indonesia ( Kusnadi, 1995:63).

Negara merupakan penjelmaan dari kekvasaan Tuhan, dan oleh
karena kekuasaan Raja dalam negara adalah merupakan kekuasaan yang
berasal dari Tuhan maka sitem dan norma-norma dalam negara di-
runuskan berdasarkan firman-firman Tuhan. Demikianlah kedudukan
agama dalam negara Theokrasi dimana firman Tuhan , norma agama
serta otoritas Tuhan menyatu dengan negara.

(3) Hubungan Negara dengan Agama Menurut Sekulerisme

Paham sekulerisme membedakan dan memisahkan antara agama
dan negara. Oleh karena itu dalam suatu negara yang berpaham seku-
lerisme bentuk, sistem, serta segala aspek kenegaraan tidak ada hw
bungannya dengan agama. Sekulerisme berpandangan bahwa negara
adalah masalah-masalah keduniawian hubungan manusia dengan
manusia, adppun agama adalah urwsan akhirat yang menyangkutr
hubungan manusia dengan Tuhan.

Dalam negara yang berpaham sekulerisme sistem norma-norma
terutama norma-norma hukum positif dipisahkan dengan nilainilai dan
normma-norma agama. Konsekuensinya hokum;positif sangat ditentukan
oleh komitmen warga negara sebagai pendukung pokok negara, walau-
pun ketentuan hokum postif itu bertentangan dengan agama. Negara
adalah urusan hubungan horizontal antar manusia dalam mencapai
tyuannya, adapun agama acalah menjadi urusan umat masing-masing
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agama. Walapun dalam negara sekuler membedakan antara negara
dengan agama, namun lazimnya warga negara diberikan kebebasan
dalam memeluk agamamasing-masing

6. Negara Pancasila Adalah Negara Kebangsaan Yang
Berkemanusiaan yang Adil dan Beradab

Negara pada hakikatnya menurut pandangan filsafat Pancasila
adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia, yang merupakan
suatu penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang
Maha Esa. Negara adalah lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyara-
katan yang bertujuan demitercapainya harkat dan martabat manusia serta
kesejahteraan lahir maupun batin. Sehingga tidak mengherankan jikalau
manusia adalah merupakan subyek pendukung pokok negara. Oleh
karena itu negara adalah suatu negara kebangsaan yang Berketuhanan
yangMaha Esa, dan berkemanusian yang Adil dan Beradap.

Konsekwensi segala aspek dalam penyelenggaraan negara, sifat-
sifat dan keadan negara harus sesuai dengan hakikat manusia. Sifat-sifat
dan keadaan keadaan negara tersebut adalah meliputi (1) bentuk nehara,
(2) tyjuan negara, (3) organisasi negara, (4) kekuasaan negara, (5)
penguasa negara, (6) warga negara, masyarakat, rakyat dan bangsa (lihat
Notonagoro, 1975). Negara dalam pengertian ini menempatkan manusia
sebagai dasar ontologis sehingga manusia adalah sebagai asal mula
negara dan kekuasaan negara Manusia adalah merupakan paradigma
sentral dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam
pembangunan negara (Pembangunan Nasional)

Sebahai negara yang berkemanusiaan, maka negara” melindungi
seluruh warganya serta seluruh tumpah darahnya”. Hal ini berarti negara
melindungi selurvh manusian sebagai warganya tidak terkecuali. Oleh
karena itu negara harus melindngi hak-hak asasi manusia, serta
mewujudkannya dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan
negara. Hal ini sebagaimana termuat dalam UUD 1945 pasal 27, 28, 29,
30 dan 31. Negara berkewajiban mengembangkan harkat dan martabat
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manusia, bahk an negara harusmenempatkan moral kemanusiaan sebagai
moral negara dan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Negara pancasila sebagai negara kebangsaan yang berkemanusiaan
yang Adil dan Beradap, mendasarkan nasionalisme (kebangsaan)
berdasarkan hakikat kodrat manusia. Kebangsaan Indonesia adalah
kebangsaan yang berkemanusiaan, bukan suatu kebangsaan yang
Chauwinistic.

Kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengakui
kebangsaan yang berkemanusiaan. Hal ini berarti bagi bangsa Indonesia
mengakui bahwa bangsa adalah sebagai penjelmaan kodrat manusia
sebagai makhlik individu dan makhluk sosial, oleh karena itu bangsa
Indonesia mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai bagian dari
umat manusia. Maka dalam pergaulan tata dunia mtemasional maka
bangsa Indonesia mengembangkan suatu pergaulan antar bangsa dalam
masyarakat intemasional berdasarkan atas kodrat manusia, serta
mengakui kemerdekaan bangsa sebagai hak yang dimiliki oleh hakikat
manusia sebagai individu maupun makhluk sosial. Oleh karena itu
penjajahan atas bangsa adalah pelanggaran atas hak kodrat manusia
sebagai bangsa dan tidak sesuai dengan keadilan.

7. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Yang
Berkerakyatan

Negara menurut filsafat pancasila adalah darioleh dan untuk rakyat.
Hakikat rakyat adalah sekelompok manusia yang bersatu yang memiliki
tyjuan tertentu dan hidup dalam suatu wilayah negara. Oleh karena itu
negara harws seusi dengan hakikat rakyat. Rakyat adalah sebagai
pendukungpokok dan scbagai asalmulakekuasaan negara.

Negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat berarti bahwa
kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat dan dalam sistem kenegaraan
dilakukan oleh swatu majelis yaitu majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR). Oleh karena itu negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat
adalah suatu negara demokrasi Rakyat adalah merupakan suatu
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penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.
Oleh karena itu demokrasimenurut kerakyatan adalah demokrasi ‘mono-
dualisme’, artinya sebagai makhluk individu memiliki hak dan sebagai
makhlik sosial harus disertai tanggungjawab. Oleh karena tumengguna-
kan hak-hak demokrasi dalam negara kebangsaan yang berkerakyatan
adalah hak-hak demokrasi yang (1) disertai tanggungawab kepada
Tuhan yang Maha Esa, (2) menjunjung dan memperk okoh persatuan dan
kesatuan bangsa, serta (3) disertai dengan tujuan untuk mewujudkan
suatu keadilan sosial, yaitukesejahteraan dalam hidup bersama.

Demokrasi monodualisme yang mendasarkan individu dan

makhluk sosial bukanlah demokrasi liberal yang hanya mendasarkan
pada kodrat manusia sebagai individu saja, dan bukan pula demokrasi
klass yang hanya mengakui manusia sebagai makhlik sosial belaka.
Demokrasi monodualisme mengembangkan demokrasi kebersaamaan,
berdasarkan asas kekeluargaan kebebasan individu diletakkan dalam
rangka tyuan atas kesejahteraan bersama. Pokok- pokok’ kerakyatan’
yangterkandung dalam sila keempat dalam penyelengaraan negara dapat
dirinci sebagai berikut:

(1) Manusia Indonesia sebagia warga negara dan warga mansya-
rakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama.

(2) Dalam menggunakan hak- haknya selalu memperhatikan dan
mempertimban gkan kepent ingan negara dan masy arakat.

(3) Karena mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban yang
sama maka pada dasamya tidak dibenarkan memaksakan
kehendak pada pihak lain.

(4) Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu diadakan
musyawarah.

(5) Keputusan diusahakan ditentukan secaramusyawara.

(6) Musyawara mtuk mencapai mufakat, diliputi oleh suasana
dan semangagt kebersamaa. (suhadi, 1998).

134 | Pendidikan Pancasila



8. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan Yang
Berkeadilan Sosial

Negara pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan
sosial, yang berarti bahwa negara sebagi penjelmaan manusia sebagi
makhlik tuhan yang maha Esa, sifat kodrat ndividu dan makhlik sosial
bertyuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama
(keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh
hakikat keadilan manusia sebagi makhluk yang beradap (sila II).
Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradap, yang berarti manusia
harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap tuhannya, adil terhadap
orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Dalam hidup bersama bak dalam masyarakat, bangsa dan negara
harus terwujud suatu keadilan (keadilan sosial), yang meliputi tiga hal
yaitu: (1) keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu negara terhadap
warganya, (2) keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap
negaranya untuk mentaati peraturan perundangan, dan (3) keadilan
komutatif (keadilan antar sesama warga negara), yaitu schubungan
keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik
(Notonagopro, 1975).

Sebagai suwatu negara berkeadilan sosial maka negara Indonesia
yang berdasarkan pancasila sebagai suatu negara kebangsaan, bertyjuan
untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah,
memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya (tyuan
khusus). Adapun tujuan dalam pergaulan antar bagsa di mansyarakat
intemasional bertyjuaan: (“ikut menciptakan ketertipan dwunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaina abadi dan keadilan sosial). Dalam
pengertian ini maka negara Indonesia scbagai negara kebangsaan adalah
berkedailan sosial dalam mensejahterakan warganya, demikian pula
dalam pergaulan masyarakat intemasional berprinsip dasar pada
kemerdekaan sertakeadilan dalam hidup masyarakat.

Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam
suatu negara kebangsaan, mengharuskan negara untuk menciptakan
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suatu peraturan perundang- undangan. Dalam pengertian inilah maka
negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu
negara yang berdasarkan atas hukum. Sehingga sebagai sustu negara
hokum harusterpenuhi adanya tiga syarat poko yaitu: (1) pengakuan dan
perlndungan atas hak-hak asasi manusia, (2) peradilan yang bebas, dan
(3) legalitas dalam artihokum dalam segala bentuknya.

Ideologi Sosialisme Komunis

Berbagai macam konsep dan paham sosialisme sebenamya hanya
paham komunismelah sebagai paham yang paling jelas dan lengkap.
Paham ini acalah sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat
kapitalis sebagai hasil dari ideology liberal. Berkembangnya paham
individualisme liberalism yang berakibat munculnya masyarakat
kapitalismenurut paham inimengakibatkan penderitaan rakyat, sehingga
komunisme muncul sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil oleh
kalangan kapitalisyang mendukungpemerintah.

Bertolak belakang dengan paham liberalism individualisme, maka
komunisme yang dicetuskan melalui pemerintah Karl Marx memandang
bahwa hakikat, kebebasan dan hak mndividu itu tidak ada. Ideology
komunisme mendasarkan pacda suatu keyakinan bahwa manusia pada
hakikatnya adalah merupakan sekumpulan relasi, sshinggamutlak adalah
komunitas dan bukannya mndividualitas. Hak milik pribadi tidak ada
karena hal ini akan menimbulkan kapitalisme yang pada gilirannya akan
melakukan penindasan pada kaum proletar. Sehingga dapat dismpulkan
bahwa individualisme merupakan sumber penderitaan rakyat. Oleh
karena itu hak milik individual harus diganti dengan hak milik kolektif,
individualisme diganti sosialisme komunis oleh karena tidak adanya hak
individu, maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunisme
bahwa demokrasi individulis itutidak adayang ada adalah hak komunal.

Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi
secara dialektis, yaitu kelaskapitalis dan kelas proletar, buruh. Walaupun
kedw hal tersebut bertentangan namun saling membutuhkan. Kelas
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kapitalis senantiasa melakukan penindasan atas kelas buruh proletas.
Olehkarena ituharus dilenyapkan. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan
melalui suaturevolusi hal inilah yangmerupakan konsep kaum komunis
untuk melakukan suatu perubahan terdapat struktur masyarakat. Untuk
merubeh suatu supra struktur masyarakat harus dilakukan dengan
mengubah secara diperuntukan bagi masyarakat secara keseluruhan.
Etika ideology komunisme adalah mendasarkan suatu kebaikan hanya
pada kepentingan demi keuntungan kelas masyarakat secara totalitas.
Atas dasar inilah maka komunisme mendasarkan moralnya pada
kebaikan yang relative demi keuntungan kelasnya, oleh karena ini segala
cara dapat dihalalkan.

Dalam kaitannya dengan negara, bahwa negara adalah sebagai
manifetasi dari manusia sebagai makhluk komunal Mengubah
masyarakat secara revolusioner harus berakhir dengan kemenangan pada
pihak kelasproletar. Sehinggapada glirannya pemerintahan negaraharus
dipegang oleh orangorang yang meletakkan kepentingan pada kelas
proletar. Demikian juag hak asasi dalam negara hanya berpusat padahak
kolektif, sehingga hak individual pada hakikatnya adalah tidak ada. Atas
dasar pengertian inilah maka sebenamya komunisme adalah anti de-
mokrasi dan hak asasi manusia.[]
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BAB VII

PANCASILA DALAM
KONTEKS KETATANEGARAAN

1. Pengertian Konstitusi dan Hubungannya dengan UUD 1945

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis “konstituer” yang berarti
membentuk. Dalam bahasa Belanda konstitusi disebut juga Grondwet
yang berarti undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum
dalam swuatu Negara. Konstitusi dan UUD di Indonesia sering dise-
jajarkan. UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUD 1945 pemah berlaku di
Indonesia. Kongtitusi dimaknai dalam arti yang lebih luas dari pada
UUD. Kongtitusi yang dimaksud adalah hukun dasar, baik yang tertulis
(UUD) maupwn yang tidak tertulis (konvensi). Konstitusi dalam arti
sempit (formil) adalah UUD, sedangkan konstitusi dalam arti luas
(materiil) adalah semua aturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun
tidak tertulis,baik yang berderajat hukum ataupun yang berderajat
kebiasaan, asal semua itu mengatur atau menentuk an ketat anegaraannya.
UUD 1945 merupakan hukum tertinggi, norma dasar, dan norma sumber
dari semua hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia. Beriskan pola
dasar dalam kehidupan bemegara di Indonesia. Konstitusi (UUD) berisi
pembatasan kekuasaan dalam Negara. Pembatasan kekuasaan tersebut
terlihat adanya 3 hal dalam setiap konstitusi, yaitu: (1). Menjamin hak
asasi manusia atau warga Negara; (2). Memuat suatu ketatanegaraan
suatu Negara yang bersifat mendasar; (3). Mengatur tugas serta wewe-
nang dalam Negara yang juga bersifat mendasar. UUD 1945 adalah
naskah yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal).
UUD 1945 merupakan hukun dasar tertulis yang bersifat mengikat;
mengikat pemerintah, lembaga Negara, dan lembaga masyarakat, juga
mengikat setiap warga Negara Indonesia di mana saja dan sctiap pen-
duduk yang ada di wilayah Negara Indonesia.
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2. Maknayang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 merupakan sunber dari motivasi dan aspi-
rasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber
cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan
nasional, maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia.
Alenia pertama dari pembukaan UUD 1945 mengungkapkan suatu dalil
obyektif. Bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan dan oleh karenanya harus dihapuskan agar semua bangsa di
dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak
asasinya.

Alenia ini juga mengandung pemyataan subyektif, yaitu aspirasi
bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari perjuangan/pen-
jajahan . Tugas dan kewajiban pada bangsa atau pemerintah Indonesia
untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan
mendukungkemerdekaan setiap bangsa.

Alenia kedwua dari Pembukaan UUD 1945 berisi harapan oleh para
pengantar kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai
segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.
Alenia inimenunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian:

a) Bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai paca

tingkat yangmenentukan.

b) Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus diman-

faatkan untuk menyatakan kemerdekaan.

c) Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tyuan akhir

tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia
yangmerdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alenia ketiga memuat motivasi spiritual yang luhur serta suatu
pengukuhan dariProklamasikemerdekaan. Alenia ini juga menunjukkan
pula ketagqwaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Menjadi keyakinan dan kepercayaan , menjadi motivasi spirituil bahwa
maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu berkat Allah Yang
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Maha Esa. Bangsa Indonesia mendambak an kehidupan yang berk eseim-
bangan, keseimbangan hidup materiil dan spiritual, keseimbngan hidup
dunia dan akhirat.

Aleniakeempat merumuskan tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk
mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.
Prinsip dasar yang harus dipegang untuk mencapai tyjuan adalah dengan
menywun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesiayang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Pancasila.

Alenia ini juga menegaskan bahwa:

a) Negara Indonesiamempunyai fungsiyang sekaligus menjadi tujuan
yaitu:

1.

Melindngi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum.
Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemer-
dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b) Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.
¢) Negara Indonesiamempunyai dasar falsafah Pancasila yaitu:

1.
2.
3.
4

5.

Ketuhanan Yang MahaEsa.

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.  Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

a)

Pokok pikiran pertama.
Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara
Persatvan, Negara yang melindingi dan meliputi segenap
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bangsa seluruhnya. Negara mengatasi segala paham golongan,
mengatasi segala paham perorangan. Rumusan ini berisi
pokok pikiran Persatuan, dengan pengertian yang lazim,
Negara, penyelenggara Negara dan setiap warga Negara wajib
mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan
golongan ataupun perorangan.

b) Pokokpikirankedua.

Pokok pikiran Keadilan Sosial, yang berdasarkan pada
kesacaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan
kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial
dalam kehidupan masyarakat.

c) Pokokpikiranketiga.
Pokok pikiran Kedaulatan rakyat , yang menyatakan bahwa
kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya
oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat.

d) Pokok pikiran keempat.
Pokok pikiran Ketuhanan YangMaha Esa dan Kemanusiaan
Yang Adil dan Beradab. Pokok-pokok pikiran itu adalah
pancaran dari falsafah Negara Pancasila.

4. IsiUUD 1945

Undangundang Dasar bukan satu-satunya atau keselurvhan hukum
dasar. UUD “atwran-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis. Aturan itu
disebut konvensi.

Konvensi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
UUD, UUD 1945 bersifat singkat, memuat 73 pasal, ditambah dengan
tiga pasal Aturan Peralihan dan dua pasal Aturan Tambahan. Sifat UUD
yang singkat itukarena:

(1) UUD itu sudah cukup, apabila telah memuat aturan-aturan
pokok saja, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi
kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara
menyelenggarakan tugasnya.
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(2) UUD yang singkat itu menguntungkan bagi Negara seperti
Indonesia i, yang masih harus terus berkembeang, harus terus
hidup secara dinamis, masih terus mengalami perubahan.
Dengan aturan-aturan pokok ituakan merupakan aturan yang
luwes, kenyal, tidak akan mudbh ketinggalan zaman.

Penyelenggara Negara disamping harus mengetahui teks Undang-
Undang Dasar 1945, juga menghayati semangat Undang-Undang Dasar
1945. Dengan semangat penyelenggara yang baik, pelaksanaan dari
aturan-aturan pokok yang tertera dalam UUD 1945, meskipun hanya
singkat akan baik dan sesuai dengan kemampuannya.
Isi UUD 1945 dapat dibagimenjadi2 bagian:
(1) Bagian pertama, adalah Pembukaan UUD 1945 yang terdiri
dari empat alinea, di mana alenia terakhir memuat Dasar
Negara Pancasila.

(1) Bagian kedua terdiri dari: Pasal-pasal UUD 1945 yang terdiri
dari 20 bab, 73 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal
Aturan tambahan.

5. Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat Negara mem-
punyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan
bemegara. Pancasila scbagai asas kerohanian dan dasar filsafat Negara
merupakan wnsur penentu berlakunya tertib hukun Indonesia. Pancasila
merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945. Alenia keempat Pembukaan
UUD 1945 menjelaskan bahwa Pancasila merupakan Dasar Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan
wujudnyatertuang dalam UUD.

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia , itu berarti
bahwa Negara Indonesia harus didirkan dan dibangun di atas dasar
tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan diganti oleh siapapun MPR
hasil pemilihan umum, karena merubah/menggant i berarti membubark an
Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
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Dengan dicantumkan Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945,
maka pancasila berkedudukan sebagai norma hukum objektif. Pancasila
sebagai substansi esensial daripada pembukaan UUD 1945 adalahsumber
dari segala sumber hukun Republik Indonesia. Maka dari itu untuk
mewujudkan cita-citaharus sesuai dengan Pancasila.

Cara dan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan nilainilai yang
terkandung di dalam pancasila. Sedangkan cita-cita bangsa Indonesia
tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 oleh karena itu Pancasila dan
Pembukaan yang mempunyai hubungan erat harus dilaksanakan secara
serasi, seimbang, dan selaras.

Sila-sila Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalam pokok-
pokok pikiran Pembukaan.

Sila-sila Pancasila Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD
1945

(1) I(silake3)

(2) II(silake5)

(3) I (silake4)

@) IV(silake 1 dan?2)

6. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi
17 Agustus 1945

Proklamasi 17 Agustus 1945 memuat duahalpokok, yaitu:

a. Pemyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.

b. Tindakan-tindakan yang harus segera diselenggarakan
sehubungan dengan pemyataan kemerdekaan itu.

Sedangkan Pembukaan UUD 1945, terutama dalam alenia ketiga
memuat pemyataan kemerdekaan dan alenia keempat memuat tindakan
yang harus dilaksanakan setelah adanya Negara. Letak dan sifat
hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus
1945 adalah sebagai berikut:
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a. Kedwnya merwakan suatu rangkaian yang tidak dapat
dipisahkan.

b. Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18
Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
merupakan realisasi dari alenia kedua Proklamasi 17 agustus
1945.

c. Pembukaan UUD 1945 pada hakekatnya merupakan pemya-
taan kemerdekaan secara terperinci dengan memuat pokok-
pokok pikiran daripadmnya adanya cita-cita luhur yang
menjadi semangat pendorong ditegakkanny akemerdek aan
dalam bentuk Negara Indonesia Merdeka berdaulat, bersatu,
adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sifat hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17
Agustus adalah scbagai berikut:
a. Alenia pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945

memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17
Agustus1945.
b. Alenia keempat Pembukaan UUD 1945 memberi pertang

gungawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17
Agustus1945.

Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 merupa-
kan satu kesatuan yang bulat. Amanat keramat dari Proklamasi 17
Agustus 1945 terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya Negara
Proklamasi 17 Agustus 1945 hanya dapat disusun dan diselenggarak an
berdasarkan Pembukaan UUD 1945, inklusif Pancasila terkandung di
dalamnya.

7. Pembukaan UUD 1945 Mempunyai Kedudukan Sebagai
Pokok Kaidah Fundamental Negara

Ditinjau dari hakekat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 se-
bagai Pokok Kaidah Fundamental daripaca Negara Republik Indonesia.
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Dengan demikian Pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi dari
pasalpasal UUD 1945. Atau dengan kata lain:
a. Pembukaan merupakan tertib hukum tertinggi dan terpisah
daripasal-pasal UUD 1945.
b. Pembukaan merupakan Poko Kaidah Fundamental yang
menentukan adanya UUD itu
c. Terbawa oleh kedudukannya sebagai Pokok Kaidah
Fundamental, Pembukaan mengandung pok ok-pokok pikiran
yangoleh UUD itu
d. Terbawa oleh kedudukannya sebagai Pokok Kaidsh Funda-
mental, Pembukaaan mengandung pokok-pokok pikiran yang
oleh UUD harws diciptakan atau dituangkan dalam pasal-
pasalnya.

8.  Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945

Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945 yang telah di-
amandemen sangat berbeda dengan sistem yang dianut sebelum amande-
men. Secara garis besar gambaran tentang sistem pemerintahan Negara
yang dianut oleh UUD 1945 yang telah diamandemen achlah sebagai
berikut:

a. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UUD 1945 (pasal 1 ayat 2)

b.  Sistem Konstitusional

Negara Indonesiaadalah Negarahukum (pasal 1 ayat 3)

d.  Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut
UUD (pasal 4 ayat 1)

e. Presiden adhlah penyelenggara pemerintahan Negara yang

tertinggi.

Menteri Negara ialah pembantu Presiden (pasal 17 ayat 1)

Kekuasaan Kepala Negaratak terbatas

h. Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik
(pasall ayat 1 danpasal 18 ayat 1)

o

]
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9.

Kelembagaan Negara menurut UUD 1945

a.

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Tugasnya melakukan peninjauan terhadap materi dan status
hukum TAP MPRS dan MPR untuk diambil keputusan paca
sidang MPR Tahun 2003 (pasal 1. AT).

Presiden dan Wakil Presiden

Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan
Pemerintah untuk menjalankan UU (pasal 5). Syarat menjadi
calon Presiden dan Wakil Presiden adalah WNI sejak kela-
hirannya, tidak pemah menerimakewarganegaraan lain karena
kehendaknya sendiri, tidak pemah mengkhianati Negara, dan
mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan
kewajibannya, sedang syarat-syarat yang lain diatur dengan
UU (pasal 6).

Hak dan Kewenangan dari Presiden selaku kepala

Negara adalah dimilikinya hal prerogative, antara lain:

- Memegangkekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU (pasal
10).

- Menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian
dengan Negara lain dengan persetujuan DPR, terutama
yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
Negara (pasal 11).

- Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya
ditetapkan dengan UU (pasal 12).

- Mengangkat dan menerima dutakonsul dengan memper-
hatikan pertimbangan DPR (pasal 13).

- Presiden memberikan grasi dengan pertimbangan MA,
dan memberikan amnesty dan abolisi dengan
pertimbangan DPR (pasal 14).

- Presiden member gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormat an menurut UU (pasal 15).
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- Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas
member naschat dan pertimbangan kepada Presiden
(pasal 16)

- Presiden berhak mengangkat menteri-menteri sebagai
pembantuPresiden (pasal 17)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan setiap RUU
dibahas oleh DPR dan Presiden secara bersama-sama dan
selanjutnya disahkan oleh Presiden. DPR mempunyai fungsi
legislasi, anggaran, dan pengawasan, dan untuk itu DPR
diberikan hak-hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat,
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat
serta imunitas (pasal 20).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD berhak mengajukan RUU kepada DPR dan ikut
membahasnya yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat-cherah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat-caerah, serta
memberi pertimbangan atas RUU APBN yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan agama (pasal 22D). DPD dapat
melakukan pengawasan terhadap UU yang usulan dan pem-
bahasannya dimiliki oleh DPD.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri (pasal 22E).
Bank Sentral

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,
tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dengan UU (pasal
23D).

Badan PengawasKeuangan (BPK)

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden, sedangkan
pimpinan BPK dipilih oleh anggota (pasal23F).
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Mahkamah Agung(MA)

MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.
Ketwa dan Wakil MA dipilih oleh Hakim Agung (pasal 24A).
Komisi Yudisial (KY)

KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden dengan persetujuan DPR (pasal24B).
Mahkamah Konstitusi (MK)

MK berkewajiban member keputusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil
menurt UUD. Mk mempunyai 9 anggota hakim konstitusi
yang ditetapkan Presiden yang masing-masing 3 orang
diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden.

10. Struktur Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945 (Hasil
Amandemen)

Badan Legislatif, Badan Eksekutif, Badan Yudikatif

MPR, DPR, DPD, Presiden, Wapres, Bank Central, BPK, MA.
Komisi Yudisial, Mahkamah Konst it usi

Wantim

Menteri

11. Hubungan Negara dan Warga Negara/Penduduk

Warga Negara Indonesia adalah orangorang Indonesia asli dsn
bangsa lain yang memenuhi syarat menurut UU. Hak-hak warga Negara

Indonesia:

a.

Kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan
(pasal27 ayat 1).
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Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan (pasal27 ayat 2).

Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
(pasal28D ayat 3).

Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
(pasal30 ayat 1).

Hak mendapat pembiayaan untuk mengikuti pendidikan dasar
(pasal31 ayat 2).

Hak dipeliharaoleh Negara bagi fakir miskin (pasal 34 ayat 1).
Hak mendapat jaminan social dan pemberdayaan (pasal 34
ayat 2).

Hak menggunakan fasilitasumum dan pelayanan umum (pasal
34 ayat 3).

Kewajiban-kewajiben warga Negara Indonesia:

a.

d.

Menjunjung hukun dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1).

Ikut serta dalam upayapembelaan Negara (pasal 27 ayat 3).
Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
Negara (pasal 30 ayat 1).

Mengkutipendidikan dasar (pasal31 ayat 2).

Sedangkan bagiyang berstatuspenduduk, memiliki hak-hak yaitu

a.
b.
c.

Mendapat kewarganegaraan Indonesia(pasal26 ayat 1).
Berserikat, berkumpul,dan mengeluarkan pikiran (pasal 28).

Memeluk agama dan beribadah menurut agama dan ke-
percayaannya (pasal29 ayat 2).

12. Ketatanegaraan Masa Orde Lama Sampai Masa Reformasi
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a.

Masa Orde Lama

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan
Negara yang dianut kembali berdasar pada UndangUndang
Dasar 1945, yakni berdasar pada sistem pemerintahan Presi-
densial. Sistem pemerintahan berdasar Undang-Undang Dasar.
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Masa Orde Lama/Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-11
Maret 1966), dalam praktik sistem pemerintahan Negara
Presidensial belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan
Presidensial dijalankan dengan berdasar Demokrasi Terpimpin

Masa Orde Baru

Masa Orde Barw/Demokrasi Pancasila (11 Maret 1966-
21 Mei 1998), penyelenggaraan pemerintahan negara dengan
sitem pemerintahan Presidensial dengan berdasar pada
Demokrasi Pancasila pada awal pemerintahan Orde Baru
mengadakan koreksi total atas penyimpangan-penyimpangan
yang dilakukan pada masa Orde Lama. Dengan demikian,
sistem pemerintahan presidensial sudah dilaksanakan sesuai
ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dalam
praktiknya Presiden Socharto selama berkuasakurang lebih 32
tahun cenderungmelakukan KKN.

Sehingga pada tahun1998 terjadi gejolak yang sangat
luar biasa dari masyarakat, yang menuntut mundumya
Socharto sering disebut gerakan reformasi, yang kemudian
memaksa Presiden Socharto turun dari jabatannya, dan
akhimya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan
berhenti sebagai Presiden, dan melimpahkan kepada Wakil
Presiden, yakni B. J. Habibie sebagaiPresiden Baru

Reformasi

Masa Orde Reformasi (21 Mei 1998 sampai sekarang),
penyelenggaraan pemerintahan mash tetap berlandaskan
UndangUndang Dasar 1945, yakni menganut sistem
pemerintahan presidensial. Namun, dalam pelaksanaannya
dilakukan secara kristis (reformis) artinya peraturan
permdangan yangtidak berjiwa reformis diubah/diganti.
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13. Pancasila Pada Konteks Ketatanegaraan Masa Indonesia
Me rumuskan Pancasila

Pada tanggal 29 April 1945, tepat pada hari Tentyo Setsu (hari ulang
tahun Raja Jepang Tenno Heika), Pemerintah militre Jepang di Indonesia
membentuk suatu badan yang di beri nama Dokuritsu Junib Cosakai (
Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan disngkat BPPK). Sepanjang
Sejarah hidupnya, Badan Ini mengalami dua kalimasa sidangyaitu:
- Masa sidang I: pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1
Juni 1945, Yang membicarakan Dasar Negara Indonesia.

- Masa sidang II: pada tanggal 10 Juli Sampai dengan tanggal
16 Juli 1945, Yangmembicarakan rancangan Undang-Undang
Dasar Indonesia.

Lembaga-L.embaga Negara sebelun amandemen:

1. MPR

2. Dewan Perwakilan Rakyat(DPR)
3. Presiden

4.  Mahkamah AgungMA)

5. BPKdan DPA.
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Lembaga-lembaga Negara pasca Amandemen

1.

2
3.
4.
5

MPR
Presiden
DPR
DPD
BPK

6.

1.
8.
9

DPA

Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Komisi Yudisial (KYY)

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam kedudukan ini pancasilamerupakan sumber nilai dan norma

dalam setiap aspek Penyelenggaraan negara termasuk sebagai sumber
tertib hukum di negara republik Indonesia, oleh karena itu pancasila
merupakan sumber hukum dasar negera baik yang tertulis yaitu UUD
negaramaupun hukum dasartidak tertib atau canvensi.

Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum mempuny ai kedudukan
diatas pasal-pasal UU 1945. konsekuensinya keduanya memiliki kedw
dukan hukum yang berlarian, namun keduanya terjalin dalam suatu hw
bungan kesatuan yang kuasal dan organisasi. Pkedudaan UUD 1945
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terdiri 4 alinea, dan setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau
berdasarkan isnya.

154

1.

Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi.
Kedudukan pembukaan UUD dalam kaitannya dengan tertib
hukun indonesia memiliki dua aspek yang sangat funda-
mental yaitu pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi
terwujudnya tertib hukum indonesia, kedua memasukkan diri
dalam tertib hukum Indonesia se bagaitertib hukum tertinggi.

Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertibhukum
Indonesia.

Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, termuat unsur-
unsur yang menurtt imu hukum disyaratkan bag adanya
tertib hukum indonesia memiliki (recht orde) atau (Legal
Oeder) yaitu suatu kebudayaan dan keseluruhan peraturan-
peraturan Hukum.

Adapun syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah
meliputi adanya kesatuan subjek, kesatuan asas kesenian,
kesatvan dan cara daerah dan kesatuan waktu Mercka kedu-
dukan pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia
adalah menjadi dasamya dan pembukaan UUD 1945 me-
masukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang
tertinggi.

Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah Negara yang
fundamental.

Pokok kaidah negara yang findamental menurut ilmu hukum
tata negara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain dari
segi terjadinya dan dari segi isinya.

Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, dalam
hukum mempunyai hakikat kedudukan yang tepat kuat dan
tidak berubah, terletak dalam kelangsungan hidup negara yang
telah dibentuk.

Pembukaan UUD 1945 tetap terletak pada kelangsungan
hidupnegara Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
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Menurtt tata hukum suatu peraturan hukum hanya dapat di-
ubah atau dihapus oleh penguasa adalah peraturan hukum
yang lebih tinggi tingkatannya daripada penguasa yang mene-
tapkannya. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupa-
kan swatu tertib hukum yang tertinggi di negara Republik
Indonesia.
Selain dari segi yuridis formal bahwa pembukaan UUD 1945
secara hukum tidak dapat diubah, oleh sebab ituproklamasi 17
Agustus 1945 pembukaan UUD 1945 dan negara Republik
Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan.
Pengertian isipembukaan UUD 1945.
*  AlineaPertama
Dalam alinea ini terkandung suatu pengakuan tentang
nilaihak kodrat yang artinya adalah hak yangmerupakan
karmia dari Tuhan yang Maha Esa, yang melekat pada
manusia sebagai makhluk Individu.
*  Alneakedwma
Alinea ini sebagai suatu Konsekuensi logis dari pemya-
taan akan kemerdekaan pada alinea pertama
*  Alinea Ketiga
Dalam alinea ini termuat pengakuan “ Nilai Religius”
Pengakuan Nilai Moral “ dan pengakuan “pernyataan
kembali proklamasi”. Adapun isi nilai pokok yang
terkandng dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-
empat adalah tentang tujuan negara yaitu tujuan khusus
dan tujuan umum, tentang ketentuan diadakannya UUD
Negara, tentang bentuk negara tentang dasar filsafat
negara.

Nilainilai hukun, hukum kodrat, dan hukum efis yang
tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea I, 11, II1, terkandung
nilai-nilai Hukum kodrat yang oleh karena itu sifatnya yang
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mutlak dan melekat pada kodrat manusia yang dikatakan

sebagai hak kodrat Hukum Tuhan dan hukum etis (alinea IIT)

yang kemudian dijelmakan dalam alinea IV yang merupakan

dasar bagipelaksanaan dan penjabaran hukum positif Indonesia.

7.  Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan
UUD 1945.

- Pokok Pikiran I: Negara melindungi segenap bangsa

Indonesia dan selurth tumpah darah Indonesia dengan

berdasar atas persatuan dan seluruvh tumpah darah

Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan me-
wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Pokok pikiran II: Negara hendak mewujudkan keadilan
sosial bag seluruh rakyat Indonesia..

- Pokok Pikiran III: Negara yang berkedaulatan rakyat,
berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan /
perwakilan.

- Pokok pkiran IV: Negara berdasarkan atas ketuhanan

yang maha esa menurt dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.

- Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan batang
tubuh UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal
organik dengan batang tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi
yaitu UUD ditentukan akan ada, yang diatur dalam UUD adalah tentang
pembentukan pemerintah negara yang memenuhi berbagai persyaratan
dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara, Negara Indonesia
ialah pembentuk Republik yang berdaulatan rakyat, ditetapkannya dasar
kerohanian rakyat.

Hubungan antarapembukaan UUD 1945 dengan pancasila

- Hubungan Secara Formal

Pancasila sebagai substansi esensial dari pembukaan dan
mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan,
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sehingga bakk rumusan maupun yuridisnya sebagai dasar
negara adalah sebagaimanaterdapat di dalam.

- Berdasarkan urutan-urutan tertibhukum Indonesia
Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang
tertinggi, adapun tertib hukum indonesia bersumber pada
pancasila, atau dengan kata lan bahwa panasila sebagai
sumber tertib hukun Indonesia.

Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17
Agustus 1945 suatu kesatuan yang utuh, dan apa yang terkandung dalam
pembukaan adalah merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia
tatkala mendirkan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama.[]
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BAB VIII

NEGARA INDONESIA SEBAGAI
NEGARA HUKUM

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke4 disebutkan
bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal
tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah
negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-
satnya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bemegara (supremacy of law). Sebelum dilakukan perubahan terhadap
UUD 1945, landasan kongtitusional bahwa Indonesia adalah negarayang
berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh
UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pemyataan bahwa Negara
Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan
UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum
perubahan dnyatakan ada tuyuh kunci pokok sistem pemerintahan
Negara Indonesia, yaitu:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (recht staat)
dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (maacht staat).

Sistem konstitusionil.

3. Kekuasaan tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR).

4.  Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertingg
di bawah MPR.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Menteri Negara adalah pembentu Presiden dan tidak
bertanggung jawabkepada DPR.

7.  Kekuasaan kepalanegara tidak tak terbatas.
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Berdasarkan point pertama dari penjelasan tersebut, maka jelaslah
bahwa hukun merupakan tatanan k ehidupan nasional baik dalam bidang
politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Selain
UUD 1945 sebelun perubahan dan sesudah perubahan, dalam sejarah
ketatanegaraan Republik Indonesia, pemah berlaku beberapa macam
konstitusi, mulai dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan
Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari berbagai macam konstitusi
yang pemah berlaku tersebut, dapat ditarik suatu benang merah, bahwa
Indonesiatetap sebagai negarayang berdasarkan atashukum, dan sampai
sekarang pada saat berlakunya UUD 1945 hasil perubahan ke-4, juga
tetap dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yangtelah discbutkan di
atas. Hulkum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara
memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemamdu (rambu
rambu) kehidupan masyarakat, dengan maksud agar tercipta tatanan
kehidupan berbangsa dan bermegara yang aman, tertib, adil, dengan
adanya jamian kepastian hukum dan perlindungan HAM. Selan itu,
hukum juga berperan sebagai penyelesai konflik yang terjadi antara
subjek hukum.

Membahas tentang negara hukum, tidak terlepas dari sifat dan ciri-
ciri dari negara hukum, dan khusus untuk negara hukum Indonesia, hal
tersebut dapat diketahui melalui UUD 1945 yang merupakan landasan
konstitusional Negara Hukum Indonesia. Mengenai sifat dan ciri negara
hukum, hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan hasil simposium yang
diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada tahun 1966 di Jakarta.
Dalam simposium tersebut disebutkan bahwa: “Sfat negara hukum itu
adalah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan
terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat
perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau
singkatnya disebut prinsip “rule of law”

Ciricirikhas bagi suatu negara hukum adalah:
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1.  Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang
mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial,
ekonomi, dan kebudayaan.

2.  Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak
dipengarvhioleh suatu kekuasaan apapun juga.

3. Leglitas dalam arti segala bentuknya.

Konsep negara hukum yang dibangun yang kemudian diberikan
landasan kongtitusional oleh UUD 1945, pada dasamya ticak bisa
dilepaskan dariperjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya pada saat
pra kemerdek aan “penjajahan” dan masa kemerdekaan. Haltersebut bisa
dimengerti sebab, bangsa Indonesia di jajah oleh Belanda. Dalam
kaitannya dengan hukum, Belanda selaku negara penguasatanah jajahan
bermak sud mentertibkan penduduk jajahan dan pengelolahan tanah dan
hasil tanah jajahan dengan memberlakukan hukum belanda melalui
kebijakan konkordansi, yakni memberlakukan hukum Belanda di negara
koloni. Oleh karena itu, konsep negara hukum yang kemudian
diintridusir oleh UUD 1945, adalah negara hukum yang mirip dengan
negara hukun yang ada dalam negara-negara dengan yang menganut
sistem hukum eropa kontinental. Dalam sistem hukum eropakontinental,
bangunan negara hukumnya disebut dengan bangunan rechtsstaat. Selain
keluarga hukum eropa kontinental dengan model negra hukum
rechtsstaat, dibelahan dunia lainnya juga dikenal konsep negara hukum
the ruleof lawyang digali dari sistem negara anglo saxon. Kedua model
negara hukum tersebut, menurt Suko Wiyono dengan tumpuannya
masingmasing mengutamakan segi yang berbeda. Konsep rechtsstaat
mengutamakan prinsp wetmatigheid yang kemudian menjadi
rechtmatigheid, sedangkan the rule of law mengutamakan equality
before The law.Akibat adanya perbedaan titik berat dalam pengoperasian
tersebut, muncullah unsur-unsur yang berbeda antara konsep rechtsstaat
dan konsep the rule of law. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai
berikut:
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1. Unsur-unsur rechtsstaat:
a. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
(HAM).
b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara
untuk menjamin perlindungan HAM,
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan,
Adanya peradilan administrasi; dan

2. Unsur-unsur the rueof law
a. Adanya supremasi aturan hukum,
b. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan
c. Adanya jaminan perlindungan HAM.

Dari uraian unsur-unsur rechtsstaat maupun the rule of law tersebut
nampak adanya persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut.
Baik rechtsstaat maupun the rule of law selalu dikaitkan dengan konsep
perlindungan hukum, sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari
gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia. Dengan demikian kedvanya sama-sama memiliki inti upaya
memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga
negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang
sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus
diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Sebab
dengan pemisahan atau pembagian kekuvasaan di dalam negara,
pelanggaran dapat dicegah atau paling tidk dapat diminimalkan.
Di samping itu, perbedaan antara konsep rechtsstaat dan the rule of law
nampak pada pelembagaan dunia peradilannya, Rechtsstaat dan the rule
of law menawarkan lingkungan peradilan yang berbeda meskipun pada
intinya kedua konsep tersebut mengnginkan adanya perlindungan bagi
hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen.
Pada konsep rechtsstaat terdapat lembagp peradilan administrasi yang
merupakan lngkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan pada
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konsep the rule of law tidak terdapat peradilan administrasi sebagai
lingkungan yang berdiri sendiri. Hal i disebabkan dalam konsep the
ruleoflaw semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum,
sehingga bagi warga negara maupun pemerintah harus disediakan
peradilan yang sama.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan
hukun atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan
tertinggi dalam suatunegara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat
terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu
dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
serta adanya pengakuan adanya Hak Asasi Manusia, walaupun dalam
praktek penyelenggaraannya masih belum sempuma dan banyak terjadi
penyelewengan terhadap ciriciri khas negara hukum tersebut.
Mengingat hukun hampir mencangkup semua aspek kehidupan
berbangsa dan bemegara, maka sangatlah penting untuk meningkatkan
pembangunan terhadap hukum sejalan dengan pembengunan terhadap
masyarakat agar citacita hukum yang ingin dicapai dengan adanya
bentuk negara hukum dapat tercapai dan hasilnya dapat dirasakan oleh
seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata tanpa terkecuali.[]
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BAB IX
HAK ASAST MANUSIA

Hak asasi Manusia memiliki macam-macam atau jenis-jenis hak-
hak asasi dengan contoh-contohnya, agar kita lebih mengetahui dari
pembagian hak-hak asasi dari macam-macam atau jenis-jenis hak asasi
manusia. Dalam macam-macam Hak asasi Manuwsia (HAM) diutarakan
juga oleh benyak para ahli atau pakar beberapa diantaranya yakni John
Locke, Aristoteles, Montesquleu, J.J. Rousseau, dan Brierly. Sebelum
melangkah ke pembahasan Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM),
tahukah pembaca tentang pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ..
dimana sebelumnya pengertian HAM telah kami bahas, agar
pengetahuan kita tentang HAM lebih tersusun. Macam-macam Hak
Asasi Manusia dan contohnya yang dijelaskan seperti dibawah ini.
Sebelumnya baca juga contoh kasus pelanggaran ham

Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM)
a. Hak Asasi Pribadi (Perseonal Rights)

Hak AsasiPribadi adalah hak yangmeliputikebebasan meny atak an
pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebabasan
dalam untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.

Contohnya:

- Hak Kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan
pendapat.

- Hak Kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan
memeluk ataumemilih agama.

- Hak Kebabasan dalam berpergian, berkunjung, dan berpindah-
pindah tempat.

- Hak Kebabasan dalam memilih, menentukan organisasi dan
aktif dalam organisasi tersebut.
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b. Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)

Hak Asasi Ekonomi adalah Hak untuk memiliki, membeli dan men-
jual, setamemanfaatkan sesuatu.

Contohnya:

Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam membeli.

Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan
dan melak ukan perjanjian Kontrak

Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki
sesuatu

Hak Asasi Ekonomi tentang kebabasan dalam memiliki
pekerjaan yang layak.

Hak Asasi Ekonomi tentang kebabasan dalam melakukan
transakssi

Hak Asasi Ekonomi dalam bekerja

c¢. Hak Asasi Politik (Politik Rights)

Hak Asasi Politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak
pilih maksunya hak untuk dipilih contohnya: mencalonkan sebagai
Bupati, dan memilih dalam suatupemilu contohnya memilih Bupati atau

Presiden), hak mntuk mendirikan parpol, dan sebagainya.

Contohnya:
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Hak Asasi Politikk dalam memilih dalam suatu pemilihan
contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah

Hak Asasi Politik dalam Dipilih dalam pemilihan contohnya
pemilihan bupati ataupresiden

Hak Asasi Politik tentangkebebasan ikut serta dalam kegiatan
pemerintahan

Hak AsasiPolitik dalam mendirikan partai politik

Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada
bidang politik

Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau
pendapat yang berupa usulan petisi.
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d. Hak Asasi Hukum (Rights Of Legal Equality)

Hak Asasi Hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakukan yang
sama dalam hukum dan pemerintahan.

Contohnya:

- Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum

- Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum
padaperadilan.

- Hakyangsama dalam proses hukum

- Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum

e. Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Gulture Rights)

Hak Asasi Sosial dan Budaya adalah hak yang menyangkut dalam
masyarkat yakni untuk memilih pendidkan, hak untuk mengembengkan
kebudayaan dan sebagainya.

Contohnya:

- Hak untuk mendapatkan pendidikan yang lay ak

- Hak mtuk mendapat pelajaran

- Hak untuk memilih, menentukan pendidikan

- Hak untuk mengembangkan bakat dan minat

- Hak mtuk mengembangkan Hobi

- Hak untuk berkreasi

f. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Hak Asasi Peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata
cara peradilan dan perlindungan (procedural rights), misalnya peraturan
dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan.

Contohnya:
- Hakmendapatkan perlakukan yang adil dalam hukum
- Hakmendapatkan pembelaan dalam hukum
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- Hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya
proses hukum baik itu penyelidikan, penggeledahan,
penangkapan, dan penahanan.
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BAB X
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

A. Pengertian Paradigma

Istilah Paradigma pada awalya berkembang dalam dunia ilmu
pengetahuan terwtama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu
pengetahuan. Secara triminologis tokoh yang mengembangkan istilah
tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam
bukwnya yang berjudul The Structure Of Scientific Revo lution (1970:49).
Inti sari pengertian dari paradigma adalah suatu asunsi-asumsi dasar dan
asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai).
Sehingga merupakan suatu sumber hokum-hukum, metode, serta
penerapan dalam ilmu pengetahuan schingga sangat menentukan sifat,
ciri, sertakarakter ilmupengetahuan itu sendiri.

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Istilah paradigm pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu
pengetahuan. Menurut Thomas Khun, orang yang pertama kali menge-
mukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu di-
dominasi oleh suatuparadigma. Paradigma adalah pandangan mendasar
dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu ca-
bang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkem-
bangtidek hanya di bidang ilmu pengetahuan. Tetapi pada bidang lain
seperti bidang IPTEK, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya,Hankam, Ke-
hidupan Beragama. Paradigma kemudian berkembeng dalam pengertian
sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber,
tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan
demikian paradigma menempati posisi tingg dan penting dalam
melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai
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paradigama artinya nilai-nilai dasar pancasila sccara normatif menjadi
dasar kerangka acuan dan tolak ukur segenap aspek pembangunan
nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas
pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas pancasila sebagai
dasar Negara dan ideologinasional

Nilainilai dasar Pancasila dikembangkan atas dasar hakikat manu-
sia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah mahluk monopluralis.
Kodrat manusia yang monop luralis tersebut mempunyai ciri-ciri antara
lain:

1. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa danraga

. Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus social
3. Kedudkan kodrat manusia sebagai mahluk pribadi dan
mahluk tuhan..

Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya
meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa,
raga, pribadi, social, dan aspek ketuhanan. Secara singkat pembengunan
nasional sebagai uapaya peningkatan manusia secara totalitas. Pem-
banguan social harus mampu mengembangkan harkat dan martabat
manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu pembanguan dilak sanak an
di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.
Pembangman meliputi bidang IPTEK, Politik, Ekonomi, Sosial
Budaya,Hankam, Kehidupan Beragama.

C. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK

Dalam wpaya manusia mewujudkan kegjahteraan dan peningkatan
harkat dan martabatnya maka manusia mengembangkan Imu
Pengetahuan dan Teknologi. IImu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia.
Unsur jivwa (rohani) manusia meliputi aspek akal, rasa dan kehendak.
Akal merupakan potensi rohani manusia dalam hubungan dengan
intelektualitas. Rasa dalam bidang estetis dan kehendak dalam bidang
moral (etika).
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Atas dasar kreativitas akalnya manusia mengembangkan IPTEK
dalam rangka untuk mengelolah kekayaan alam yang disediakan oleh
Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu tuuan yang essensial dari
IPTEK adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga IPTEK pada
hakikatnya tidak bebas namun terikat oleh nilai. Dalam masalah ini
pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan IPTEK
demi kesejahterahan hidup manusia. Pengembangan IPTEK sebagai
hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Pancasila yang sila-silinya merupakan swatu kesatuan yang
sistematis haruslah menjadi system etika dalam pengembangan IPTEK.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengeta-
huan, mencipta, perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal
rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini IPTEK tidak hanya memikirkan
apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan tetapijuga dipertimbang-
kan maksudnya dan akibatnya apakah merugkan manusia dengan
sekitamya. Pengolahan diimbang dengan melestarikan. Sila ini menem-
patkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya melankan
sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya (T. Jacob,
1986).

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, memberikan dasar-
dasar moralitas bahwamanusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah
bersifat beracab. IPTEK adalah sebagai hasil budaya manusia yang
beradab dan bermoral. Oleh karena itu pengembangan IPTEK harus
didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia.
IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkaan dan keserakahan
manusia namun harus diabadikan demi peningkatan harkat dan martbat
manusia.

Sila Persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalia dan
internasionalisme (Kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengem-
bangan IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia termasuk di
dalamnya kesejahrataan bangsa Indonesia. Pengembangan IPTEK
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hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa
sertakeluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan /perwakilan, mendasari pengembangan IPTEK secara
demokratis. Artinya setiap ilmuan haruslah memiliki kebebasan untuk
mengembangkan IPTEK. Selain itu dalam pengembagan IPTEK setiap
ilmuan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain
dan harus memiliki skap yang terbuka, artinya terbuka untuk dikritik,
dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lannya.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mengkom-
plementasikan pengembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan
keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan
dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan tuhannya,
manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan
Negara serta manusia dengan alam lingkungannya (T Jacob).

D. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Politik

Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai
subjek atau pelakupolitik bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak
dari kodrat manusia maka pembangman politikk harus dapat
meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia
yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan
kekwasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila
sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter.
Berdasarkan hal itu, sistem politk Indonesia harus dikembangkan atas
asas kerakyatan (sila IV Pancasila). Pengembangan selanjutnya adalah
sistem politikk didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada
pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia
dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral
persatuan, moralkerakyatan, dan moralkeadilan.
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Perilaku politik, bak dari warga negara maupun penyelenggara
negara dkembangkan atas dasar moral tersebut schingga menghasilkan
perilakupolitik yang santun dan bermoral.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan
bahwa Pancasila bersifat sosialpolitik bangsa dalam cita-cita bersama
yang ingin diwuyjudkan dengan menggunak an nilainilai dalam Pancasila.
Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut
perlu direkonstruksi kedalam pewujudan masyarakat-warga (civil
society) yang mencakup masyarakat tradisional (berbagai asal etnik,
agama, dan golongan), masyarakat industrial, dan masyarakat puma
industrial. Dengan demikian, nilainilai social politk yang dijadkan
moral barubagi masyarakat acalah:

—  Admyanilai toleransi antar masy arakat

—  Adanyanilaitransparasi hukun dan kelembagaan

— Adanya nilaikejyuran dan komitmen (tindakan sesuai dengan

kata)

—  Bermoral berdasarkan consensus (Astrid200:3)

E.  Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Fkonomi

Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi
maka sitem dan pembangman ekonomi berpijak pada nilai moral
daripada pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan
pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan ( sila
IT Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dam
humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikema-
nusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, bak selaku
makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk tuhan.

Sistem ekonomi yang berdasar pancasila berbeda dengan sistem
ekonomi liberal yang hanya mengmtungkan individwindividu tanpa
perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda
dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui ke-
pemilikan individu
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Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia
sebagai subjek. Oleh karena ity, sistem ekonomi harus dikembengkan
menjadi sitem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada
kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar
pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluvar-
gaan. Sistem ekonomi juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral
kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampumenghindarkan diri
dari bentuk-bentuk persaingan bebas monopoli dan bentuk lainnya yang
hanya menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan dan
kesengsaraan warga Negara.

Dalam Ekonomi Kerakyatan, politik/kebijakan ekonomi harus
untuk sebesarbesar kemakmurankescjahteraan rakyat—yang harus
mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi
seluruh warga masyarakat (tidak lagi yang seperti sclama Orde Baru
yang telah berpihak pada ekonomi besarkonglomerat). Politik Ekonomi
Kerakyatan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan
pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil,
dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi
nasional.

Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan
ini ialah koperasi. Ekonomi Kerakyatan akan mampu mengembengkan
program-program kongkrit pemerintah daerah di era otonomi daerah
yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan
pemerataan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Ekonomi Kerakyatan akan mampu memberda-
yakan daerah/fakyat dalam berekonomi, schingga lebih adil, demokratis,
trangparan, dan partisipatif. Dalam Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah
Pusat (Negara) yang demokratis berperanan memaksakan pematuhan
peraturan-peraturan yang bersifat melindung warga atau meningkatkan
kepastian hukum
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F. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Budaya

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang
pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu
sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil
dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harusmampu
meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusiayang
berbudaya dan beradab. Apabila dicermati, sesungguhnya nilainilai
pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan atau
sebagai kerangka acuan bersama bagikebudayaan.antara lain:

1. Sila pertama, menunjukan tidak ada satu pun suku bangsa
ataupun golongan social dan komuniti setempat di Indonesia
yangtidak mengenal kepercayaan terthadap T uhan YangMaha
Esa.

2. Sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh
segenap warga Negara Indonesia tanpa membedakan asal usul
kesuku bangsaan, kedaerahan, maupun golongannya.

3. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi
kebulatan tekad masyarakat majemuk dikepulauan nusantara
untuk mempersat ukandiri sebagai satu bangsa yang berdaulat.

4.  Sila keempat merupakan nilai budaya yang luas peserbaraan-
nya dikalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk
melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat
relevan untuk mengendalikan nilai-nilai  budaya yang
mendahulukan kepentingan p erorangan.

5. Sila kelima nilainilai keadilan social itu menjadi landasan
yang membangkitkan ssmangat perjuangan bangsa Indonesia
dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan
keadilan social.

G. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Hankam

Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat
hukun. Demi tegaknya hak-hak warga Negara maka diperlukan
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peraturan perundang-undangan Negara, baikk dalam rangka mengatur
ketertiban warga Negara maupun dalam rangka melindungi hak-hak
warga negaranya. Oleh karena itu Negara bertujuan melindungi segenap
wilayah dan bangsanya. Atas dasar pengertian demikian ini maka
keamanan merupakan syarat mutlak tercapainya kesejahteraan warga
Negara. Adapun demi tegaknya integritas seluruh masyarakat Negara
diperlukan suatu pertahanan Negara dan aparat penegak hukum Negara.

Oleh karena itu pancasila sebagai dasar Negara dan mendasarkan
diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis maka pertahanan dan
keamanan Negara harus dikembalikan pada tercapamnya harkat dan
martabat manusia sebagai pendukung pokok Negara. Dasar-dasar
kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan
keamanan Negara. Dengan demikian pertahanan dan keamanan Negara
harus berdasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat
manusia, tertama secara rinci terjaminnya hak asasi manusia.
Pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan sebab demikian
sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu pertahanan dan keamanan Negara harus
dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.
Pertahanan dan keamanan Negara harus berdasarkan pada tujuan demi
tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai mahluk Tuhan yang
Maha Esa (Sila Indonesia dan II). Pertahanan dan keamanan Negara
haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan warga sebagai
warga Negara (Sila III). Pertahanan dan keamanan harus mampu
menjamin hak-hak dasar persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan
(Sila 1IV). Dan akhirnya pertahanan dan keamanan haruslah
dipermntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat
(terwujudnya suatu nilai keadilan social) agar benar-benar Negara
meletakannya pada fungsi yang sebenamya sebagai suatu Negara hukun
dan bukannya suatu Negara yang berdasarkan atas kekuasaan.
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H. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan
Beragama

Pada proses reformasi dewasa i dibeberapa wilayah Negara
Indonesia terjadi konflik social yang bersumber pada masalah SARA,
terutama bersumber pada masalah agama. Hal mni menunjukkan
kemunduran bangsa Indonesia kea rah kehidupan beragama yang tidak
berkemanusiaan. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang
fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam
kehidupan beragama dinegara Indonesia ini. Manusia adalah sebagai
mahluk Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu manusia wajib untuk
beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dalam wilayah Negara dimana
merekahidup.

Dalam pengertian inilah maka Negara menegaskan dalam pokok
pikiran ke IV bahwa “Negara bercasarkan Ketvhanan yang Maha Esa
atas dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Hal ini berarti bahwa
kehidupan dalam Negara mendasarkan pada nilainilai ketuhanan.
Negara memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk
agama serta menjalankan ibackh sesuai dengan agama dan kepercayaan
masingmasing Hal ini menunjukan bahwa dalam Negara Indonesia
memberikan kebebasan atas kehidupan beragama atau dengan lain
perkataan menjamin atas demokrasi dibidang agama. Oleh karena itu
setiap agama memiliki dasar-dasar ajaran-ajaran sesuai dengan keya-
kinan masing-masing maka dalam pergaulan hidup Negara, kehidupan
beragama hubungan antar pemeluk agama didasarkan atas nilai-nilai
kemanusiaan yang beradab hal ini berdasarkan pada nilai bahwa semua
pemeluk agamaadalah sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

Oleh karena itu kehidupan beragama dalam Negara Indonesia
dewasa ini harus dikembangkan kea rah terciptanya kehidupan bersama
yang pentuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan
yang beradab.[]
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BAB XI

PENDIDIKAN KARAKTER
PANCASILA

A. Pendidikan Pancasila

Padahakek atnya pendidikan pancasila adalah upaya sadar diri suatu
masyarakat dan pemerintah suatu Negara untuk menjamin kelangsungan
hidu dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat,
bangsa dan Negara secara berguna (berkaitan dengan kemampuan
spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan
psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang
senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya,
bangsa, Negara, dan hubungan internasionalnya.

Berdasarkan UU no. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan
nasional, pasal 2 menyatakan bahwa “ pendidikan Nasional Berdasarkan
pancasila dan UUD 1945 ™.

B. Jati Diri, Karakter, dan Kepribadian

Jati diri adalah diri yang sejati/sejatinya diri’. Secara budaya
adalah “ciri bawaan sejak lahirmerupakan fitrah” yang menunjukkan
siapa sebenamya diri kita secara “fisk maupun psikologis’, bersifat
bawaan sejak lahir (gift), serta merupakan sumber dari watak karakter
dan totalitas kepribadian seseorang.

Karakter adalah ‘distinctivetrait, distinctive quality, moral strength,
the pattem of behavior found in an individwal or group’. Kamus Besar
Bahasa Indonesia belun memasukkan kata karakter, yang ada adalah
kata ‘watak’ yang diartikan scbagai: sifat batin manwsia yang
mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku; budi pekerti; tabiat.
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Dalam risalah ini, dipakai pengertian yang pertama, dalam arti bahwa
karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi ‘positif’,
bukan netral. Jadi, ‘orang berkarakter’ acalah orang punya kualitasmoral
(tertentu) yang positif. Dengan demikian, pendidikan membangun
karakter, secara implist mengandung arti membangun sifat atau pola
perilakuyang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang posit if
atauyang baik, bukan yangnegatif atau yang buruk.

Peterson dan Seligman, dalam buku ’Character Strength and Virtwe’
[3], mengaitkan secara langsung ’character strength’ dengan kebajikan.
Character strength dipandang sebagai wnsu-unsur psikologis yang
membangun kebajikan (virtves). Salah satu kriteria utama dari ‘ character
strength’ adalah bahwa karakter tersebut berkontribusi besar dalam
mewujudkan sepenuhnya potensi dan citacita seseorang dalam
membangun kehidupan yang bak, yang bermanfaat bag dirinya dan
bagi orang lain. Dalam kaitannya dengan kebajikan, Peterson dan
Seligman mengidentifikasikan 24 jenis karakter.

Kepribadian, meruakan penampilan (lebth ke psikologs)
seseorang yang terpancar dari karakter. Namun penampilan ini belum
tentu mencerminkan karakter yang bersangkutan, karena dapat saja
tertampilkan sangat bagus tetapi didorongoleh “kemunafikan”. Dengan
demikian untuk mengenal seseorang secara lengkap diperlukan waktu,
karena yang terpancar sebagni lingkaran terluar adalah kepribadian yang
bisa mengecoh, sementara lingkaran kedua adalah karakter dan lingkaran
terdalam adalah jatidirinya.

C. Membentuk Karakter Bangsa Lewat Pendidikan

Aspek pendidikan adalah aspek terpenting dalam membentuk
karakter bangsa. Dengan mengukur kualitas pendidikan, makakita dapat
melihat potret bangsa yang sebenamya, karena aspek pendidikanlah yang
menentukan masa depan seseorang, apakah dia dapat memberikan suatu
yang membanggakan bagi bangsa dan dapat mengembalikan jati diri
bangsa atau sebaliknya. Pendidikan seperti apa yang diberikan agar anak
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didik memiliki karakter bangsa dan mampu mengembalikan jati diri
bangsa dn mampu membentuk elemen-elemen dalam core values?
Apakah masalah yang terdapat dalam otoritas pelaksana pendidikan di
bangsa ini? Setidaknya ada empat faktor utama yang harus diperhatikan:
faktor kurikulum, dana yangtersedia untuk pendidikan, faktor kelak an
tenaga pendidk, dan faktor lingkungan yang mendukung bagi
penyelenggaraan pendidikan. Keempat faktor ini terkait satu sama lain
untuk dapat menghasilkan SDM dengan karakter nasional yang mampu
bersaing di era global, yang akhimya dapat mengembalikan jati diri
bangsa.

Pada masalah aspek otoritas pendidikan, anak didik sebetulnya
hanya ditekankan pada sapek kognitif saja. Akibatnya adalah anak didik
yang diberi materi pelajaran hanya sckedar ‘tahu’ dan ‘mengenal’
dengan apa yang didapatkannya, tanpa memahami apa yang mereka
pelajari apalagi menerapkannya pada kehidupan sehari-hari Padahal
aspek yang lainnya, seperti afektif dan psikomotorik adalah hal penting
yangharus didik. Karena institusipendidikan seharusnya dapat membuat
anak didk menerapkan apa yang diajari, karena sesungguhnya itulah
kegunaan dari ilmu pengetahuan. Apakah anak didik di bangsa ini hanya
akan menjadi ‘manusia robot’ yang tidak memiliki rasa toleransi dan
apatis pada kehidupan sosialnya? Lalu bagaimana generasi seperti ini
dapat mengembalikan jati diri bangsa?

Kita tidak tahu standar apa yang dipakai dalam otoritas pendidikan
di negara ini, yang akhimya anak didik yang dihasilkan dari institusi
pendidikan di negara ini tidak banyak yang mampu untuk menerapkan
ilmu dan pengetahuan yang mereka dapatkan di tempat pendidikannya,
apalagi untuk mengajarkannya pada orang lain. Penanaman karakter
anak didik dengan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik tidak
akan berhasil menghasilkan generasi penerus yang memberikan dampak
positif bagi bangsa. Mungkin memang nilai di atas kertas raport dan IPK
terlihat bagus dan memuaskan, akan tetapi ketika anak didik tidak
mampu menerapkan ilmu yang mereka dapatkan apa gunanya ilmuyang
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mereka punya? Otoritas pendidikan harus menerapkan aspek-aspek
pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan PBB, UNESCO,
yaitu belajar untuk tahu (leam to know), belajar untuk berbuat (Ileam to
do), belajar mntuk menjadi diri sendiri (leam to be herhimself), belajar
untuk hidup bersama (leam to live together). Ketika semua aspek itu
dapat dijalankan maka bangsa ini akan memiliki generasi yang dapat
dibanggakan, bagi bangsamaupun bagi seluruh dunia. Pendidikan bukan
hanya transfer imu tanpa aktualisasi imu, akan tetapi pembentukan
karakter diri dan bangsa dengan ilmu yang didapat, hingga akhimya
merekapara generasi muda dapat mengembalikan jati diri bangsa dengan
ilmu yang merekapunya.

Banyaknya faktor atau media yang mempengaruhi pembentukan
karakter ini menyebabkan pendidikan untuk pengembangan karakter
bukan sebuah usaha yang mudah. Secara normatif, pembentukan atau
pengembangan karakter yang baik memerlukan kualitas lingkungan yang
baik juga. Dari sekian banyak Faktor atau media yang berperan dalam
pembentukan karakter, dalam risalah ini akan dilihat peran tiga media
yang saya yakini sangat besar pengaruhnya yaitu: kelvarga, media masa,
lingkungan sosial, dan pendidikan formal.

Keluarga adalah komunitas pertama di mana manusia, sejak usia
dini, belajar konsep bak dan buruk, pantas dan tidak pantas, benar dan
salah. Dengan kata lain, di keluargalah seseorang sejak dia sadar
lingkungan, belajar tata-nilai atau moral. Karena tata-nilai yang diyakini
seseorang akan tercermin dalam karaktemya, maka di keluargalah proses
pendidikan karakter berawal. Pendidikan di keluarga ini akan
menentukan seberapa jauh seorang anak dalam prosesnya menjadi orang
yang lebih dewasa, memiliki komitmen terhadap nilai moral tertentu
seperti kegjujuran, kedermawanan, kesedehanaan, dan menentukan
bagaimana dia melihat dunia sekitamya, seperti memandangorang lain
yang tidak sama dengan dia —berbeda status sosial, berbeda suku,
berbeda agama, berbeda ras, berbeda latar belakang budaya. Di kelvarga
juga seseorang mengembangkan konsep awal mengenai keberhasilan
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dalam hidup ini atau pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan
hidup yang berhasil, din wawasan mengenaimasa depan.

Dari sudut pandang pentingnya keluarga sebagai basis pendidikan
karakter, maka tidak salah kalau krisis karakter yang terjadi di Indonesia
sekarang ini bisa dilihat sebagai salah satu cerminan gagalnyapendidikan
di keluarga. Korupsimisalnya, bisa dilihat sebagai kegagalan pendidkan
untuk menanamkan dan menguatkan nilai kejujuran dalam keluarga.
Orangtua yang membangun kehidupannya di atas tindakan yang korup,
akan sangat sult menanamkan nilai kejyuran pada anak-anaknya.
Mereka mungkin tidak menyuruh anaknya agar menjadi orang yang
tidak jujur, namun mereka cenderung tidak akan melihat skap dan
perilaku jujur dalam kehidupan scbagai salah satu nilai yang sangat
penting yang harws dipertahankan mati-matian. Ini mungkin bisa
dijadikan satupenjelasan mengapa korupsi di Indonesia mengalami alih
generasi. Ada pewarisan sikap permisif terhadap korupsi dari satu
generasi ke generasi berikutnya.

Media masa. Dalam era kemajuan teknologi informasi dan teleko-
munikasi sekarang ini, salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar
dalam pembangunan atau sebaliknya juga perusakan karakter masyarakat
atau bangsa adalah media massa, khususnya media elektronik, dengan
pelaku utamanya acalah televisi Sebenamya besamya peran media,
khususnya media cetak dan radio, dalam pembangunan karakter bangsa
telah dibuktikan secara nyata oleh para pejuang kemerdekaan. Bung
Kamo, Bung Hattta, Ki Hajar Dewantoro, melakukan pendidikan bangsa
untuk menguatkan karakter bangsa melalui tulisan-tulisan di surat kabar
waktu itu. Bung Kamo dan Bung Tomo mengobarkan semangat
perjuangan, keberanian dan persatuan melalui radio. Mereka, dalam
keterbatasannya, memanfaatkan secara cerdas dan arif teknologi yang
ada pada saat itu untuk membangun karakter bangsa, terutama sekali:
kepercayaan diri bangsa, keberanian, kesediaaan berkorban, dan rasa
persatuan. Sayangnya kecerdasan dan kearifan yang telah ditunjukkan
generasi pejuang kemerdekaan dalam memanfaatkan media massa untuk
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kepentingan bangsa makin sulit kita temukan sckarang Media massa
sekarang memakai teknologi yang makin lama makin canggih. Namwn
tanpa kecerdasan dan kearifan, media massa yang didukung teknologi
canggih tersebut justru akan melemahkan atau merusak karakter bangsa.
Saya tidak ragu mengatakan, media elektronik di Indonesia , khususnya
televisi, sekarang ini kontribusinya 'nihil’ dalam pembangunan karakter
bangsa. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa tidak ada
program televisi yang baik. Namun sebagian besar program televisi
justru lebh menonjolkan karakter buruk daripada karakter baik. Sering
kali pengaruh lingkungan kelvarga yang baik justru dirusak oleh siaran
media televisi. Di keluarga, anak-anak dididik untuk menghindari keke-
rasan, namun acara TV justru penuh dengan adegan kekerasan. Di
rumah, anak-anak dididik untuk hidup sederhana, namun acara sinetron
di tevisi Indonesia justrumemamerkan kemewahan. Dirumah anak-anak
dididik untuk hidup jujur, namun tayangan di televisi Indonesia justru
secara tidak langsung menunjukkan ’kepahlawanan’ tokoh-tokoh yang
justru di mata publik di anggap ’kaisar’ atau ’pangeran-pangeran’
koruptor. Para guru agama mengajarkan bahwa membicarakan ke-
burukan orang lain dan bergosip itu tidak baik, namun acara televisi,
khususnya infotainment, penuh dengan gosip. Bapak dan ibu guru di
sekolah mendidik para murid untuk berperilaku santun, namun suasana
sekolah di sinetron Indonesia banyak menonjolkan perilaku yang justru
tidak santun dan melecehkan guru Secara umum, banyak tayangan di
televisi Indonesia, justru 'membongkar’ anjuran berperilaku baik yang
ditanamkan di di rumah oleh orangtua dan oleh para guru di sekolah.
Pendidikan formal Pendidikan formal, sekolah-sekolah dan
perguruan tinggi, diharapkan berperan besar dalam pembangunan
karakter. Lembaga-lembaga pendidikan formal diharapkan dapat
mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian pengalaman
Indonesia selama empat dekade terakhir ini menunjukkan bahwa
sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dengan cara-cara pendidikan yang
dilakukannya sekarang belum banyak berkontribusi dalam hal ini. Di atas
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telah diurakkan, kecenderungan lembaga pendidikan formal yang
merosot hanya menjadi lembaga-lembaga pelatihan adalah salah satu
sumber penyebabnya. Pelatihan memusatkan perhatian pada pengem-
bangan keterampilan dan pengalhan pengetahuan. Sedangkan pen-
didikan mencakup bahkan mengutamakan pengembangan jati diri atau
karakter, tidak terbatas hanya pada pengalhan pengetahuan atau
mengajarkan keterampilan. Harus diakui bahwa pendidkan formal di
sekolah-sekolah di Indonesia, dari sekolah dasar sampai perguruan
tinggi, secara unun menghabiskan bagian terbesar waktunya untuk
melakukan pelatihan daripada pendidikan. Kegiatan pendidikan telah
teredusir menjadi kegiatan ’mengisi’ otak para siswa sebanyak-
banyaknya, dan kurang perhatian pada perkembangan ’hati’ mereka.
Keberhasilan seorang guru divkur dari kecepatannya *mengisi’ otak para
siswanya. Sekolah menjadi ’pabrik’ untuk menghasikkan orangorang
yangterlatih,namun belum tentuterdidik.

Namun demikian, initidak berarti bahwa secara praktek pendidikan
sama sekali terpisah dari pelatihan. Dalam pendidikan dikembangkan
juga berbagai keterampilan. Namun pengembangan keterampilan saja
tidak dengan sendirinya berarti pendidikan, walaupun hal itu dilakukan
pada lembaga yang secara resmi diberi nama lembaga pendidikan,
seperti niversitas, mstitut teknologi, dan yang lainnya.

Oleh karena itu, pembangunan Indonesia harus mengarah kepada
kesempumnaan manusia dan harus dapat memanusiakan manusia, bukan
membangun secara fisiknya saja tetapi juga harus berdampak pada
kualitas manusia dan merubeh peradaban manusianya maka bumi
Indonesia menjadi layak sebagai tempat tinggal manusia (surga dunia),
bukan tempat bagi manusia jadi-jadian.

Pada saat ini pembangunan fisik, teknologi, dan ilmu pengetahuan
di duniatelah maju pesat, tetapikondisimanusia menjadi jauh sekali dari
kondisi manusia yang sempuma kemanusiaanya. Kita sekarang menjadi
robot-robot hidup yang penuh dengan ketakutan-ketakutan yang
diakibatkan oleh penemuan manusia itu sendiri, tidak mengarah kepada
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kedamaian dan ketenangan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh
manusia yang sudah sadar. Mereka tidak tahu arah hidupnya, mereka
menjadi budak-budak konsumsi dari apa yang mereka ciptakan sendiri,
yang akhimya hati mereka mati. Mereka terlalu mempertuhankan apa
yangmereka ciptakan, merekaterlalu diperbudak oleh otak kiri(akahya)
mereka. Mereka tidak mempergunakan kemampuan otaknya secara
sempuma, yaitu menggunakan otak kiri, otak kanan dan bawah sadar,
sertakekvatan hatinurani.

Karena kebimbangan serta stress yang berkepanjangan, mereka
tidak dapat menemukan jati dirinya. Diri mereka selalu dihubungkan dan
dilekatkan dengan dunia luar. Semua yang ada di lvar dirinya menjadi
melekat dan memperbudak mereka, mereka menjadi budak dan
terpenjara selama-lamanya.[]
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BAB XII

PANCASILA DALAM PERSPEKTIF
ISLAM

A. Wacana Piagam Jakarta

Pembahasan Dasar Negara dalam persidangan, mengalami proses
diskusi yang sangat alot bahkan, konsekwensi politik ideologis dari
keputusan persidangan itu sampai sckarang terasa. Sekalipun sudah
finakeputusannya, tetapi pemikiran-pemikiran yang bersifat wacana
masih tetap terdengar. Dua golongan besar muncul pada persidangan
pembentukan dasar Negara, yakni golongan kebangsaan (nasionalisme)
dan golongan Islam.

Pada sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei
sampail Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad yamin telah
menyampaikan, di depan sidang, lima asas secbagai dasar bagi Indonesia
Merdeka, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, Peri
Kerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat Kemudian Salah seorang anggota
BPUPKI, bung Kamo memperoleh kesempatan untuk menyampaikan
usulannya pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam usulannya, ia berusaha
mengkrompomikan kedua pendapat tersebut, dengan jalan memadukan
antara ideology Marhaenisme sebagai faham kenegaraan dan kebangsaan
sejak tahun 1927, dengan dasar Islam. Inti sari yang diambil dari ajaran
Islam adalah tauhid. Keesaan Allah mntuk ditambahkan dedalam ideilogi
Marhainismenya yang terdiri dari Interna-sionalisme (peri
Kemanusiaan), Nasionalisme (Peri kebangsaan), Demokrasi dan
Keadilan (kesejahteraan) soaial Akhimya, lahirlah konsep dasar Negara
yang diusulkan Bung Kamo, yangterdiri dari:

1. Peri Kemanusiaan
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2. Peri Kebangsaan

3. Demokrasi

4. Keadilan Sosial

5. Ketuhanan Yang MahaEsa

Bung Kamo menamakan lima asamya itu dengan Pancasila.
Kemudian menyampaik an teoriperasan, lima sila itu diperasnyamenjadi
tiga sila (Tri Sila) yakni: Sosio Nasionalisme (yang mencakup
kebangsaan Indonesia dan perik kemanusiaan), Sosio demokrasi (yang
mencakup demokrasi dan Kesejahteraan soaial), dan Ketuhanan. Tri Sila
Soekamo inipun pada gilirannya diperas menjadi satu silayaitu Eka Sila.
Dalam Pidatonya itu, Bung Kamo mengatakan:

Jikalau yang saya peras yang lima menjadi tiga, ding yang

tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan

Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong, Negara

yang kita dirikan haruslah Negara gotong royong! Alangkah

Hebatnya! Negara Gotong royong

Ketika pidato i diterbitkan pertama kali sebagai buku kecil pada
tahun 1947 Dr. Radjiman Wedyodininggrat, yang memberinya kata
pengantar, menamainya sebagai lahimya Pancasila.Setelah berakhir
sidang pleni pertama BPUPKI, 38 orang melanjutkan pertemuan untuk
membentuk panitia kecil untk merumuskan usulan Bung Kamo dengan
tetap memperhatikan ssmua usulan yang berkembang dalam sidang Lalu
kemudian tim perumus dibentuk sebanyak Sembilan orang sebagai
berikut:

1. Ir. Soekamo

2. Drs. Muh. Hatta

3. H. AgusSalim

4. Mr.A.A. Maramis

5. Mr.Muh. Yamin

6. K.H.A. Wahid Hasyim
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7. Mr. A. Subardjo
8. R. Abikusno
9. A.Kahar Muzakkir

Setelah mengadakan pertemuan pada jam 20.00 tanggal 22 Juni
1945 diperoleh swatu kesepakatan dasar negara yang sila pertamanya
ditetapkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya. Bapak Mr. Moh Yamin menyebutnya sebagai
Jakarta Charter atauPiagam Jakarta, yang merupakan kesepakatan luhur
bangsa Indonesia dalam mendirikan negara.

Adapun isiteks dari Piagam Jakarta acalah sebagai berikut:

PIAGAMJAKARTA 22 JUNI 1945
(JAKARTA CHARTER)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan
perikeadilan

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat
sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerban
Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.

Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhwur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdek aannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan
Negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan selurvh tumpah darah Indonesia, dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
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bangsa, dan ikut melakdsanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum
dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan
berdasarkan kepada: Ketutahanan, dengan kewajiban melak-
sanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menururt
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta
dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Jakarta, 22-6-1945

Ir. Soekamo

Drs. MohammadHatta
Mr. A.A. Maramis
Abikusno Tjopkrosujoso
Abdulkahar Muzakk ir
H. Agus Salim

Mr. Achmad Subardjo
Wachid Hasjim

Mr. Muhammad Y amin

Perumusan Piagam Jakarta menunjukkan sedemikian rupa bahwa
umat Islam Indonesia perlu dijamin identitasnya. Kewajiban mereka
melaksanakan syar’iat Islam perlu dijamin secara kontitusional.
Menurut Anwar Haryono hal ini, bukan berarti umat Islam
menghendaki pemisahan, melainkan karena posisinya yang mayoritas
sechingga memerlukan jaminan konstitusional dalam melaksanakan
syari’at agamanya, dan melaksanakan syari’at itumerupakan kewajiban
umat Islam. Lagipula, dengan memberikan Negarayang akan dilahirkan
pastimenjadi sangat lebih terjamin.

Hasil kerja panitia Sembilan dibahas berturut turnt dalam rapat
besar Badan Penyelidk Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
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(BPUPKI) yang berlangsung daritanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945
membahas tentang bentuk negara. Rapat besar yang dilaksanakan
beberapa kali inimemperhatikan bahwaparapendiri bangsa ini sungguh-
sungguh mencurahkan segenap pikiannya untuk memberikan yang
terbaik bagi bangsa. Duskursus di antara mereka seringkali berlangsung
keras, tajam, dan emosional, namun tetap dalam batas-batas yang
dibenarkan oleh nilai-nilai moral.

Namun yang menarik dalam diskursus tersebut, Ki Bagoestemyata
mengungkapkan perasaan tidak puasnya terhadap rumusan kompromi
yang dicapai oleh Panitia Sembilan. Keberatan tersebut mula-nula
dikemukakan Ki Bagoes pada rapat besar BPUPKI tanggal 14 Juli 1945.
Menurutnya penambahan kata bagi pemeluk-pemeluknya hanya
menambah janggal kata-kata, tidak ada atinya, kurang baik, dan
menunjukkan perpecahan. Saya harap supaya kata bagi pemeluk-
pemelikya itu dhilangkan saja. Saya mash ragu-ragu, behwa di
Indonesia banyak perpecahan dan pada praktiknyamaksudnya sama saja.

Setelah diskusi panjang berlangsung tentang preambul, Abikusno
menyampaikan bahwa yang dimuat dalam Piagam Jakarta adalah buah
kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan.! Penjelasan
Abikoesno kemudian disambut dengan tepuk tangan para anggota.
Ketika ketua Radjiman bertanya kepada Hadikusumo, jadi bagaimana
pendirian Tuan Hadikusumo? Sudah diterima?, dijawabnya: sudah!
Ketika Ketua Umum bertnya; jadi apakah saya bisa menentukan, bahwa

1 Kalau tiap-tiap dari kita harus, misalnya.. dari golongan Islam harus menyatakan
pendirian, tertu saja kitamenyatakan, sebagaimara harapan tuan Hadkusumo. Tetapi kita
sudah menjalankankamprami, sudahmelakukan perdamaian dan dengan tegas oleh Padika
Tuan Ketua panitia sudah dinyatakan, bahwa kita harus memberi dan mendapat. Untuk
mengadakan persatuan, janganlah terlirat perbedaan paham tentang soal ini dari seteman.
Itulah tanda yang tidak baik buat dunia luar. Kita harapkan sungguh-sungguh, kitamendesak
kepada setiap golongan yang ada dalam badan ini, sudilah kiranya kita mengadakan suatu
perdamaian Jarganlah Nampak kepada dunia luar, bahwa kita dalam hal ini ada
perselisihan paham.
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usul Panitia tentang Pemyataan dan Pembukaan ini... diterima bulat/,
dijawab serentak oleh sidang; Bulat!

Kemudian dilanjutkan lagi dengan membahas mengenai batang
tubuth Undang-Undang Dasar, setelah diskusi Hadikusumo kembali
untuk ketiga kalinya kepada masalah anak kalimat dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dia berulangkali
meminta kepaca Ketua untuk menjelaskan arti anak kalimat itu yang
pasti. Ketua kembali mengatakan kepadanya bahwa masalah ini telah
dibicarakan dalam sidang dengan panjang lebar pada hari sebelumnya,
ketika akhimya preambul itu diterima secara bulat. Akan tetapi
Hadikusumo mengajukan alas an bahwa yang dibicarakan adalah Bab X
Pasal 28, dan bukan preambul. Sekali lagi dia menyatakan ketidak-
setujuannya atas kata-kata bagi pemeluk-pemeluknya itu, dan mengusul-
kan agar kata-kata tersebut dicoret saja. Akan tetapi kalau sidang
mufakat diamenambahkan, saya terima.

Selanjutnya membahas masalah apakah Presiden harus orang muslim
ataukah tidak yang berlangsungpadatanggal 15 Juli 1945. Karena suasana
rapat yang menentu men ghasilkan keputusan lalukemudian sidang ditutup
oleh Ketua Umum tanpa keputusan apa pun. Keesokan harinyatanggal 16
Juli 1945, Soekamo membuka sidang dengan penuh rasa ketidaktentuan
dan kegelisahaan beliau berkata bahwa dia yakin banyak para anggota
BP UPKImalamnya tidak dapat tidur.

Setelah menghadapi satu kesukaran yang amat sulit untuk
menentukan, tetapi Allah SWT selalu memberi petunjuk kepaca kita...
maka petunjuk bagi kita anggota-anggota Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai
tadi malam telah datang Sesucbh ditutup rapat tadi malam itu maka
dengan segera kami, yaitu beberapa pemuka yang dinamakan pemuka
kenagsaan dan pemuka yang dinamakan pihak Islam, mengadakan
perundingan dan sekarang telah sampailah saatnya, saya sebagai ketua
Panitia, mengemukakan...pendapat saya... tentang masalah itu

Kemudian dalam penutupan sidang oleh Ketva Radjiman meng-
umumkan; jadi rancangan mengenai Undang-Undang Dasar ini kita
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terima ssmuanya. Jadi saya ulang lagi, Undang-Undang Dasar ini kita
terima dengan sebulat-bulatnya, selanjutnya diterima dengan suara bulat
dan disambut dengan tepuk tangan. Dengan hikah Piagam Jakarta itu
pulalah selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerban negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan
makmur. Melalui Piagam Jakarta maka tersusun UndangUndang Dasar
1945 atau sering disebut Undang-Undang Dasar Proklamasi.

Piagam Jakarta kerap didentikkan dengan gagasan Negara Islam,
bahkan dalam pengertian yang tidak tepat. Menurut Anwar Haryono,
yang sepandangan dengan Prof, Ismail Sunni, orang tidak perlu menjadi
guru besar Hukum Tatanegara dahulu, karena cukup jelas bahwa dengan
ketentuan tuhun kata-kata dalam Piagam Jakarta sama sekalitidak berarti
bahwa hukum Islam Hindia-Belanda sebelum Tahun 1929. Salah paham
yang kemudian terjadi sebenamya tidak perlu menghapuskan tujuh kata
dalam Piagam Jakarta, tetapi cukup dengan mengubahnya dengan tujuh
kata-kata baru yang menetapkan dengan kewajiban menjalankan
ketentuan agama bagi pemeluk-pemeluknya.

Secara yuridiskonstitusional, umat Islam dapat menjadikan Pasal
29 UUD 1945 scbagai sumber hukum formal untuk menyalukan
aspirasi-aspirasi politk dan kemasyarakatannya yang bersumberkan
kepada ajaran-ajaran Islam dan perundangundangan negara. Akan tetapi
Piagam Jakarta dalam sejarah bangsa telah menduduki tempat yang lebih
luhuwr daripada sekadar yuridis-formal. Piagam Jakarta sudah
menyangkut sendi-sendi moralitas bangsa, yakni mengenai soal-soal
kesucian perjanjian. Karena itu, pencoretan tujuh kata dalam Piagam
Jakarta yang telah menjadi gentlemen agreement itu, oleh umat Islam
dirasakan sebagai scbuah pengingkaran janji. Apa yang dirumuskan
dalam Piagam Jakarta, sungguh-sungguh sangat mendalam, berurat,
berakar, mendarah daging dan bahkan menjiwai setiap pejuang muslim.
Oleh karena itu, memperjuangkan agar setiap muslim, melaksanakan
syari’at Islam merupakan panggilan hidup.
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B. Relevansi Pancasila dan Piagam Madina

Piagam Madmah adalah autentik dan pembuatannya dilakukan
sebelum terjadi perang Badr, disekitar tahun pertama Hijrah. Bila
dibandingkan dengan kronomlogis peristiva dan waktu pembentukan
Undang-Undang Dasar 1945 lebih jelas. Sebab UUD 1945 dibuat pada
abad modem ini, sedangkan Piagam Madnah dibuat pada abad VII,
empat belas abad yang lalu.

Sejak awal Indonesia berdiri telah mempunyai konstitusi, sama
halnya dengan Negara yang terbent uk pada masa Muhammad Saw, sejak
awal berdirinya sudah memiliki konstitusi, yaitu Piagam Madinah.
Konstitusi bukan merupakan unsur pokok, tetapi merupakan unsur
kelengkapan bersirinya Negara. Pembentuk Piagam Madnah adalah
Muhammad SAW, yang dibantu para sahabatnya dan terlebih dahulu
dilakukan pertemuan dan musyawarah dengan berbagai golongan yang
ada di Madinah.

Pagam Madinah lahir di Jazirah Arab yang sebelumnya diliputi
kemusyrikan, pertentangan antarsuku, permusuhan kaum kafir Quraysy
dengan umat Islam, batas yang jelas antara satu Negara dengan Negara
yang lain belum ada, dan hukum internasional belum dikenal Pada saat
itu semangat Muhammad Saw dan para pengkutnya untuk menegakkan
tavhid menyala-nyala. Kemusrikan harus diganti dengan ketahuidan.
Hukum-hukun Tuhan perlu ditegakkan di muka bumi Kemgnan
bersatu dkalangan orangorang arab yang telah masuk Islam tumbuh
begitu kuaty. Tekad Muhammad Saw, untuk membangun tatanan hidup
bersama sangat mantap dan realistis, dengan mengikursertakan semua
golongan, sekalipun berbeda ras, keturunan, golongan, dan agama.
Itulah, tamp aknya motivasi dibentuknya Piagam Madmnah.

Sementara di Indonesia UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia paca bulan Puasa tanggal 18 Agustus 1945,
lahir dalam suasana pemerintahan balatentara Jepangmasih berjalan, dan
Belanda ingin menguasai Indonesia
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C. Pancasila dan Syariat Islam

Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan
Pancasila dengan ajaran Islam adalah bahwa Pancasila bukan agama dan
tidak bisa menggantikan agama; Pancasila bisa menjadi wahana
implementasi Syariat Islam; dan Pancasila dirumuskan oleh tokoh
bangsa yang mayoritas beragama Islam. Disamping ity hubungan
Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang
selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan
ajaran Islam, akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini:

Dalam suatu negara dibutuhkan swatu tata aturan yang bisa
mengakomodir selurvh masyarakat di bawah naungan negara tersebut.
Demikian halnya dengan Indonesia scbagaimana di ketahui bersama
dalam sejarah bahwa sejak lama Pancasila telah menopang dan
mengakomodir berbagai suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia.
Pancasila dirasa sangat sesuai dan tepat untuk mengakomodir seluruh
ras, suku bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan
bahwa sila-sila Pancasila selaras dengan apa yang telah tergaris dalam al-
Qur’an. Berikut penjelasan relasi Pancasila dengan Al-Qur’an.

1. Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa

Sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa
Indonesia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Warga negara Indonesia
diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan, dari beberapa
kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai
dengan istilah hablun min Allah, yang merupakan sendi tavhid dan
pengejawantahan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Al
Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan
kepada umatnya wntuk selalu mengesakan Tuhan. Di antaranya adalah
yangtercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 163.

.\5?2‘3:\}.&1}.5
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Katakanlah: Dia-lah Allah, Y ang Maha Esa. (QS. Al-Ikhlash [112]: 1)

Ayat ini memberikan gambaran amat jelas mengenai keimanan
kepada Allah SWT.

Menurt pandangan Islam, Tuhan adalah Allah semata, namun
dalam pandangan agama lain Tuhan adalah yang mengatur kehidupan
manusiayang dissmbah.al-Qur’an dalam beberapa ay atnya meny ebutkan
dan selalu mengajark an kepada umatnya untuk selalu mengesakan Tuhan
(misalkan QS. Al-Bagarah: 163).

V#JJ\}LDJJ\}QY‘J\Y 1 35\,1@5\)

Dan Tuhanmu adalah T uhan Yang Maha Esa; tidak ada T vhan me-
lainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang (QS. Al-
Baqaraha [2]: 163)

Istilah ketuhanan sesungguhnya berasal dari pokok kata Tuhan,
yaitu suatu Dzat Yang Maha Kuasa, pencipta segala yang ada di alam
semesta ini, yang disebut Penyebab pertama atau Kausa Prima. Sedang-
kan Ketvhanan berarti keyakinan dan pengakuan yang di ekspresikan
dalam bentuk perbuatan terhadap Dzat Yang Maha Kuasa sebagai
Pencipta.

Tiga konsep dasar yakni keyakinan, pengakuan dan perwujudan
(pengek presian) dalam perbuat an, merupakan hal-halpokok yang harus
diperhatikan dalam ajaran ketuhanan. Karena jika keyakinan yang ada
tanpa disertai pengakuan dan perbuatan-perbuatan disebut ingkar
terhadap keyakinannya. Demikian pula sebaliknya, jika hanya ada
pengakuan saja tidak dikuti keyakinan dan perbuatan-perbuatan disebut
munafik. Makayangharus diperhatikan ialah keyakinan terhadap adanya
Tuhan dikuti dengan pengakuan yang diwujudkan dalam perbuatan-
perbuatan, yang disebut dengan istilah Iman. Dengan demikian secara
singkat dapat dinyatakan Ketuhanan berarti Iman terhadap Tuhan.
Selanjutnya untuk mengetahui cara Iman terhadap Tuhan Yang Maha
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Esa, ajaran Pancasila tidak membicarakan akan tetapi ada dalam ajaran
agama. Oleh karena itu, dalam sila pertama Pancasila diwajibkan
mengikuti ajaran agama untuk mengetahui bagaimana maksud Iman
terhadap Tuhan Yang MahaEsa.

Selanjutnya dalam kaitan dengan penjelasan di atas di dalam Surah
Al-Bagoroh ini kemudian di pertegas dalam surah Al-Baqarah ayat 21-
22 sebagai berikut:

oo ol WS gl (ST 1S L) gl g

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan
orangorang yang sebelunmu agar kamu bertakwa. (QS. Al-
Baqarah [2]: 21)

z
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Dialah yang menjadkan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit

sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia

menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki

untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutusekutu

bagi Allah, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Bagarah [2]: 22)

Dalam memahamipengertian Ketuhanan, persoalan-persoalan yang
sering muncul ialah mengenai adanya Tuhan. Apakah Tuhan itu
sungguh-sungguh ada, ataukah hanya merupakan permaman konsep-
konsep belaka. Karena tidak ach artinya jiwa Ketuhanan jika tidak ada
keyakinan tentang adanya Tuhan. Demikian halnya keyakinan adanya
Tuhan tidak dapat tertanam dalam hati yang kuat jika tidak ada bukti-
buktiyangmendukungnya.
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Alam semesta ini dapat dilihat adanya himpunan-himpunan benda-
benda alami. Hmpunan-himpunan itu berada dalam satu himpunan yang
paling luas dan mencakup segala himpunan yang ada, yakni himpunan
sebab akibat, karena segala sesuatu yang berada dalam alam semesta ini
tidak lepas dari rentetan sebab akibat, baik secara sederhana maupun
serba komplek yang tidak dapat diketahui secara langsung, tetapi dapat
dipikirkan.

Untuk lebh jelasnya dapat digambarkan dalam bentuk diagram
himpunan sebab akibat sebagai berikut:

tidak terbatas

tidak
terbatas

tidak
terbatas

tidak terbatas

Diagram: Himpunan Sebab-Akibat Alam Semesta

Yang tak terbatas yang membatasi dan mewujudkan adanya
himpunan sebab-akibat ini discbut dengan istilah Yangtak Terbatas, dan
yangtak terbatas inilah yang disebut T vhan. Maka T uhan itutidak dapat
dilukiskan dengan bentuk apapun, dan Tuvhan itulah yang menciptakan
adanyarentetan sebab-akibat dalam alam semesta ini, dan Tuhan itupula
merupakan sebab yang disebabkan oleh hal lain. Oleh karena itu, bukti
adanya Tuhan sebenamya banyak sekali. Semua pembuktian akhimya
berkesimpulan pula, bahwa Tuhan tidak berakhir, tidak berada dalam
ruang dan waktu yang tidak sama dengan apa saja yang didapati, hal
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tersebut sejalan dengan Qur’an Surat Al-lkhlas. Dan juga sependapat
dengan Ahmad Hassan seorang guru besar Persatuan Islam Bangil, yang
wafat tahun 1959.

Sila pertama ini sejalan bahkan menjadi kokoh dengan pengamalan
tavhid dalam ajaran Islam, inilah yang menjadipertimbangan oleh KH.
Bagus Hadikusomo salah seorang ketua Muhammadyah ketika ada
usulan kuat yang untuk menghapus tujuh kata Dengan Kewajiban
Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya mengusukan kata
penggantidengan Yang Maha Esa. Dalam pandangan beliau, Ketuhanan
Yang Maha Esa, acalah tauhid bagi ummat Islam, bahkan Nahdatul
Ulama (NU) salah satuorganisasimasyarakat Islam terbesar di Indonesia
dalam deklarasi tentang hubungan antara pancasila dan Islam,
menyatakan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar
Republik Negara Indonesia menurt Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang
menjiwai sila yang lan mencerminkan tavhid menurut pengertian
keimanan dalam Islam. Sementara itu menurut salah seorang tokoh
politik dan Islam, yang diakui secara intemasional Muhammad Natzir,
perunusan pancasila bukan barang asing yang berlawan dengan ajaran
Al Qur'an, dan dia melihat pancasila merupakan pencerminan dari
sebagian yang ada dari Islam, meskinpun ini tidak berarti bahwa
Pancasila itu sudah identik atau sudah meliputi semua ajaran Islam.

Dalam pembahasan mengenai Ke Esaan Tuhan baik berdasarkan
akal pikiran yang telah menempuh dengan jalannya sendiri, yakni
pembuktian melalui dalil aklimaupun berdasarkan penelaghan dalam
kitabkitab suci dengan cara-cara tersendiri pula, yang biasa disebut
dengan dalil nakli, keduanya bertemu dengan penegasan yang sama,
yaitu hanya ada satu Tuhan. Dan dari kitab Bible maupun Al-Qur’an
itulah di dapatkan bahwa nama Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah
Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi jelas bahwa nama Allah
sebagai sebutan Tuhan itu tidak dapat diciptakan oleh manusia tetapi
Tuhan Allah yang menentukan berdasarkan wahyu-Nya. Hal tersebut
sejalan dengan Qur’an Surat Al-Anbiya, ayat 22 yakni jika sekiranya ada
beberapa Tuhan selain Allah, niscaya akan terjadilah kehancuran.
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Ketuhanan Yang Maha merupakan keyakinan dan pengakuan yang
diwujudkan dalam bentuk perbuatan terhadap suatu Dzat Yang Maha
Tunggal tiada duanya, yang Sempuma sebagai Penyebab Pertama. Hal
tersebut dapat diwujudkan melalui sikap hidup, pandangan hidup taat dan
taklim kepada Tuhan dengan dibmbing oleh ajaran-ajaran-Nya, yang
telah diwahyukan kepada orangorang tertentu yang biasa disebut para
Rasul dan Nabi, demikian halnya Noor Ms. Bakry mengungkapkan
dalam bukunya Orientasi Filsafat Pancasila mengenai ajaran Ketuhanan
Yang Maha Esa.

Dengan demikian konsep Ketuhanan dalam sila pertama tentu juga
tidak bisa dilepaskan dari pembukaan Unding Undang Dasar yang
menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan mungkin terjadi
tanpa rahmat Allah SW A, sila pertama ini tentu juga menjadi landasan
dalam memaknai sila-sila berikutnya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah kesadaran,
sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilainilai moral dalam hidup
bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan
sesuatu hal sebagaimana mestinya. 2Disamping pengertian yang
dikemukakaan oleh Bakry maka makna sila kedua adalah bahwa bangsa
Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada
pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah
hablun min alnas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan
sikap saling menghormati AlQu’an dalam beberapa ayatnya
menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya wuntuk selalu
menghormati dan menghargai sesama. Di antaranya adalah yang
tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah ayat 8-9.

2 Noor Ms. Bakry, Op.Cit Hal105
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Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil Dan janganlah sckali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itulebih dekat kepada takwa. Dan bert ak walah

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamukerjakan.

Secara lwas dan menyeluruh, Allah SWT memerintahkan kepada
orang orang yang beriman, supaya berlaku adil, karena keadilan
dibutvhkan dalam segala hal, utuk mencapai dan memperoleh
ketenteraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh
karena itu berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tyjuan
bertakwa kepada Allah. Untuk itulah perlu dikembang sikap saling
mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepa-salira. Hak
tersebut di wujudkan dengan menghindari berbuat sesuatu terhadap
orang lain apa yang tidak saudara kehendaki orang lain berbuat demikian
terhadap saudara. Namun yang perlu dibangun adalah berbuat baik
terhadap orang lain apa yang saudara kehendaki orang lain juga berbuat
demikian terhadap saudara. Hal ini sejalan dengan Notonegoro mengenai
empat tabiat soleh.

Tentang kemanusiaan selanjtnya dapat dilihat pada beberapa ayat,
antara lain Surat 2 (Al Bagarah; 224), dan31 (Lugman; 18)
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Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai
penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan
ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Men getahui (QS2:224).
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Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan
angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
sombong lagi membanggakan diri. (QS31:18)
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Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS
49:10)

Prinsip kemanusian dengan keadilan dan keberadaban, adalah juga

menjadi ajaran setiap agama yang diakui oleh Indonesia, terutama dalam
ajaran Islam. Dalam ajaran Islam prinsip ini merupakan dalam ajaran
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tavhid, orang yang bertavhid wajib memiliki kemanusian yang tinggi
dengan skap yang adil dan berkeadaban, sikap adil sangat di tekankan
oleh ajaran Islam dan sikap adil sangat dekat dengan ketagwaan kepada
Allah sebagai mana firman Allah dalam Surah Al Maidah ayat 8; Hai
orangorang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil,
dan janganlah sekali-kali kebencianmuterhadap suatukaum, menjadikan
kamu tidak berlaku adil. berlaku adilah, kama adil itu dekat kepada
taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui
dengan apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Maidah, 8). Demikian juga
konsep beradab dengan menegakkan etika dan akhlak yang mulia men-
jadivisi tamakepada Nabi Akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga; P ersatuan Indonesia, bermakna bahwa bangsa Indonesia
adalah bangsa yang satu dan bangsa yang menegara. Dalam konsep
Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiah(persatuan sesama
umat Islam) dan ukhuwah Insaniah (persatuan sesama umat manusia).
AlQuran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu meng
ajarkan kepada umatnya wntuk selalu menjaga persatuan. Di antaranya
adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Alilmron ayat 103.
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Dan berpegang teguhlah kamu sckalian dengan tali Allah dan
janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah
atas kamu semwa ketika kamu bermusuh-musthan maka Dia
(Allah) menjinakkan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi
bersaudara sedangkan kamu diatas tepi jurang api neraka, maka
Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah
menjelaskan ayat ayatnya agar kamumendapat petunjuk

Kewajiban rakyat terhadap bangsa dan negara, antara lain

dijelaskan dalam Surat 4 (An Nisaa’); 49 (Al Hujuraat; 13) dan 3 (Ali
‘Imran; 200).
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Hai orangorang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iakepada Allah (Al-
Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akihamya (QS4:59)
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Haimanusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadkan kamu berbangsa-
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bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa di antara kamu Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS49:13)
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Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu)
dan bertakwalah kepada Allah, supayakamu beruntung (QS3:200)

Adakalanya untuk mempertahankan tegaknya persatuan dan
kesatuan negara, kita dituntut untuk berjuang, baik dengan harta maupun
jiwa. Hal itu ditegaskan dalam Surat 5 (Al-Maa’idah;35) dan 9 (At-
Taubah; 111).
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah
pada jalan—Nya, supayakamumendapat keberuntungan. (QS5:35)
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Sesungguhnya Allah telah membeli dari orangorang mukmin diri
dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka
berperang paca jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh.
(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil
dan Al Quran. Dan siapakah yang lebh menepati janjinya (selain)
daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah
kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS9:111)

Ajaran Islam memerintahkan agar ummat Islam menjalin persatuan
dan kesatuan dengan kepemimpinan dan organisasi yang kokoh dengan
tuyuan mengajak kepada kebakan dan mendorong perbuatan yang
ma’ruf, yakni segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi ummat
manusia dan mencegagh kemungkran yakni segala yang membawa
bahaya dan merugikan bagi manusia, kama persatuan dan kesatuan
dengan organisasi dan kepemimpinan yang kokoh itu dapat berbentuk
negara, seperti negara tercinta indonesia raya. Allah Ta’lah berfirman:
Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan
jangalahkamu bercerai berai.(QS. Al Imran: 103) seperti yang telah di
jelaskan sebelumnya.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Dalam
Permusyawaratan / Perwakilan

Sila  keempat; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah suatu system
pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu serta di
dalam menetapkan sesuatu peraturan dengan jalan musyawarah untuk
mufakat atas dasar kenaran dari Tuhan dan putusan akal sesuai dengan
rasa kemanusiaan yangmemperhatikan kehendak rakyat untuk mencapai
kebaikan hidup bersama.
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Disamping itu sila keempat dapat pula bermakna bahwa dalam
mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang
didasari oleh hikmad kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai
dengan istilah mudzakarah (perbedaan pendapat) dan sywa (mw
syawarah). Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu
mengajarkan kepada umatnya untuk selalu selalu bersikap bijaksana
dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu menekankan
musyawarah untuk menyelesaikannya dalam suasana yang demokratis.
Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qu’an Surat Ali Imron
ayat 159.
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi
mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukaiorang-
orangyang bertawakkal kepada-Nya. (QS3:159)

Mengenai pokok-pokok demokrasijuga dijelaskan dalam beberapa
ayat, antara lain pada Surat 27 (An-Naml;32), dan 42 (Asy-Syuura;38).

ST B S AWV QURST
O yigs o Vpl dabld

¢..

[

.« -

3

Pancasila dalam Perspektif Islam | 207



Berkata dia (Balgis): Hai para pembesar berilah aku pertimbangan
dalam wrusanku (ini) aku tidak pemah memutuskan sesuatu
persoalan sebelum kamu berada dalam majeliskku). (QS27:32)

Terhadap katan dengan penghayatan dari demokrasi Pancasila
dalam aspek pengamalan, maka seharusnya manusia Indonesia sebagai
warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan hak dan
kewajiban yang sama. Mempergunakan haknya hendaknya benar-benar
memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan
bersama atas dasar masyarakat, tidak boleh memaksakan kehendak pada
pihak lain sebelum ada keputusan yang menyangkut kepentingan
bersama atas dasar musyawarah yang diusahakan secara mufakat dengan
semangat kekeluargaan sebagaiciri khas bangsa Indonesia.

Dalam kaitan dengan Qu’an Surat Asy-syuura: 38 juga dijelaskan
mengenai keutamaan dan anjuran menyelesaikan masalah melalui jalan
musyawarah adalah scbagai berikut:
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Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputus-
kan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan
sebagian dari rezki yang Kami berikan kepadamereka. (QS42:38)

Melalui iktikad bakk dan penuh rasa tanggung jawab harus
menghormati dan mentaati setiap hasil keputusan musyawarah dalam
lembaga perwakilan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
sesuai dengan tuntutan hatunurani bangsa. Harkat dan martabak manusia
serta nilainilai kebebasan dn keadilan, wntuk membangun dan
mengembangkan hidup yang mengutamakan persatuan dan kesatuan
demi kepentingan bersama.

Pengamatan terhadap sila keempat i, sesungguhnya scjalan
dengan prinsip Islam yang merupakan serapan dari nilai-nilai Islamyang
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mengajarkan kepemimpinan yang adil, yang memperhatikan kemas-
lahatan rakyatnya, dan menjalankan rodakepemimpinan, melalumuwsya-
warah dengan mendengarkan berbagai pandangan, untuk mendapatkan
yang terbak. sistem bemegara yang diterapkan di Indonesia, dengan
mengedepankan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, sebagaimana
yang ditegaskan dalam sila-sila dalam Pancasila, yang sejalan dengan
ajaran agama, akan memperkokoh implementasi Pancasila. Oleh karena
itu, demokrasi Pancasila, hendaknya dilaksanakan dalam bebagai aspek
hidup masyarakat Indonesia terutama terhadap aspek ekonomi, yang
memiliki prinsip kekeluargaan. Dengan demokrasi pancasila maka akan
mewujudkan keadilan sosial bag selurvh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila yang berpangkal tolak pada prinsip
kekeluargaa, pada sistem pemerintahan Indonesia akan mewujudkan
prinsip mekanisme demokrasi sebagai berikut:

a) Kerakyatan berpaham Negara hukum;

b) Kerakyatan berpaham konstitusionalisme;

¢) SupremasiMajelisPermusyawaran Rakyat ;

d) Pemermtahan yang bertanggung jawab

e) Pemrintahan berdasarkan perwakilan

f)  Sistem pemerintahan presidensial

g) Pengawasan parlemen terhadap pemerintah

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima; Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, acalah suatu
tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah bathiniah, yang setiap
warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai
dengan hakikat manusia adil dan beradab. Selanjutnya sila kelima dapat
dimaknai bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi
memiliki kewajiban untuk mensejahterakanseluruh rakyat Indonesia.
Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Qur’an dalam
beberapa ayatnya memerint ahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala
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hal, adil terhadap diri sendiri, orang lain dan alam. Di antaranya adalah
yangtercermin di dalam Al-Qur’an Surat al-Nahl ayat 90.
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Sesungguhnya Allah menyuwuh (kamu berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi

pengajaran kepadamu agar kamu dapat men gambil pelajaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, Jelas kiranya bahwa sila-sila
pancasila merupakan ajaran Islam. Oleh Karena itu negara dan
pemerintahan yang berasaskan Pancasila tidaklah bertentangan, tetapi
sejalan dengan agama Islam. Dengan demikian tidaklah tepat kalau
segolongan kecil umat masith mempertentangkan negara Pancasila
dengan al-qur’an. Semoga suatu saat nanti terwujud kebersamaan antara
golongan nasionalis, (kebangsaan) dengan golongan islam, sehingga
terwujud suatu masaketika Pancasila bertasbih.

Menurut Zainal Abid Ahmad dalam negara Pancasila Negara
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila lebih banyak mem-
punyai cir- cirikeislaman dari Negara- Negara Timur tengah.

Tidk ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan-menjadi

realiteit-jika tidak dengan perjuangan! Janganlah lupa akan syarat

untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan dan
sekali lagi perjuangan! Marilah kita sama-sama berjuang Marilah
kita sama-sama banggamenjadiorang Indonesia ! (Ir. Sukamo)

Setelah menjelaskan konsepnya tentang Pancasila di hadapan
sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Bung Kamo mengungkapkan hal
yangmenarik mengenai latar belakangnya sebagai scorang Islam.

Saya seorang Islam, saya demokrat karena saya orang Islam. Saya
menghendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala
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negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam menyatakan, bahwa
kepala-kepala negara, baik para khalifah maupun amirul mu'minin
harus dipilih oleh rakyat

Berbuat adil diperintahkan Allah Swt dalam beberapa ayat, antara
lain Surat 4 (An Nisaa’;135;58:;36-37) dan Surat 5 (Al Maa’idah;8)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhacap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu Jika ia
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin me-
nyimpang dari kebenaran. Dan jika kamumemutar balikkan (kata-
kata) atau en ggan menjadi saksi, maka sesung- guhnya Allah adalah
Maha Mengetahui segala apayangkamukerjakan. (QS4:135)

Perwujudan sila kelima, merupakan perintah untuk menegakkan
kebenaran, tanpa melihat dari aspek mana saja. Mengembangkan sk ap
adil terhadap sesama dengan menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya perintah
adil dijelaskan dalam Qur’an sebagai berikut:

Sesungguhnya Allah menywuh kamu menyampakan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberipengajaran yang sebaik -
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat. (QS4:58)

Dengan demikian ayat di atas mengnspirasi bagi pengembang
amanah bangsa dan negara ini agar senantiasa menjalankan tugas dan
fungsi sebagai abdi negara secara responsibility. Mengamalkan skap
suka memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan agar
dapat berdiri sendiri. Dengan skap yang demikian tentunya terhindar
untuk menggunakan hak milknya untuk usaha-usaha yang bersifat
pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat
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pemborosan dan hidup bergaya hidup mewah serta perbuatan-perbuatan
lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
Selanjutnya ayat dalam Qur’an juga menjelaskan bahwa:

Hai orangorang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil Dan janganlah sckali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itulebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamukerjakan. (QS5:8)

Keadilan sebagaimana pada surat Al-Maidah di atas, merupakan
sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat adil untuk mengakui
hak sesama. Sebab dengan berbuat adil menyebabkan seseorang
memperoleh apa yang menjadi haknya dan dasar dari hak ini ialah
pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia, untuk
memperlakukan sesame sebagaimana mestinya. Di sadari bahwa
pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama,
berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.

Beberapa bentuk-bentuk keadilan yang ada dalam masyarakat y akni
keadilan komutatif(comulative justice) yaitu suatu pengkategorian
keadilan yang bertumpu pada keadilan sosial yang menempatkan sumber
daya yang ada terbagi secara seimbang (equivalen?) kepada anggotanya.
Asumsiyang dapat diperoleh dalam kategori keadilan komulatif bahwa
semua masyarakat mendapat sumber daya secara berimbang bagi ssmua
anggota masyarakat. Keadilan distributif (distributivajustice), menurut
Arigtoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang
yang sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Berdasarkan nilai yang
berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan
distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi
masyarakat? Keadilan Legalis; keadilan menurtt undangundang

3 CarlJoachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Hitoris, hal 25.
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dinama objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang
untuk kebaikan bersama ataubanu commune.

Perintah Qu’an mengenai keadilan juga ditegaskan dalam surat
An-nisa, sebai berikut:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya
dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-
bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang orang miskin,
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat,
ibnu sabil dan hamba sahayamu Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orangorang yang sombong dan memban gga-banggakan
diri, (yaitu) orangorang yang kikir, dan menyuruh orang lain
berbuat kikir, din menyembunyikan karunia Allah yang telah
diberik an-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk
orang-orang kafir sksayangmenghinakan. (QS4:36-37)
Hendaknya manusia saling memupuk sikap suka bekerja keras dan
sikap saling menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk
mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Apabila semua ini
dilaksanakan dengan sebak-baiknya maka akan terwujud sutau
kemajuan yang merata dan keadilan sosial
Dalam mengelolah negara hendaknya mengacu pada prinsip
keadilan yang meliputi semua aspek seperti keadilan hukum, keadilan
ekonomi, baik secara komutatif, distributif maupun secara legalis, yang
diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat, merupakan amanat
agama Islam bagi para pemeluknya. Islam juga mengajarkan agar
pemimpin negara dapat memeperhatikan kejahteraan rakyatnya, dan apa
bila menghukum mereka hendaklah dengan hukuman yang adil. Allah
Ta’lah berfirman: Sesungguhnya Allah menyurvh kamu menyampaik an
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuuh kamu)
apabilamenetapkan hukuman diantaramanusia supaya kamumenetapk an
dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu . Sesungguhnya Allah maha mendengar danmaha
melihat. (QS. An Nisa: 58).
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John L. Esposito, menguraikan konsep keadilan Islam secara luas
bahwa gagasan tentang keadilan itu dapat dilihat secara jelas di dalam
ALlQu’an banyak agppek dan secara umum dinyatakan bahwa keadilan
itu sebagai prosespersamaan dan pemerataan serta berdampaknya dalam
masyarakat.

Keadilan dalam Islam memiliki fundamen Ilahiyah dan berakar
paca moralitas. Prinsip pertama, konsep adil berhubungan dengan
pengakuan kepada Allah SWT sebagai pencipta; Prinsip kedua, adanya
persamaan manusia dalam kehidupan sosial, politik, dan kultual yang
berdasarkan nilai-nilaimoralitasyang berbeda dengan pemikiran sekuler.
Pemikiran sekuler memisahkan keadilan dari moralitas, demikian pula
konsep Barat yangmemisahkan antara moralitas dan keadilan.

Penggmaan konsep keadilan dalam Al-Qu’an memuat filosofi
bahwa seharusnya manusia ketika berbuat selalu mempertimbengkan
aspek keadilan. Sebab, keadilan menganjukan kemaslahatan umat
manusia sesuai kehendak Maha Pencipta. Meskipun demikian, menurut
Majid Khadduri, bahwa syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai
legislator merupakan sistem ajaran yang sempuma. Kesempumnaan
ajaran tersebut perlu diimplementasikan dalam kehidupan manusia,
khususnya mendukung terciptanya keadilan dalam masyarakat.
Penyerasian antara nilai keadilan dengan kondisi menyebabkan terjadi
perubahan arah dan maksud keadilan. Hal tersebut merupakan kewajiban
manusia untuk selalu berada dalam jangkauan ajaran [slam.

Perlu diketahui bersama bahwa Pancasila sesungguhnya bukanlah
kitab suci, Pancasila juga bukan merupakan agama baru bagi Indonesia,
namun Pancasila adalah hasil dari kesepakatan oleh founden father
bangsa ini, dalam menentukan arah bangsa dengan roh Islam di
dalamnya. Dalam mengkaji relasi Pancasila dengan Islam, sesungguhnya
tidak perlu dipertentangkan sebab seluruh nilai Pancasila adalah refleksi
dari ajaran Islam dan penerapan Pancasila lebh banyak dipengaruhi
bagamana unmat dan bangsaini menginterpretaskan, justru sebagai
ummat Islam senantiasa menjaga agar jangan sampai Pancasila
dijauhkan darinilainilailslam yang luhur.[]
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BAB XIII

IMPLEMENTASI PANCASILA

A. Jenis-jenis Im plementasi Pancasila

1. Implementasi Pancasila yang Objektif

Implementasi Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan Pancasila
dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik
di bidang legislatif,eksekutif dan yudikatif maupun semua bidang
kenegaraan lainnya. Implementasi objektif ini terutama berkaitan dengan
realisasi dalam bentuk peraturan perundangundangan negara Indonesia,
sebagai berikut:

(1)

@)

3)

)

Tafsir Undang-Undang Dasar 1945, harus di lihat dari sudut
dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 alinealV.

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang
Undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang
terkandung dalam dasar filsafat negara Indonesia.

Tanpa menguang sifat-sifat UndangUndang yang tidak
dapat diganggu gugat, interpretasi pelaksanaannya harus
mengingat unsur-unsur yang tertkandung dalam dasar filsafat
negara.

Interpretasi pelaksanaan Undang-Undang harus lengkap dan
menyeluruh, meliputi seluruh perundangundangan di bawah
Undang-Undang dan keputusan-keputusan administratif dari
semua tingkat penguasa negara, mulai dari pemerintah pusat
sampai dengan alat-alat perlengkapannya, begitu juga meliputi
usahakenegaraan dan kemasyarakatan dari rakyat.
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(5) Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum
Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh dasar filsafat ne-
gara, asas politik dan tujuan negara yang berdasarkan pada
asas kerohanian Pancasila. Bahkan yang terlebih penting lagi
adalah dalam realisasi pelaksanaan kongkritnya yaitu dalam
setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan antara

lain:

a. Garis-garis Besar Haluan Negara

b. Hukum dan perunding-indangan dan peradilan

c. Pemerintahan

d. Politik dalamnegeri dan luar negeri

e. Keselamatan, keamanan dan pertahanan.

f. Kesejahteraan

g Kebudayaan

h. Pendidkan, dn lan scbagamya (Notonagoro,
1971:4344).

2. Implementasi Pancasila yang Subjektif

Implementasi Pancasila yang Subjektif adalah pelaksanaan
Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap
individu, setiap penduduk, setiap pengusaha dan setiap orang Indonesia.
Implementasi Pancasila yang subjektif mi justru lebih penting dari
implementasi yang objektif, karena implementasi yang subjektif ini
merupakan persyaratan keberhasilan implementasi yang objektif.
(Notonagoro, 1971:44).

Dalam implementasi Pancasila yang subjektif ini bilamana nilai-
nilaiPancasila telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh seseorang maka
seseorang itu telah memiliki moral Pancasila. Bilamana hal ini berlang-
sung secara terus-menerus schingga nilainilai Pancasila telah melekat
dalam hati sanubari bangsa Indonesia maka kondisi yang demikian ini
disebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa
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Indonesia telah memiliki suatu cirikhas (yaitu nilai-nilai Pancasila, skap
dan karakter) sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa
lain.

B. Implementasi Pancasila pada Masa Orde Lama

Realisasi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia
nampaknya mengalami dinamika hambatan yang sangat serius terutama
dalam kaitannya dengan kepentingan-kepentingan politik kelompok
tertentu yang ingin menanamkan kekuasaannya dalam negara Indonesia.

Padamasa Orde Lamaterutama sejak tahun 1959, panggung politik
Indonesia dkuasai oleh hegemoni komunisme yang mendasarkan
pertentangan kelas. Rakyat Indonesia yang berkepribadian dan
berperikehidupan religius secara berangsur-angsur dikaburkan dengan
ideologi komuisme. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia kita telah
melihat pemerintah Orde Lama kala itu membentuk suatu Front Nasional
serta menerapkan metode dialektis pertentangan kelas yang telah lama
diterapkan kalangan penganut komunisme. Melalui pemerintah
diindoktrinasikannya bahwa dalam lingkup masyarakat dan bangsa ini
seolah-olah terdapat dua golongan yang saling bertentangan atau bahkan
harus dipertentangkan. Golongan revolusioner dan anti atau kontra
revolusioner, dan dalam masalah ini PKI dengan menunggangi
pemerintah menyatakan diri sebagai golongan yang revolusioner. Dalam
masalah ini ideologi pertentangan antar kelas telah menjadi ideologi
negara melalui bentuknya yang baru yaitu ‘revolusi permanen’ yang
menggeser dan  mengganti ideologi Pancasila. Bahkan untuk
memperkuat birokrasi politik dalam negara maka Presiden dinobatkan
menjadi pemimpin besar revolusi seunur hidup.

Namwun berkat lindungan Tuhan Yang Maha Esa pengkhianatan
yang dilakukan oleh PKI dengan G 30 SPKI-nya melalui kekuatan fisik
dapat ditumpas oleh bangsa Indonesia. PKI berupaya secara paksa dan
fisik untuk mengganti Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan
Yang Maha Esa. Kiranya suatu hal yang mustahil untuk memisahkan
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bangsa Indonesia dari kehidupan ket uhanannya. Bangsa Indonesia adalah
bangsa yang religius bahkan sebelun membentuk Negara kehidupan
agama adalah merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh
karena itu dalam kehidupan kenegaraanpun bangsa Indonesia senantiasa
Berketvhanan Yang Maha Esa, yang terumuskan dalam sila pertama
Pancasila (Mardjono, 1998:21-26).

C. Implementasi Pancasila pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru implementasi Pancasila tidak javh berbeda
dengan implementasi Pancasila pada masa Orde Lama. Hanya
berdasarkan pengalaman sejarah pada masa Orde Lama maka
implementasi Pancasila jauh lebih rapid an sistematis bahkan berhasil
menguasai sitem politik Indonesia. Pemberontakan PKI pada tahun
1965 dipergmnakan sebagai tolak ukur sekaligus sebagai sarana untuk
melumpuhkan lawan politik yang dianggap tidak sejalan dengan
kebijaksanaan pemerintahan Orde Baru. Betapapun bahaya laten
komwisharustetap kita waspadai, namun padamasa pemerintahan Orde
Baru wacana ini merupakan suatu sarana yang sangat akurat untuk
melumpuhkan kelompok yang tidak mendukungnya, yaitu dianggap
komunis dan bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Kenyataan yang demikian mi membawa akibat lumpuhnya
kekuasaan rakyat dan kekuasaan pemerintahan Orde Barumenjadi lebih
kuat bahkan menjadi bersifat otoriter. Sistem politik ditanamkan
sedemikian rupa sehingga penguasa Orde Baru senantiasa menanamkan
kekuasaan ‘status quo’ dengan cara mengembangkan jargon-jargon dan
doktrin-doktrin politik misalnya ‘politik no, pembangunan yes”.
“Akselerasi Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun’, ‘“Monoloyalitas
bagi Pegawai Negeri Sipil ” serta jargon-jargon lainny a.

Pancasila bukannya diimplementasikan sebagai dasar filosofis,
sebagai sumber nilai bagi realisasi demokrasi di negara Indonesia
sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita dahulu
melainkan, justru sebaliknya P ancasila pada masa kekuasaan Orde Baru
dipergunakan sebagai sarana politis umntuk membrangus demokrasi.
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Prestasi yang paling gemilang penguasa orde baru saat itu adalah
memperalat Pancasila sebagai sarana pembrangus organisasi sosial
politk bahkan termasuk organisasiorganisasi scbagai infra struktur
politk Indonesia yang merupakan motor demokrasi. Praktek
penyumbatan saluran demokrasi tersebut adalah dengan memperalat
Pancasila sebagai asas tunggal bagi orsospol terutama sebagaimana
tertuang dalam UU tahun 1985.

Kenyataan yang demikian inilah mengakibatkan rakyat menuntut
melalui reformasi untuk mengembalikan Pancasila pada fungsi dan
kedudukannya yang sebenarnya, yaitu bukannya scbagai alat legit imasi
politik serta alat untuk memperkokoh kedudukan penguasa, melainkan
Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Berdasarkan kenyataan sejarah bahwa penguasa Orde Baru telah
memperalat Pancasila demi tyuan-tujuan politikk kelompok tertentu,
maka berbagai macam gerakan reformasi rakyat terutama kalangan
mahasiswa mendesak MPR untuk segera mengadakan sidang istimewa
dan mencabut ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Eka Prasetya
Pancakarsa atau P4, serta mencabut Asas Tunggal Pancasila dan
mengembalikan Pancasila kepada fungsinya sebagai dasar negara
Republik Indonesia.

Berdasarkan aspirasi rakyat tersebut kemudian MPR mengadakan
Sidang Istimewa pada tanggal 10-13 Nopember 1998, yang antara lain
salah satu ketetapannya yaitu Tap No. XVII/MPR/1998 yang isinya
tentang pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang
Ekaprasetya Pancakarsa atau P4, serta penegasan Pancasila sebagai
Dasar Filsafat Negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD
1945. Konsekuwensinya juga menyangkut pencabutan Pancasila sebagai
asas tunggal bag orsospol sebagaimana termuat dalam UU tentang
kepartaian tahun 1985. Demikian pula dengan ketetapan tersebut maka
Presiden secara yuwridis tidak memiliki wewenang lagi untuk
mengembangkan Pancasila.

Implementasi Pancasila | 219



D. Gerakan Reformasi

Pelaksanaan GBHN 1998 pada PJP II Pelita ke tujuh ini bangsa
Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia
terutama Asia Tenggara sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi
goyah. Terlebh lagi merajalelanya praktek korpsi Kolusi dan nepotis-
me pada hamper seluruh instansi serta lembaga pemerintahan, serta
penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang di kalangan para pejabat dan
pelaksana pemerintahan negaramembawa rakyat ssmakin menderita.

Para wakil-wakil rakyat yang seharusnya membawa amanat rakyat
dalam kenyataannya tidak dapat berfungsi secara demokratis, DPR serta
MPR menjadi mandul karena sendi-sendi demokrasi telah dijangkiti
penyakit nepotisme. Sistem politik dikembangkan ke arah sistem “Biro-
kratik Otoritarian ” dan suatu sistem “Korporatik” (Nasikun, 1998:5).

Pancasila yang seharusnya sebagai sumber nilai, dasar moral etik
bagi Negara dan aparat pelaksana Negara dalam kenyataannya di-
gunakan sebagai alat legtimasi politkk, semua kebijaksanaan dan
tindakan penguasa mengatasnamakan Pancasila, bahkan kebijaksanaan
dantindakan yang bertentangan sekalipun diistilahkan sebagai pelaksana
Pancasilayangmumi dan konsekuen.

Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancumya ekonomi
nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori
oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral
politik yang menuntut adanya ‘Reformasi’ di segala bidang terutama
bidang politik, ekonomi dan hukum.

Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut ditandai dengan
mundurnya Presiden Socharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang ke-
mudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. B.J Habibie
menggantikan kedudukan Presiden. Kemudian dikuti dengan pem-
bentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah
yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat
Indonesia wntuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama
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pengubahan 5 paket UU. Politik tahun 1985, kemudian dikuti dengan
reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum sehingga
perlu diwyjudkan UU Anti Monopoli, UU Persaingan Sehat, UU Ke-
pailitan, UU Usaha Kecil, UU Bank Sentral, UU Perlindungan
Konsumen, UU Perlindungan Buruh dan lain sebagainya (Nopirin,
1998:1). Dengan demikian reformasi harus diikuti juga dengan reformasi
hukum bersama aparat penegaknya serta reformasi pada berbagai
instansi pemerintahan.
Yang lebih mendasar lag reformasi dilakukan pada kelembagaan
tinggi dan tertinggi negara yaitu pada swsunan DPR dan MPR, yang
dengan sendirinya harus dilakukan melalui Pemilu secepatnya dan
diawali dengan pengubahan:
a. UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, dan DPRD
(UU No. 16/1969 jis. UU No. 5/1975 dan UU No. 2/1985).

b. UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya (UU No.
3/1975, jo UU No. 3/1985).

¢. UU tentang Pemilihan Umum (UU No. 16/1969 jis UU No.
4/1975, UUNo.2/1980, dan UU No. 1/1985).

Reformasi tethadap UU Politik tersebut di atas harus benar-benar
dapat mewujudkan iklim politik yang demokratis sesuai dengan
kehendak Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan adalah di tangan
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(Mardjono, 1998:57).

Makna “Reformasi” secara etimologis berasal dari kata
‘reformation’ dengan akar kata ‘reform’ yang secara sistemat is bermakna
‘make or become better by removing or putting right what is bad or
wrong (Oxfort Advanced Leamer’s Divtionary of Current English,
1980, dalam Wibisono, 1998:1). Secara harfiah reformasi memiliki
makna: suatu gerakan untuk memformat ulang menata ulang atau
menata kembali hal-hal yang menyimpang umntuk dikembalikan pada
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format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-
citakan rakyat (Riswanda, 1998).

Oleh karena itu suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-

syarat sebagai berikut:

1.

Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adaya suatu
penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintahan Orde Baru
banyak terjadi suatu penyimpangan misalnya asas kekeluargaan
menjadi nepotisme’, kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan
makna dan semangat Pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh
UUD 1945.

Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita
yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila
sebagai ideologl bangsa dan negara Indonesia.

Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu
kerangka struktural tertentu (dalam hal ni UUD) sebagai kerangka
acuan reformasi. Oleh karena itu reformasi harus berdasarkan pada
kerangka hukum yang jelas. Selain itu reformasi harus diarahkan
pada swtu perubehan ke arah transparansi dalam setiap
kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara karena hal ini sebagai
manifestasi bahwa rakyatlah sebagai asal mula kekuasaan negara
dan untuk rakyatlah segala aspek kegiatan negara.

Reformasi dilakukan kea rah suatu perubahan kea rah kondisi serta
keadaan yang lebih baik, dalam segala aspek antara lain bidang
politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan.
Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etk sebagai
manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya
persatvan dan kesatuan bangsa.

Pancasila sebagai dasar Cita-cita Reformasi

Pancasila scbagai dasar filsafat negara Indonesia, sebagai

pandangan hidup bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah, nampaknya
tidak diletakkan dalam kedudukan dan fungsi yang sebenamya. Oleh
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karena itulah maka gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam
kerangka persfektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideology,
(Hamengkubuwono X, 1998:8) sebab tanpa adanya suatu dasar nilai
yang jelas maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi,
anarkisme, brutalisme serta pada akhimya menuju pada kehancuran
bangsa dan negara Indonesia. Maka reformasi dalam persfektif Pancasila
padahakikatnyaharus berdasarkan pada nilai-nilai sebagai berikut:

1. Reformasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berate bahwa
suatu gerakan ke arah perubshan harus mengarah pada suatu
kondisi yang lebih bak bagi kehidupan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa adalah makhluk yang sempuma yang
berakal budi schingga senantiasa bersifat dinamis, schingga selalu
melakukan suatuperubahan kea rah suatu kehidupan kemanusiaan
yang lebh bak dan harus berlandaskan moral religius schingga
hasil reformasi meningkatkan kehidupan keagamaan. Oleh karena
itu reformasi yang dijiwai nilai-nilai religius tidak membenarkan
pengrusakan, penganiayaan, merugikan orang lain serta bentuk-
bentuk kekerasan lainnya.

2.  Reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu
bahwa reformasi harus dilakukan dengan dasar-dasar nilai martabat
manusia yang beradab. Oleh karena itu reformasi harus dilandasi
oleh moral kemanusiaan yang luhur, yang menghargai nilainilai
kemanusiaan bahkan reformasi mentargetkan ke arah penataan
kembali suatu kehidupan negara yang menghargai harkat dan
martabat manusia, yang secara kongkrit menghargai hak-hak asasi
manusia. Reformasi menentang segala praktek eksploitasi,
penindasan oleh manusia terhadap manusia lain, oleh golongan satu
terhadap golongan lain, bahkan oleh penguasa terhadap rakyatnya.
Untuk bangsa yang majemuk seperti bangsa Indonesia maka
semangat reformasi yang berdasar pada kemanusiaan menentang
praktek-praktek yang mengarah pada diskrimmasi dan dominasi
sosial, baik alasan perbedaan sukuy, ras, asal usul maupun agama.
Reformasi yang dijiwainilai-nilai kemanusiaan tidak membenarkan
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perilaku  yang biadab membakar, menganiaya, menjarah,
memperkosadan bentuk-bentuk kebrutalan lannya yang mengarah
pada praktek anarkisme. Sekaligus reformasi yang berkemanusiaan
harus membrantas sampai tuntas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
yang telah sedemikian mengakar pada kehidupan kenegaraan
pemerintahan Orde Baru (lihat Hamen gkubuwono X, 1998:8).

Semangat reformasi harus berdasarkan pada nilai persatvan dan
senantiasa dijiwai asas kebersamaan, sehingga reformasi harus
menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia. Reformasi
harusmenghindarkan diri dari praktek-praktek yangmengarah pada
disintegrasi bangsa, upaya sparatisme baik atas dasar kedaerahan,
suku maupun agama. Reformasi memiliki makna menata kembali
kehidupan bangsa dalam bemegara, schingga reformasi justru harus
mengarah pada lebih kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa.
Demikian juga reformasiharus senantiasa dijiwai asas kebersamaan
sebagai suatu bangsa Indonesia.

Semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan
sebab justru permasalah dasar gerakan reformasi adalah pada
prinsip kerakyatan. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan
negara dan sckaligus sebagai tyuan kekuasaan negara, dalam
pengertian milah maka reformasi harus mengembalikan pada
tatanan pemerintahan negara yang benar-benar bersifat demokratis,
artinya rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam
negara. Maka semangat reformasi menentang segala bentuk
penyimpangan demokratis seperti kedktatoran baik bersifat
langsung maupun tidak langsung, feodalisme maupun totaliterianis-
me. Kecenderungan munculnya diktator mayoritas melalui aksi
massa, harus diarahkan pada asas kebersamaan hidup rakyat agar
tidak mengarah pada anarkisme. Oleh karena itu penataan kembali
mekanisme demokrasi seperti pemilihan anggota DPR, MPR,
pelaksanaan Pemilu beserta perangkat perundangundangannya
pada hakikatnya wntuk mengembalikan tatanan negara pada asas
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demokrasi yang bersumber pada kerakyatan sebagaimana
terkandung dalam silakeempat Pancasila.

5. Visi dasar reformasi harws jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan
sosial bagi selurvh rakyat Indonesia. Oleh karena itu hendaklah
disadari bahwa gerakan reformasi yang melakukan perubahan dan
penataan kembali, pada hakikatnya bukan hanya bertujuan demi
perubahan itu sendiri, namwn perubahan dan penataan demi
kehidupan bersama yang berkeadilan. Perlindungan terhadap hak
asas, peradilan yang benar-benar bebas dari kekuasaan, serta
legitimasi dalam arti hukum harus benar-benar dapat terwujudkan.
Sehingga rakyat benar-benar menikmati hak serta kewajibannya
berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu
reformasi hukun bak yang menyangkut materi hukum terutama
aparat pelaksana dan penegak hukum adalah merupakan target
reformasi yang mendesak untuk terciptanya suatu keadilan dalam
kehidupan rakyat.

Dalam perspektif Pancasila gerakan reformasi sebagai suatu upaya
untuk menata ulang dengan melakukan perubahan-perubehan sebagai
realisasi kedinamisan dan keterbukaan Pancasila dalam kebijaksanaan
dan pnyelenggaraan negara. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka
dan dinamis Pancasila harus mampu mengantisipasi perkembangan
zaman terutama perkembangan dinamika aspirasi rakyat. Nilai-nilai
Pancasila adalah ada pada filsafat hidup bangsa Indonesia, dan sebagai
bangsa maka akan senantiasa memiliki perkembangan aspirasi sesuai
dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu Pancasila sebagai sumber nilai
memilki sifat yang ‘reformatif” artinya memiliki aspek pelaksanaan
yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat,
dalam mengantisipasi perkembangan zaman, yaitu dengan jalan menata
kembali kebijaksanaan-kebijak sanaan yang tidak sesuai sengan aspirasi
rakyat, akan tetapinilai-nilai esensialnya bersifat tetap yaitu Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.[ ]
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